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ABSTRAK

Nama : Edward Constantine

Program Studi : Rusia

Judul . Federalism di Rusia Ditinjau dari Kediktatoran Hukum
Vladimir Vladimirovich Putin dalam Penunjukkan Kepala Eksekutif Subjek
Federasi

Skripsi ini bertujuan untuk mengangkat temafederasi dan konsep federalisme
Rusia pada masa pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin. Penulis
menggunakan teori federasi untuk menganalisis bentuk federasi dan konsep
federalisme di Rusia. Konsep federalisme Rusia juga dilihat dari kekuasaan
vertikal pemerintah federal terhadap pemerintah subjek federasi. Kediktatoran
hukum Putin turut mempengaruhi kuatnya kekuassan vertikal pemerintah
federal atas pemerintah subjek federasi dalam praktek kenegaraan. Hal ini
akan menentukan konsep federalisme Rusia dengan munculnya kebijakan
Putin tersebut.

Katakunci:
Federalisme, Federasi, Kediktatoran Hukum, K ekuasaan V ertikal, Putin
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ABSTRACT

Name : Edward Constantine

Study Program : Russia

Title . Federalism in Russia From Vladimir Putin’'s
Dictatorship of Law on the Selection of Executive Head of the Federation
Subject

The study aims to explore the theme of federation and the concept of Russian
federalism in the governance of Vladimir Vladimirovich Putin. The author
use the theory of federation to analyze the form of federation and the concept
of federalism in Russia. The concept of Russian federalism also can be seen
from the vertical power of federal government on the federation’s subject
government. The dictatorship of Putin’s law influenced the vertical power of
federal government on the federation's subject government as well in
practice. This will decide the concept of Russian federalism from the
appearance of Putin’s authority.

Keywords:
Federalism, Federation, Dictatorship of Law, The Vertical Power, Putin
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara sebagai suatu ikatan satu bangsa dan organisasi kewibawaan
memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun sebuah negara harus memiliki
kehendak dan tujuan yang akan menjadi suatu arah dan landasan dari masyarakat
yang ada dalam negara tersebut. Maka tujuan dan kehendak dari setiap negara
sangat berpengaruh dalam menentukan struktur organisasi negara tersebut (dikutip
dari Padmo Wahjono, 1996). Struktur organisasi negara berbicara mengenai
bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Federasi adalah salah satu jenis
bentuk negara. Hal yang membedakan antara bentuk federasi dengan bentuk
bangunan negara lainnya adalah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dimana pemerintah daerah bukan sebagai bawahan dari pemerintah pusat
melainkan kedua-duanya adalah pemerintahan masing-masing yang berdaulat.
Namun pada praktiknya, bentuk federasi di setiap negara memiliki variasi atau
bahkan penyimpangan, sehingga tidak ada dua negara berbentuk federasi di dunia
ini yang sama persis (dikutip dari Miriam Budiardjo, 1992).

Rusia pasca bubarnya Uni Soviet adalah salah satu negara yang juga
memiliki bentuk negara federasi. Berbagai faktor seperti keterpurukan ekonomi
akibat sistem ekonomi komando dan penghabisan biaya perang dalam era perang
dingin adalah faktor yang memicu percepatan bubarnya Uni Soviet. Namun salah
satu  kebijakan Gorbachev — mengeluarkan  perestroika’ dalam  upaya
menyelamatkan Uni Soviet dari kehancuran ekonomi, justru berdampak besar
bagi reformasi sosial yang besar di Uni Soviet yang diawali dengan kebebasan
ekonomi, budaya dan politik. Pemberontakan di daerah-daerah kekuasaan Uni
Soviet akibat kebijakan tersebut tentu saja mempercepat disintegrasi negara-
negara satelit Uni Soviet tersebut. Bahkan sebelum bubarnya Uni Soviet ternyata

negara-negara pecahannya membuat suatu konfederasi yang bernama CHI’

! Perestroika: Restrukturisasi ekonomi, salah satu kebijakan yang memperkenalkan Uni Soviet
kepada mekanisme ekonomi pasar, yang mengarah kepada kapitalisme modern. Dr. Niranjan M.
Khilnani, Emergence of New Russia. New Delhi: Anmol Publication, hlm 129.
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(Coopyacecmeo  Heszasucumvix I'ocyoapcme  /Sodruzhestvo  Nezavisimyx
Gosudarstv/)®, atau disebut Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, sebagai
bentuk kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan kemanusiaan antar negara
bekas pecahan Uni Soviet, yang menjamin kedaulatan (ekstern dan intern)
negaranya masing-masing, seperti bentuk konfederasi.

Boris Yeltsin menggunakan kesempatan ini untuk mendeklarasikan Rusia
sebagai negara baru yang berdaulat penuh. Hal ini dapat dilihat pada konstitusi

Federasi Rusia bagian pertama, bab satu, pasal satu:

“Poccurickas  @edepayus — Poccus ecmbv Odemokpamuueckoe
GedepamusHoe npasogoe 20cyoapcmeo ¢ pecnyoIUKaHCKol Gopmot
npasnenus.”’

/Rossijskaya Federaciya — Rossiya est' demokraticheskoe federativnoe
pravovoe gosudartvo s respublikanskoy formoy pravleniya/

“Federasi Rusia — Rusia adalah negara hukum yang federasi dan
demokratis dengan bentuk pemerintahan republik.””*

Dibawah kepemimpinan Boris Yeltsin sebagai presiden pertamanya, Rusia
berupaya menuju kepada sebuah sistem negara republik yang demokratis dan
memilih bentuk federasi sebagai bentuk negaranya.

Begitu pula konstitusi Rusia yang mengarah demokratis terlihat dari
adanya pemisahan kekuasaan di negara federal menjadi tiga bagian, yaitu badan

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.’ Posisi eksekutif dipegang oleh presiden.

> Coopyacecmeo  Hesasucumvrx  T'ocyoapcme  /Sodruzhestvo  Nezavisimyx — Gosudarsty/
‘Persemakmuran Negara-Negara Merdeka’ adalah bentuk konfederasi dari negara-negara bekas
jajahan Uni Soviet yang persetujuan pendiriannya ditandatangani oleh para pemerintah Belarus,
Federasi Rusia, dan Ukraina pada tanggal 8 Desember 1991 di Viskuly. Pada tanggal 21
Desember 1991, sebelas negara berdaulat bekas jajahan Uni Soviet menandatanganinya yaitu
Republik Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Republik Kyrgyz, Moldova, Federasi
Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan dan Ukraina
<http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=174>, diakses pada 30/05/2010, pada pukul 20.53
Konfederasi/perserikatan Negara: Gabungan beberapa Negara yang merdeka dan berdaulat
penuh atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat
perlengkapan sendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konfederasi, namun
tidak terhadap warga negara dari negara-negara itu. Prof. Miriam Budiardjo. (1992). Dasar-
Dasar Ilmu Politik, cet 14. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 139.

Koncmumyyus  Pyccutickoii  @edepayuii.  <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-
3.htm>, diunduh pada tanggal 12 Mei 2010 pada pukul 22.17.

Montesquieu dalam bukunya yang berjudul “L’Esprit des Lois” (1748), membagi kekuasaan
negara dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang
membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang
kewenangan administrasi pemerintahan yang tertinggi, kekuasaan yudikatif adalah cabang
kekuasaan yang menghakimi pelanggar undang-undang. Prof. DR. Jimly Asshiddigie, S.H.
(2009). Pengantar llmu Hukum Tata Negara, ed 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. him 283.
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Sementara badan legislatif terbagi menjadi dua kamar, yaitu duma sebagai majelis
rendah dan dewan federasi (cosema ¢hedepayuu) sebagai majelis tinggi, seperti
yang dituliskan dalam konstitusi Federasi Rusia bagian satu, bab lima, pasal
sembilan puluh empat dan pasal sembilan puluh lima. Pada pasal sembilan puluh
empat tertulis:

“@eoepanvnoe Cobpanue - napramenm Poccuiickoii @edepayuu —

A67Aemes  npeoCmagumenbHblM U 3AKOHOOAMENbHbIM — OP2AHOM
~ ~ )J6

Poccuiickoii @edepayuu.

/Federal'noe Sobranie — parlament Rossijskoj Federacii — yavlyaetsya
predstavitel'nym 1 zakonodatel'nym organom Rossijskoj Federacii./

“Majelis Federal — parlemen Federasi Rusia — akan menjadi
perwakilan dan badan legislatif Federasi Rusia.”

Pada pasal sembilan puluh lima poin pertama tertulis:

“®eodepanvnoe Cobpanue cocmoum u3 o08yx naram - Cosema
. 7
Dedepayuu u I ocyoapcmeennoii J[ymot.”

/Federal'noe Sobranie sostoit iz dvux palat — Soveta Federacii i
Gosudarstvennoj Dumy./

“Majelis Federal terdiri dari dua kamar — Dewan Federasi dan Duma
Negara”

Sedangkan lembaga yudikatif dipegang oleh kehakiman dimana sistem
peradilan Rusia terdiri dari mahkamah konstitusi Federasi Rusia, yurisdiksi
pengadilan umum, pengadilan militer, dan pengadilan arbiterase.® Mahkamah
konstitusi dalam Federasi Rusia berfungsi sebagai penengah jika ada sengketa
antara cksekutif dan legislatif, dan sengketa pemerintah federal dengan
pemerintah negara bagian ataupun antar negara bagian yang satu dengan yang
lainnya. Pemisahan kekuasaan antar organ negara seperti legislatif, eksekutif, dan
yudikatif tidak dapat dicampuri lembaga yang satu dengan yang lainnya dalam hal
kewenangan masing-masing lembaga, karena badan-badan itu berdiri sendiri
(otonom). Namun pada kenyataannya, sejarah mencatat bahwa dalam pelaksanaan
sistem ketatanegaraan Rusia berdasarkan konstitusi 1993, badan legislatif

memiliki kekuatan yang lemah dibanding dengan badan eksekutifnya dalam

S Konemumyyus Pyccuiickoii @edepayuii. Op. Cit.

7 .
1bid.

¥ Russian Federation <http://www.traveldocs.com/ru/govern.htm> diakses pada 17 Januari 2010
pada pukul 14.30
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sistem ketatanegaraan Federasi Rusia pasca bubarnya Uni Soviet. Boris Yeltsin
sejak awal telah telah memperkuat posisinya dimana ia bisa membubarkan duma
negara, sesuai dengan konstitusi.” Hal ini dikarenakan keadaan duma negara pada
waktu itu yang didominasi oleh Partai Komunis dan percobaan kudeta yang
dilakukan oleh duma.

Periode Vladimir Putin telah membawa pengaruh bagi hubungan garis
vertikal antara eksekutif federal dengan eksekutif konstituen. Banyak juga
perubahan yang dilakukan, dalam hal pembagian wewenang dalam badan-badan
negara federal hingga kecenderungan menguatkan otoritas pusat terhadap otoritas
di daerah. Praktek-praktek kenegaraan yang memperlihatkan kecenderungan
penguatan itu tampak berjalan di atas wadah sebuah negara federal.

Salah satu kebijakan Vladimir Putin yang terkenal adalah kebijakan
diktator hukum (dictatorship of law)."® Kebijakan ini dimaksudkan sebagai tertib
hukum yang lebih dititikberatkan untuk menjerat tindak korupsi oleh kaum
oligarkhi yang mendapatkan keleluasaan dan monopoli dalam bidang ekonomi
pada masa Boris Yeltsin. Namun dalam kaitannya dengan kekuasaan seorang
presiden (eksekutif), kebijakan diktator hukum memberi kewenangan presiden
untuk melakukan sentralisasi dalam birokrasi pemerintahan. Sehingga hal ini
berdampak pada sistem pemilihan kepala eksekutif di setiap subjek federasi
(cybwexmpr Poccutickoi ®edepayuu)’ yang mendapat campur tangan Putin, yang
jauh berbeda dengan sistem pemilihan kepala eksekutif subjek federal pada masa

Boris Yeltsin. Kebijakan diktator hukum yang diberlakukan Vladimir Putin jauh

? A. Fahrurodji. (2005). Rusia Baru Menuju Demokrasi,ed 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
hlm 195-196

' Dictatorship of Law: Sebuah kebijakan tertib hukum yang diberlakukan Vladimir Putin, yang
berarti bahwa aturan hukum yang kuat, digunakan untuk membangkitkan dominasi kapasitas
administrasi negara. Sedangkan kediktatoran digunakan untuk pemulihan kapasitas administrasi
negara tanpa munculnya aturan hukum, atau kesewenang-wenangan yang kuat. Vladimir
Gel’'man, “The Dictatorship of Law in Russia: Neither Dictatorship, Nor Rule of Law”,
PONARS Policy Memo 146, European University at St. Petersburg, Oktober 2000.
<http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm_0146.pdf>

' Subjek federasi: negara-negara konstituen Federasi Rusia. cy6vexmur Poccuiickoii ®edepayui:
exoosuue 6 cocmag Poccuiickou @edepayuu pecnydonruxu (20cyoapcmea), HAYUOHATbHO-
meppumopuaibHble (A8MOHOMHbIE) 20CY0apPCMEEeHHble 00PA306AHUs. - ABMOHOMHASL 001ACHb,
ABMOHOMHBIU OKPY2, MeppumopuaiIbHble 00pazo8anus - Kpas, ooaacmu, 2opooa GedeparbHoco
sHauenus. P@ kax gedepayus cocmoum uz 21 pecnyonuxu. 6 kpaes, 49 obnacmeii, 2 2opo0os
Gedepanvroeco snauenus, 1 agmonomnot odoracmu. 10 a8moHOMHBIX OKPY206 - PABGHONPABHBIX
cyowvexmos Poccuiickoti @edepayuu . <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/2176/ >. Diakses
pada tanggal 5 Juni 2010 pukul 05.26
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dari prinsip-prinsip federalisme, meskipun federasi telah digunakan sebagai
bangunan negara di Rusia. Namun seluruh kebijakan Putin pada umumnya dan
khususnya kebijakan diktator hukum dalam memilih kepala eksekutif subjek
federasi mungkin dapat dipandang sebagai suatu variabel dalam praktik
kenegaraan sebuah negara federasi yang berlaku di Rusia pada era Putin.

Melalui pemaparan di atas, nampak adanya gejala sentralisasi federalisme
dalam penunjukan kepala eksekutif subjek federasi pada era kepemimpinan
Vladimir Putin tahun 2000-2008. Penulis tertarik untuk menganalisa kebijakan
diktator hukum Vladimir Putin yang memiliki kaitannya dalam pemilihan kepala
eksekutif setiap subjek federasi, sebab kajian tentang federalisme yang ditinjau
dari kebijakan diktator hukum Vladimir Putin dalam kaitannya dengan
penunjukan kepala eksekutif setiap subjek federasi periode Putin selama ini belum
dibahas secara mendalam. Penulis berharap skripsi ini dapat melengkapi karya-

karya yang telah ada sebelumnya.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam skripsi ini penulis ingin mengajukan permasalahan tentang apa dan
bagaimana konsep federalisme dan sistem federasi di Rusia pada pemerintahan
Vladimir Vladimirovich Putin jika dilihat dari kebijakan diktator hukumnya

dalam menunjuk kepala eksekutif subjek federasi.

1.3  Batasan Masalah

Dalam penulisan ini penulis membatasi masalah hanya pada konsep
federalisme dan sistem federasi yang seperti apa Rusia di era Vladimir Putin jika
dilihat dari perspektif kebijakan diktator hukum dalam menunjuk kepala eksekutif

subjek federasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan
dengan pokok permasalahan mengenai konsep federalisme di Rusia ditinjau dari
kebijakan diktator hukum Vladimir Putin dalam menunjuk kepala eksekutif
subjek federasi dengan proses analisa atas berbagai sumber yang berhasil

dikumpulkan.
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1.5  Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian menggunakan
metode penelitian deskriptif-analitis. Secara umum deskriptif-analitis disini dapat
diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan keadaan dari data yang
dikumpukan melalui sumber-sumber untuk selanjutnya seobjektif mungkin
dilakukan interpretasi dengan melakukan perbandingan dan pelengkapan dari
berbagai sumber yang didapat.

Dalam mengubah data dan informasi yang diperoleh dari sumber menjadi
sejarah sebagai kisah maka dibutuhkan suatu perangkat atau prinsip-prinsip dasar
yang sistematis yang disebut dengan metode sejarah. Menurut Luis Gottschalk,
metode sejarah adalah sebuah proses menguji dan menganalisa secara kritis
rekaman dan peninggalan masa lampau manusia. Rekonstruksi yang imajinatif
dari masa lampau itu berdasarkan data yang diperoleh (melalui kritik sumber)
dengan menenmpuh cara itu, disebut historiografi.'”> Menurut Erns Bernheim
dalam bukunya yang berjudul Lehrbuch der Historischen Methode und der
Geschichtsphilosophie, 1889 dijelaskan dengan lebih sederhana tentang empat
tahapan dalam penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan
historiografi.'’

Tahap heuristik adalah menemukan dan menghimpun bukti-bukti sejarah.
Tahapan kritik meliputi pengujian, dan penilaian melalui perbandingan sumber
yang banyak terdapat kesamaan maupun ketidaksamaan antara sumber yang satu
dengan sumber yang lain, yang dilanjutkan dengan tahap auffasung atau
interpretasi yang menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah terkumpul, lalu
diklarifikasikan satu sama lain dan dilihat apakah ada keterikatan antara fakta-
fakta tersebut. Tahap terakhir adalah tahap darstellung atau historiografi yang
merupakan proses menuliskan dan menyajikan fakta-fakta yang telah

dikumpulkan dan telah diinterpretasikan menjadi kisah sejarah yang disusun

"2 Luis Gottschalk, Mengerti Sejarah. Terj. Nugroho Notosusanto, UI-Press, Jakata, 1975, hlm 32.
13 15
1bid.
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secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan secara

moril.
1.6 Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan buku berjudul Federalism and Dictatorship of
Power untuk memahami konsep federalisme di rusia menurut pemikiran
penulisnya yaitu Mikhail Stoliarov. Buku ini juga membantu penulis untuk
memahami adanya tradisi kekuasaan di Rusia sejak periode Tsar sampai periode
Uni Soviet. Sehingga adanya kediktatoran hukum yang muncul pada periode
Putin diasumsikan oleh Stoliarov sebagai suatu warisan tradisi kekuasaan dalam
lain cara. Namun Stoliarov menyimpulkan bahwa arah dari konsep federalisme
Rusia adalah federalisme demokratik yang berarti perlunya prosedur yang
demokratis untuk menyeimbangkan otoritas pusat dan daerah dalam hal ekonomi
dan politik. Kediktatoran hukum digunakan untuk membangun stabilitas nasional,
menciptakan kondisi standar kehidupan yang layak bagi masyarakatnya dan
memperkuat aparat negara hingga birokrasinya. Penulis hanya menggunakan data-
data dari buku tersebut untuk mendeskripsikan adanya tradisi kekuasaan hingga
contoh-contoh praktek kediktatoran hukum yang mengarah kepada sentralisasi
dalam pemerintahan Putin. Namun penulis menyimpulkan konsep federalisme
yang berbeda dari pendapat Stoliarov dalam bukunya tersebut. Penulis lebih
memfokuskan pada praktek-praktek sentralistik pada periode Putin yang
membentuk konsep federalismenya yang sentralistik guna mencapai Rusia yang

kuat dan memiliki integrasi nasional yang kokoh dari masyarakatnya.

Penulis juga menggunakan buku berjudul Federalism and Local Politics in
Russia yang terdiri dari banyak penulis namun diedit oleh Cameron Ross dan
Adrian Campbell. Penulis menggunakan data-data yang dituliskan oleh Darell
Slider di dalam buku tersebut untuk mendeskripsikan kejadian aktual yang terjadi
di daerah-daerah subjek federasi Rusia mengenai praktek penunjukan eksekutif
daerah pada masa Putin. Data-data tersebut mendukung hipotesa penulis

mengenai kecenderungan adanya sentralisasi pada masa Putin.
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1.7  Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengajukan sistematika penulisan
sebagai berikut:

Bab I yang merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
penulisan, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan penulisan, metode
penelitian, sistematika penulisan

Bab II merupakan bab dimana penulis akan memaparkan bagaimana
sistem federasi di rusia dengan menjelaskan hubungan pusat dan subjek federasi
beserta pembagian kekuasaan berdasarkan konstitusi Federasi Rusia dan
praktiknya. Namun didahului dengan konsep federasi secara umum.

Bab III merupakan bab analisis tentang bagaimana konsep federalisme
dan sistem federasi di Rusia pasca bubarnya Uni Soviet, yaitu di awal
pemerintahan Boris Yeltsin, dilanjutkan dengan kebijakan diktator hukum
Vladimir Putin dalam penunjukkan kepala eksekutif subjek federasi yang
memiliki korelasi dengan konsep federalisme di Rusia.

Bab terakhir adalah bab IV yang merupakan kesimpulan dari analisis

penulisan penulisan skripsi ini.
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BAB |1
TEORI FEDERAS

Bab ini akan menjelaskan pemahaman mengenai federasi sebagai salah
satu bentuk bangunan negara, konsep federalisme yang lahir di Amerika, dan
pengertian sistem federatif. Penulis membagi bab ini menjadi empat sub bab, yang
diawali dengan penjelasan mengenai sgarah kata federasi dan penggunaannya
sebagai salah satu cabang kekuasaan dalam tiga fungsi negara hingga lahirnya
federasi sebagai bentuk negara dalam sub bab pertama. Pada sub bab kedua,
penulis menjelaskan mengenai federasi sebagai salah satu bentuk bangunan
negara beserta ciri-ciri federasi berdasarkan konvensi Philadelphia 1787, disertai
dengan penjelasan mengenal kedua bentuk negara lainnya selain federasi. Pada
sub bab ketiga akan dijelaskan mengena hubungan ketiga bentuk negara tersebut
dinilai dari kuat lemahnya integrasi masyarakat dalam sebuah negara. Pada sub
bab keempat sebagai sub bab terakhir, penulis menjelaskan mengenai konsep
federalisme yang lahir pertama kali di Amerika dan pemahaman mengenai sistem
federatif yang dapat digunakan oleh negara-negara yang tidak ingin berkomitmen
dengan konsep federalisme Amerika.

21  Sgarah Federas
Kata federasi pertama kali digunakan pada tahun 1721 dari kata
foederationem, yang dibentuk dari kata foedus “ perjanjian formal antara dua orang
atau lebih.”** Perjanjian tersebut dalam rangka tidak saling menyerang, namun
hanya untuk bekerja sama sgja. Kata federasi juga muncul dari seorang filsuf
berkebangsaan Inggris bernama John Locke. Dalam bukunya yang berjudul Two
Treaties on Civil Government (1690), John Locke membahas mengenal teori
pemisahan kekuasaan dalam tiga fungsi negara. John Locke berpendapat bahwa
kekuasaan negara harus dibagi dalam tigafungs di bawah ini:
1. Kekuasaan Legidatif, kekuasaan yang berwenang membuat undang-

undang
¥ Douglas Harper, Online Etymology Dictionary. 2001-2010
<http://www.etymonline.com/index.php?=f&p=5> diunduh pada 6 april 2010, pada pukul
11:34.

9
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2 Kekuasaan Eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang dan
berwenang mengadili pelanggaran undang-undang, dalam hal ini fungsi
mengadili termasuk dalam pelaksanaan undang-undang.

3 Kekuasaan Federatif, kekuasaan yang berfungsi melakukan hubungan luar
negeri dan mengadakan kerjasama luar negeri. Termasuk fungs: menjaga
pertahanan keamanan negara dalam kaitannya dengan negara lain (dikutip
dari Miriam Budiardjo, 1992)

Dalam teori Locke, jelas bahwa kekuasaan federatif adalah salah satu
fungs negara dalam bidang hubungan luar negeri yaitu mengadakan kerjasama
dengan luar negeri, termasuk menjaga pertahanan keamanan negara yang
berkaitan dengan hubungan dengan negara lain (diplomasi).” Istilah federasi yang
dikategorikan Locke sebagai salah satu jenis kekuasaan negara dalam fungsinya
untuk melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri berkembang menjadi
sebuah konsep yang disebut federalisme, yang disetarakan dengan konsep-konsep
besar “isme” lainnya dalam kajian teori politik modern.'® Federalisme ditemukan
oleh para pendiri negara Amerika Serikat dalam perumusan konstitusinya pada
konvensi Philadelphia tahun 1787 (United Sates Information Agency, 1949).
Awal berdirinya negara Amerika Serikat adalah penggabungan 13 koloni yang
memproklamirkan diri menjadi suatu bentuk gabungan negara yang memiliki
istilah konfederasi.'” Seiring dengan perjalanan waktu, dirasakan bahwa
konfederas memiliki posisi yang lemah terhadap 13 negara yang tergabung di
dalamnya. Dalam hal ini pemerintah nasional (konfederasi) menemukan banyak
kendala dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah nasional tidak memiliki
kendali atas negara-negara bagian. Setigp negara bagian membuat aturan
hukumnya sendiri-sendiri. Beberapa negara bagian dapat melakukan perdagangan

> Diplomasi dalam hubungan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu
negara dalam hubungannya dengan negara lain. KM Panikkar. (1956). The Principle and
Practice of Diplomacy. Asia Publishing House, him 16.

Douglas. V. Verney, Federalism, Federative Systems, and Federations: The United Sates,
Canada, and India. Publius, Val. 25, No. 2 (Spring, 1995), him. 81-97, Oxford University Press
<http://www.jstor.org/stable/3330829>, diunduh pada 20 Januari 2010, pada pukul 23:56

7 K onfederasi/perserikatan Negara: Gabungan beberapa Negara yang merdeka dan berdaulat
penuh atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat
perlengkapan sendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konfederasi, namun
tidak terhadap warga negara dari negara-negara itu. Prof. Miriam Budiardjo. (1992). Dasar-
Dasar IImu Politik, cet 14. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, him 139

Federalisme di..., Edward Constantine, FIB Ul, 2010 Universitas Indonesia



11

luar negeri sendiri tanpa melalui pemerintah nasional dan memiliki angkatan
bersenjata masing-masing. Bahkan beberapa negara bagian memiliki mata
uangnya sendiri. Keadaan yang juga diperburuk oleh kesulitan ekonomi, membuat
setigp negara bagian menginginkan perubahan. Sehingga dilaksanakanlah
konvens Philadelphia tahun 1787 yang mengkaji ulang pasal-pasal konfederasi.
Akhirnya konvens tersebut menghasilkan Amerika baru sebagai negara yang

berbentuk federasi.

2.2  Federas sebagai salah satu bentuk bangunan negara

Seperti yang telah dijelaskan pada bab |, bahwa setiap negara perlu untuk
memiliki kehendak yang dijadikan pedoman untuk menentukan arah tercapainya
tujuan bernegara. Kehendak negara inilah yang perlu dirumuskan dalam sebuah
norma dasar atau disebut juga dengan konstitusi’® negara. Salah satu hal yang
dirumuskan dalam konstitusi adalah struktur organisasi negara beserta fungsi dan
mekanisme hubungan antar organisasi negara itu. Oleh karena itu konstitus
menjadi bagian yang paling penting untuk dirumuskan sebelum adanya
pemerintahan (Jimly Asshiddigie: 2009, 16). Sementara itu, struktur organisasi
negara yang dilihat dari perspektif vertikal akan menentukan bentuk bangunan
sebuah negara, sementara jika dilihat dari perspektif horizontal maka akan
menentukan sistem pemerintahan negara tersebut (Abubakar Busro & Abu Daud
Busro: 1985, 145). Dalam sub bab ini akan dipaparkan jenis-jenis struktur
organisasi negara dilihat dari perspekiif vertikal yang akan menentukan bentuk

negara tersebut.

2.2.1 Kesatuan (Unitary)
Bentuk negara kesatuan adalah suatu bentuk negara dimana wewenang dan
kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengatur

8 Konstitusi: Seperangkat peraturan tertulis mengenai tata cara bernegara dan apa yang
dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Hal yang diatur dalam konstitusi ialah
struktur organisasi negara beserta komposis dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat pemerintahan daerah, serta mekanisme hubungan antar negara atau organ negara tersebut
dengan warga negaranya. Prof. DR. Jimly Asshiddigie, S.H. (2009). Pengantar IImu Hukum
Tata Negara, cet 1. Jakarta: PT. RajaGrasindo. him 96.

Federalisme di..., Edward Constantine, FIB Ul, 2010 Universitas Indonesia



12

segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kedaulatan™ dalam negara
kesatuan tidak terbagi-bagi. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang tidak
dibatasi, bahkan kebijakan pemerintah pusat memiliki hak untuk langsung
mengatur warga negaranya. Dari perspektif vertikal sebuah struktur organisasi
negara, pemerintah pusat memiliki tingkat pmerintahan bawahan, yaitu
pemerintah regional atau daerah yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya,
pemerintah pusat mempunyai hak untuk mendistribusikan kekuasaannya kepada
pemerintah daerah dengan berasaskan desentralisasi dan dekonsentrasi®.
Sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya

sendiri, tanpa menyimpang dari kebijakan pemerintah pusat.

2.2.2 Konfederas (Confederation)

Bentuk ini adalah bentuk perserikatan negara-negara yang berdaulat penuh
dalam mengatur urusan dalam negerinya dan hubungan luar negerinya sendiri.
Namun bentuk ini lahir sebagai penggabungan beberapa negara dalam sebuah
perjanjian internasional yang bertujuan untuk melakukan kerjasama, atau
mengadakan bentuk pertahanan bersama dengan maksud memajukan kepentingan
bersama antar negara yang bergabung. Penggabungan ini menghasilkan alat
perlengkapan bersama yang mengatur politik luar negeri dan segala kepentingan
anggota konfederasi tanpa menghilangkan kedaul atan masing-masing negara yang
bergabung. Kebijakan konfederasi hanya mengikat negara-negara anggotanya, dan
tidak mengikat warga negara dari setiap negara anggota (dikutip dari Miriam
Budiardjo, 1992, 139-140).

Amerika Serikat di awal kemerdekaannya berbentuk konfederasi, yang
dapat dilihat dalam Articles of the Confederation Perpetual Union** “Pasal-pasal
Konfederas dan Perserikatan Abadi” tahun 1776. Kebijakan dan seluruh

19 K edaulatan: wewenang atau kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibatasi olen hukum. Tim
Pengajar Mata Kuliah [Imu Negara. (2009). IImu Negara, ed rev. Depok: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. him 85.

% Desentralisasi: Pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan mengurusi rumah tangganya sendiri. Dekonsentrasi:
Penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah pusat yang
ada di daerah. Drs. Musanef. (1993). Sstem Pemerintahan di Indonesia, cet 4. Jakarta: CV. Hagji
Masagung. him 19

2 Anggaran konfederasi yang berlaku sebagai konstitusi pertama Amerika Serikat sebelum
menjadi negara federal. <http://www.ushistory.org/documents/confederation.htm>, diunduh
padatanggal 25 april 2010 pukul 13.00
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peraturan pemerintah konfederas hanya mengikat negara-negara bagian sgja
namun tidak dapat mengikat warga negaranya. Namun ternyata pada praktiknya,
pasal-pasal dalam Articles of the Confederation and Perpetual Union tidak
sepenuhnya memiliki kewenangan mengatur negara-negara bagian apalagi warga
negaranya. Misalnya bahwa pemerintah konfederasi kurang memiliki wewenang
dalam hubungan luar negeri, karena sgumlah negara bagian dapat melakukan
hubungan luar negeri sendiri terhadap negara-negara asing. Bahkan beberapa
negara bagian memiliki tentaranya masing-masing (United States Information
Agency, 1949, 94-95). Hal ini. menunjukkan betapa lemahnya gabungan negara
tanpa kedaulatan. Gabungan negara (konfederasi) dalam praktiknya hanyalah
sebagai subordinat atau pemerintah bawahan, dimana pemerintah negara-negara
bagian memegang kekuasaan terbesar. Sedangkan  William  Riker,
mengklasifikasikan konfederas sebagal salah satu jenis dari sistem yang bersifat
federas (sistem federatif), namun dalam satu cara yang berbeda dari federasi.
Menurut Riker, sistem federatif adalah suatu cara yang digunakan untuk
membedakan antara semua pemerintahan yang ada di dunia yang bersifat
“federasi” dengan yang kesatuan.?

2.2.3 Federas (Federation)

Bentuk negara ini adalah bentuk gabungan negara-negara yang berdaulat
penuh, melalui perjanjian untuk bersatu menjadi sebuah negara gabungan yang
memiliki kedaulatan keluar, namun kedaulatan ke dalam dibatas (dikutip dari
Miriam Budiardjo, 2005). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa
bentuk federasi lahir setelah bentuk konfederas di Amerika tidak mampu
menjalankan pemerintahan, dikarenakan pemerintah pusat tidak memiliki
kewenangan untuk mengatur negara-negara bagian dan warga negara setiap
negara bagian tersebut. Melalui konvens Philadelphia 1787, dibahas mengenai
kebutuhan yang terpenting dari Amerika menghadapi kegagalan bentuk
konfederasi adalah menyelaraskan dua kekuasaan yang berbeda. Pertama adalah
kekuasaan pemerintah negara bagian dan yang kedua adalah kekuasaan
pemerintah pusat. Konvensi Philadelphia menghasilkan konstitusi baru bagi

2 \/erney, Op.Cit, him 85.
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federasi Amerika yang disebut “Constitution of United States”? Dalam
konstitusi ini diatur segda wewenang pemerintah pusat (federal)® untuk
mengambil kebijakan dalam hal-hal yang bersifat nasional, seperti hubungan luar
negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan ekonomi dan lain-lain, serta
pembatasan pemerintah federal yang hanya memiliki wewenang yang bersifat
nasional (United Sates Information Agency: 1949, 98-100). Namun perbedaannya
dengan konfederasi adalah segala kebijakan pemerintah pusat dapat langsung
mengikat warga negara dari masing-masing negara bagian. Kemudian
mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah konstituen (negara bagian) untuk
mengatur segala kebutuhan dalam negerinya, seperti masalah pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain (dikutip dari Budiardjo: 2005, 141).

Pada dasarnya bentuk federas yang ditinjau dari bangunan negaranya,
adalah masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (negara
gabungan) dan pemerintah konstituen (negara-negara bagian). Pembagian
kekuasaan harus dirumuskan secara jelas dalam konstitusi. Menurut J.F. Strong
(dalam Budiarjo: 2005, 147), pembagian kekuasaan dapat dilakukan dalam dua
cara yang menentukan murni atau tidaknya suatu federasi. Pertama, jika konstitusi
merumuskan segala wewenang pemerintah federal (pusat) hanya pada hal-hal
tertentu yang bersifat nasional dan membatasinya, kemudian reserve of power
atau wewenang sisa tersebut adalah wewenang dari negara-negara konstituen.
M aka negara tersebut dapat adalah negara federasi yang murni atau sempurna sifat
federalnya. Kedua, jika konstitusi merumuskan segala wewenang pemerintah
konstituen untuk mengatur hal-hal dalam negaranya masing-masing dan
membatasi wewenang tersebut untuk hal-hal tertentu sgja, kemudian reserve of
power atau wewenang selebihnya adalah wewenang dari pemerintah pusat. Maka
negara tersebut adalah negara federasi yang kurang murni sifat federalnya karena

negara semacam ini masih memiliki sifat yang terpusat. Wewenang negara

% Congtitution of United Sates: Konstituss Amerika yang merupakan hasil dari perumusan
konvensi Philadelphia yang menjadikan Amerika sebagai negara yang berbentuk federasi.
http://www.ushistory.org/documents/constitution.htm diakses pada tanggal 20 Januari 2010 pada
pukul 17.30

 Federal: Suatu kata yang berasal dari kata federasi yang diartikan untuk mendeskripsikan sifat
federasi yang sebenarnya seperti federasi di Amerika. Verney, Op.Cit, him 85.
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konstituen terbatas dan memperkuat wewenang negara federal (pemerintah pusat).
Negara semacam ini disebut “ Quasi-federation” .

Sangatlah jelas jika dalam bentuk federasi, pemerintah pusat tidak berada
di bawah pemerintah konstituen seperti halnya dalam konfederasi. Dalam bentuk
federasi, pemerintah pusat dan pemerintah konstituen berada pada posis yang
sebanding.?® Berikut ini adalah ciri-ciri negara berbentuk federasi berdasarkan
konvensi Philadelphiatahun 1787, yaitu:

1. Bentuk negara federasi adalah adanya dua perintah (pemerintahan) yang
setingkat dalam satu negara. Kedudukan pemerintah federal dan
pemerintah negara konstituennya harus sejgjar.

2. Kebijakan pemerintah nasional dapat langsung mengikat individu di tiap-
tiap negara konstituennya.

3. Sebuah konstitusi tertulis yang dapat diamandemen dengan persetujuan
seluruh negara konstituen dan kesepakatan dengan pemerintah pusat.

4. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah pusat dan pembagian
wewenang pemerintah pusat dan negara konstituen yang dirumuskan
dalam konstitusi.

5. Perlu ada sebuah |lembaga peradilan atau semacamnya yang berfungs
menyelesaikan jika ada sengketa antara pemerintah pusat dan negara

konstituen atau konflik antar negara konstituen.

2.3  Hubungan Bentuk Negara K esatuan, Konfederas dan Federasi
Melihat penjelasan di atas, struktur organisasi negara yang dilihat dari
perspektif vertikal menunjukan adanya tiga bentuk bangunan negara, yaitu
kesatuan (unitary), konfederasi (confederation), dan federasi (federation) yang
memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Namun ketiga bentuk tersebut jika

dipandang dari sudut ilmu politik memiliki kaitan yang erat dalam proses integrasi

® Kanada adalah contoh negara berbentuk kuasi-federasi dimana pemerintah dari provinsi-
provinsi di Kanada adalah bawahan (subordinate) dari pemerintah nasionalnya. Bahkan mereka
disebut sebagai “pemerintah daerah”. Hal ini yang disebut oleh K.C. Wheare sebagai “quasi-
federation” . Kuasi-federasi dapat diartikan sebagai federasi yang bukan federal. Verney, Op.Cit,
him 87-88.

*|bid. him 83.

" 1bid. him 84.
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nasional® sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin kuat dan
maksimal integrasi masyarakat untuk bersatu, maka hasilnya adalah negara
kesatuan. Faktor-faktor yang membuat semakin kuatnya integrasi masyarakat bisa
didasarkan atas persamaan nasib, pandangan hidup, suku, ras, agama, dan budaya.
Sebaliknya, semakin lemah dan minimal integrasi masyarakat untuk bersatu, maka
hasiinya adalah bentuk konfederasi. Faktor-faktor yang membuat lemahnya
integrasi masyarakat dalam suatu wilayah bisa didasarkan pada perbedaan prinsip,
pandangan hidup, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
federasi adalah bentuk pertengahan dari kesatuan dan konfederasi.

Ada beberapa pandangan yang menggambarkan hubungan bentuk negara
kesatuan, konfederasi, dan kesatuan sebagai proses perkembangan kenegaraan.
Salah satunya adalah (E. Utrecht dalam Budiardjo, 2005, 144) yang berpendapat
bahwa permulaan perkembangan kenegaraan berawal dari bentuk negara
kesatuan, karena untuk mengatur sebuah negara yang baru diperlukan
sentralisasi”® kekuasaan untuk mengatasi semua ancaman yang bertujuan
memecah belah kesatuan negara tersebut. Setelah pemerintahan berjalan stabil,
tanpa ancaman perpecahan, maka negara tersebut dapat memberikan desentralisasi
kepada wilayah-wilayah yang terkait dalam membentuk negara tersebut. Mungkin
jika desentralisasi dapat berjalan lebih baik, dapat dilakukan desentralisasi seperti
desentralisasi dalam negara federasi. Namun (Edward. M. Sait dalam Budiarjo:
1992, 144), berpendapat bahwa perkembangan kenegaraan berawal dari negara
kesatuan dan berakhir dengan kecenderungan menjadi negara kesatuan. sebagai
contoh, sebuah negara kesatuan mengadakan perserikatan dengan beberapa negara
kesatuan lainnya, yang bisa diasumsikan bertujuan untuk mengadakan kerjasama
dalam bidang pertahanan bersama, atau suatu perserikatan dalam bidang ekonomi,
sosial politik, dan budaya tanpa membentuk suatu badan bersama. Dalam

perkembangannya, jika kerjasama tersebut memuaskan, maka perserikatan

% Integrasi Nasional: konsep pemersatuan bangsa ataupun persatuan dan kesatuan bangsa. Haris
Munandar, Miriam Budiardjo. 1994. Pembangunan Politik, Stuasi Global, dan Hak asas di
Indonesia: kumpulan esai guna menghormati Prof. Miriam Budiardjo. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.

# Sentralisasi: suatu konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi
negara, dimana keputusan aokasi dan keputusan pelaksanaan pada puncak hierarki secara
terpusat. Hanif Nurcholis. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan & Otda (rev). Grasindo. him
3.
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tersebut dapat berkembang lebih erat dengan dibentuknya badan bersama yang
mengatur kepentingan negara-negara anggota tanpa adanya suatu ikatan negara
dan tanpa menghilangkan kedaulatan dalam negara-negara anggota. Maka
perserikatan ini dapat dikatakan sebagal bentuk konfederasi. Jika ternyata
kerjasama dalam konfederas sangat memuaskan, dan dirasakan tidak kuatnya
ikatan dalam penggabungan negara tersebut, maka perjanjian kerjasama bisa
semakin dipererat dengan bentuk federasi. Sehingga beberapa negara tersebut
menjadi satu negara federal, namun kedaulatan negara-negara yang tergabung
tersebut tetap berlaku ke dalam pemerintahan mereka masing-masing. Negara
federal hanya mengatur hal-hal yang bersifat nasiona ataupun yang berhubungan
dengan hubungan luar negeri. Jika integrasi dari masyarakat setiap negara
semakin tinggi, maka negara federal tersebut dapat dirubah menjadi negara
kesatuan (dikutip dari Miriam Budiardjo, 1992).

Hubungan antara bentuk kesatuan, konfederasi, dan federasi yang terjadi
sebagai proses perkembangan kenegaraan seperti yang diuraikan di atas tidak
selalu terjadi pada praktik kenegaraan, karena hal tersebut hanyalah
kecenderungan dalam proses perkembangan kenegaraan. Situasi dan kondisi dari
suatu wilayah yang menentukan terjadinya proses perkembangan kenegaraan yang
menghubungkan ketiga bentuk tersebut.

24  Federalisme

Bentuk federasi sebagai bangunan negara, lahir saat perumusan konstitusi
Amerika pada konvensi Philadelphia tahun 1787, yang disebabkan ketidakstabilan
pemerintahan yang berbentuk konfederasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas
bahwa istilah federasi digunakan untuk memperlihatkan salah satu struktur
organisas negara dari perspektif vertikal. Dapat diasumsikan bahwa federasi
adalah salah satu format dari sebuah organisasi sosia, termasuk organisasi negara
(dikutip dari Preston. T. King, 1982, 69).

Sedangkan istilah federalisme, yang juga lahir dari perumusan konstitusi
Amerika, dapat diartikan sebagal sebuah konsep yang “federasi.” Oleh karena itu,
konsep ini pun didasari pada nilai-nilai normatif manusia dan hubungan sosial.
Hubungannya dengan perumusan konstituss Amerika, adalah bahwa nilai-nilai

normatif dan hubungan sosial yang terjadi saat pembentukan negara Amerika
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didasari pada paham liberal yang lebih menekankan pada kebebasan individu.
Maka secara prinsip, kebebasan dalam bernegara adalah hal yang paling mendasar
bagi rakyat Amerika. Namun prinsip kebebasan ini mengalami kontradiksi karena
negara-negara yang membentuk Amerika merasa perlu adanya ikatan kesatuan
untuk mengatur seluruh kepentingan yang bersifat kebersamaan karena ikatan
dalam konfederasi terbukti tidak efektif dalam mengatur seluruh kepentingan
negara-negara anggotanya. Munculah ide federalisme sebagai solus atas
kontradiks antara prinsip kebebasan dan perlunya ikatan negara yang lebih kuat.
Amerika memilih untuk bersatu dalam ikatan federasi, karena setiap negara
anggota (konstituen) tidak kehilangan kedaulatannya untuk mengatur urusan
dalam negerinya masing-masing. Tapi kedaulatan keluar dipegang oleh
pemerintah pusat yang mengatur seluruh kepentingan yang bersifat nasional,
seperti pertahanan dan keamanan, hubungan diplomatik dengan luar negeri,
kebijakan tarif pajak, mencetak uang, sehingga ikatan kesatuan menjadi lebih kuat
dibandingkan dengan sistem konfederasi. Namun dalam kaitannya dengan prinsip
kebebasan individu, kekuasaan pemerintah pusat juga sangat dibatasi dengan
adanya pemisahan kekuasaan.

Hal-hal tersebut yang mendasari konstitusi mereka. Konstitusi Amerika
lahir sebagai suatu perjanjian untuk ikatan federasi. Sehingga ide federalisme
yang datang berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan individu dirumuskan dalam
konstitusi Amerika sebagal tujuan bernegara. Maka dalam hal ini jelas bahwa
federalisme yang lahir dalam perumusan konstitusi Amerika, memiliki hubungan
yang erat dengan prinsip kebebasan individu.® Hal inilah yang akan membedakan
sistem federasi di setigpa negara. J.F. Strong mengatakan bahwa tidak ada bentuk
federas di dunia ini yang sama persis (dikutip dari Tim Penggar Mata Kuliah
[lmu Negara FHUI: 2009, 157). Tentu saja karena tidak semua negara di duniaini
yang meggunakan bentuk federass mendasarkan konstituss mereka pada
federalisme yang menjadi tujuan bernegara, seperti di Amerika. Selain itu
federalisme yang dilahirkan di Amerikaidentik dengan prinsip-prinsip kebebasan

individu. Tidak semua negara yang berbentuk federass mau berkomitmen

% Verney, Op.cit, hal 81
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menggunakan prinsip liberalisme® Amerika dengan penekanan pada kebebasan
individual. Oleh karena itu menurut K.C. Wheare bahwa beberapa negara juga
menggunakan federasi hanya sebagai sebuah cara untuk menangani wilayah yang
luas dan pertimbangan faktor-faktor lainnya. Sementara William Riker melihat
adanya sebuah sistem federatif ** bagi negara-negara yang hanya menggunakan
federas sebagai cara untuk menjalankan pemerintahan. Riker memasukkan
konfederasi, federasi dan kuasi-federasi sebagai bentuk-bentuk dalam sistem
federatif yang digunakan untuk membedakan antara sistem yang kesatuan dengan
yang federatif. Sehingga konfederasi dan kuasi-federasi dapat dianggap sebagai
sistem yang “federatif” dengan lain cara® Mengenai federalisme, setiap negara
yang menggunakan federasi perlu untuk mengembangkan konsep federalismenya
sendiri dalam hukum konstitusi dan praktik federasinya jika negara-negara
tersebut tidak menggunakan konsep federalisme Amerika yang berdasarkan pada
kebebasan individual .**

Sebagal contoh yang dapat kita lihat adalah Kanada dan India yang juga
menggunakan sistem federasi. Kanada dan India hanya menggunakan federas
sebagai bentuk negaranya. Federasi hanya suatu cara dan federalisme bukan
sebagai tujuan. Hal ini dapat disebabkan ukuran wilayah yang luas dan jumlah
penduduk yang beragam, karena masih sangat sulit menerapkan sistem
pemerintahan parlementer Inggris dengan konsep federalisme Amerika. Kedua
negara tersebut dikategorikan sebagai kuasi-federasi, karena seperti halnya
Kanada, pemerintah provins Kanada adalah bawahan pemerintah nasional dan
kedudukan antara pemerintah nasional dan pemerintah provins tidak sejgjar.
Perdana menteri Kanada menyebut pemerintah provins sebaga "pemerintah
daerah”, begitu pun halnya dengan di India Maka kuasi-federasi tidak dapat

% Liberalisme: suatu paham yang berpendapat atau mempunyai hipotesis (serta cita-cita), bahwa
manusia dilahirkan di dunia ini disertai segala macam hak-hak dan kebebasan.Negara beserta
lembaga-lembaga negaradibentuk agar setiap orang dapat menjalankan hak-hak dan kebebasan —
kebebasan tersebut sebaik-baiknya tanpa gangguan pihak luar dan merugikan orang lain. Paham
liberalisme mengagungkan kebebasan sebagai milik dan kenikmatan yang setinggi-tingginya,
maka dari itu orang harus menghargainya. Soetrisno P. H. Kapita Selekta Ekonomi Indonesia.
(1992). Indonesia: Penerbit Andi. him 188.

% Sistem federatif: Istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan sistem pada kenyataan
sebenarnya yang federatif. Verney, Op.cit, him 84-85

% 1bid. him 84

* Ibid hal 88-89
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dikatakan sebaga federas penuh, karena dalam kuasi-federasi kekuasaan

pemerintahan nasional masih sangat kuat.*®

* bid. hal 94-96
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BAB I11
ANALISIS

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai federasi dan konsep
federalisme yang lahir di Amerika. Namun setiap negara perlu memiliki kosep
federalismenya masing-masing jika tidak ingin berkomitmen dengan konsep
federalisme Amerika yang berdasar pada kebebasan individu. Selanjutnya pada
bab ini, penulis akan membuktikan lebih lanjut mengenai konsep federalisme di
Rusia yang bersifat sentralistik. Penulis akan mengaitkan data yang dimiliki
dengan teori federasi untuk membuktikan bentuk federasi dan konsep federalisme
Rusia pada masa kepemimpinan Vladimir Vladimirovich Puitn yang didahului
dengan mendeskripsikan konsep federalisme masa Boris Yeltsin.

Penulis membagi bab ini menjadi tiga sub bab yang diawali dengan
pembuktian bentuk negara Rusia sebagai negara federasi berdasarkan ciri-ciri
negara federal dengan melihat pada konstitusi Federasi Rusia 1993 disertai
penjelasan mengenai pengertian subjek federasi sebagai sebutan bagi negara-
negara konstiuen Federasi Rusia. Pada sub bab kedua, penulis menganalisis
konsep federalisme di Rusia pada masa kepemimpinan Boris Yeltsin dilihat dari
kekuasaan hubungan garis vertikal presiden dengan kepala eksekutif subjek
federasi dalam praktek kenegaraannya. Sub bab berikutnya akan dilanjutkan
dengan penjelasan mengenai konsep federalisme pada masa kepemimpinan
Vladimir Putin (2000-2008) yang dilihat dari kediktatoran hukum Putin serta
korelasinya dengan adanya praktek penunjukan kepala eksekutif subjek federasi.
hubungan garis vertikal pemerintah federal dengan kepala subjek federasi yang
diakhiri dengan menyimpulkan konsep federalisme pada masa kepemimpinan

Putin.

3.1  Federasi di Rusia berdasarkan konstitusi 1993

Seperti telah disebutkan dalam bab 1 bahwa Rusia pasca bubarnya Uni
Soviet telah memilih bentuk federasi sebagai bentuk negaranya. Hal ini dapat
dilihat dalam konstitusi Federasi Rusia tahun 1993 pada bagian pertama, bab satu,

pasal satu, yang berbunyi:
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“Poccuiickasas  ®Dedepayuss — Poccus ecmv Odemokpamuueckoe
GedepamusHoe npasogoe 20cyoapcmeo ¢ pecnyoIUKaHCcKol Gopmot
npasnenus.”’

/Rossijskaya Federaciya — Rossiya ést' demokraticheskoe federativnoe
pravovoe gosudartvo s respublikanskoy formoy pravleniya/

“Federasi Rusia — Rusia adalah negara hukum yang federasi dan

demokratis dengan bentuk pemerintahan republik.”*

Bentuk federasi yang dipilih oleh Rusia memiliki latar belakang historis
dimana sejak rezim Uni Soviet pun, Rusia sebagai negara konstituen Uni Soviet
juga merupakan negara yang berbentuk federasi. Maka munculnya sistem federasi
di Rusia adalah sebagai warisan dari bubarnya Uni Soviet. Masa transisi yang
terjadi di Rusia mendorong proses federalisasi di Rusia pasca bubarnya Uni
Soviet. Singkat katanya, disintegrasi Uni Soviet dan kebangkitan Rusia telah
menunjukkan bagaimana cara menentukan hasil federal dan jenis federasi Rusia
yang terjadi dari warisan Uni Soviet dan konteks transisi di Rusia itu (Cameron
Ross & Adrian Campbel 2009: 33). Salah satu warisan budaya yang turut
menentukan sistem federasi di rusia adalah keberagaman bangsa dan etnis dalam
negaranya yang terdiri dari sekitar 150 suku bangsa.’’ Pengakuan bahwa Federasi
Rusia terdiri dari keberagaman bangsa dan etnis dapat dilihat dari pembukaan
konstitusi Federasi Rusia 1993 yang menyatakan bahwa Federasi Rusia adalah
negara yang terdiri dari orang-orang multinasional:

“Mui, mHoconayuonaivuvlti - Hapoo  Poccuiickou — @edepayuu,
coeouHeHHble 00well cyob0oll Ha CcBoell 3eMue, Ymeepxicods npasa u
€80000bL  YeNo8eKd, 2cpadCOaHCKuU Mup U coeracue, COXpamss
UCTNOPUYECKU CONCUBUUEECS 20CYOAPCMBEHHOE eOUHCMEBO, UCX005 U3
00U eNnPUHAHHBIX ~ NPUHYUNOS PABHONPABUA U  CAMOONpeOeneHUs
Hapooos, ums NAMAMb NPeoKos, Nepedasuux Ham J10008b U
yeaxcenue k Omeuecmsy, 6epy 6 000po U CHPABEOIUBOCHIb,
803pP0HCOAsL CYBEPEHHYIO 20cyoapcmeenHocmy Poccuu u ymeepoicoas
He3b101eMOCMb ee 0eMOKPAMU4eCcKoll 0CHOBbl, CIMPEMACH 0Decnedums
bnazononyuue u npoysemanue Poccuu, ucxoos uz omeemcmeenHocmu
3a ceow Poouny nepeo muvimewHuM u OYOyWUMU NOKOJIEHUIMU,

CO3Haea:A 065}1 uacmosio - Mupoeoco 00061/0;6071’1661, npuHumaem
KOHCTUTYLHIO POCCUHUCKOH ®EJEPALIHH. "*

3% Konemumyyus Poccuiickoti @edepayuii, Loc.Cit

37 A. Fahrurodji. (2005). Rusia Baru Menuju Demokrasi, ed 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
hlm 193

¥ Konemumyyus Poccuiickoti @edepayuii, Op.Cit.
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/My, mnogonacionalny] narod Rossijskoj Federacii, soedinennye
obsej sud'boj na svoej zemle, utverzhdaya prava i svobody cheloveka,
grazhdanskij mir i soglasie, sokhranyaya istoricheski slozhivsheesya
gosudarstvennoe edinstvo, iskhodya iz obschepriznannykh principov
ravnopraviya i samoopredeleniya narodov, chtya pamyat' predkov,
peredavshikh nam lyubov' i uvazhenie k Otechestvu, veru v dobro i
spravedlivost', vozrozhdaya cuverennuyu gosudarstvennost' Rossii i
utverzhdaya nezyblemost' eyo demokraticheskoj osnovy, stremyas'
obespechit' blagopoluchie 1 procvetanie Rossii, iskhodya iz
otvetstvennosti za svoyu Rodinu pered nyneshnim i buduschimi
pokoleniyami, soznavaya sebya chast'yu mirovogo soobschestva,
prinimaem KONSTITUCIYU ROSSIJSKOJ FEDERASCII./

“Kami, orang-orang multinasional dari Federasi Rusia, dipersatukan
oleh nasib yang sama di tanah kami, melestarikan hak asasi manusia
dan kebebasan, perdamaian dan kesepakatan sipil, melestarikan
persatuan yang bersejarah dari negara, yang berasal dari prinsip-
prinsip umum yang dikenal dengan persamaan dan penentuan diri
orang-orang yang menghormati kenangan atas nenek moyang Kkita,
yang telah diturunkan kepada kita kasih dan penghargaan terhadap
tanah air kita dan iman yang baik serta keadilan, membangkitkan
kedaulatan negara Rusia dan menyatakan dasar-dasar demokrasi yang
tidak dapat berubah, berusaha untuk menjamin kesejahteraan dan
kemakmuran Rusia dan berasal dari rasa tanggung jawab atas tanah air
kita sebelum generasi masa kini dan masa depan, serta menyadari
bahwa diri kita sebagai bagian dari komunitas masyarakat dunia,
dengan ini menyetujui Konstitusi Federasi Rusia.”

Seperti yang dikatakan K. C. Wheare dalam bukunya yang berjudul
Federal Government, bahwa sistem federasi dapat digunakan oleh negara
manapun sebagai suatu cara untuk mengatur wilayahnya yang luas atau
pertimbangan faktor-faktor lainnya.”’

Berdasarkan teori tersebut dapat dianalisis bahwa pertimbangan beberapa
faktor dapat membuat sebuah negara memilih bentuk federasi menjadi bentuk
negaranya. Pembukaan konstitusi Federasi Rusia tahun 1993 adalah pengakuan
akan adanya keberagaman bangsa dan etnis dalam Federasi Rusia. Namun faktor-
faktor seperti persamaan nasib, penghargaan kepada warisan nenek moyang yaitu
bangsa Rusia dan pelestarian terhadap sejarah sebagai gabungan beberapa negara
telah menjadi dasar pemikiran bagi bangsa-bangsa tersebut untuk bersatu dalam

federasi Rusia. Namun hal-hal yang menjadi tujuan bernegara adalah kesetaraan

3% Pendapat K. C. Wheare tersebut dalam bukunya Federal Government dikutip dari Verney,
Loc.Cit, hlm 81.
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bangsa-bangsa tersebut dan kebebasan setiap bangsa untuk menentukan nasibnya
sendiri. Maka secara logis, hal tersebut telah menjadi hal yang wajar bahwa
sebuah pemerintahan federatif adalah sebagai satu-satunya sistem politik yang
cocok untuk ukuran keberagaman Rusia yang terdiri dari bermacam-macam
bangsa dan etnis.*’

Berdasarkan teori federasi yang telah dipaparkan dalam bab dua, bentuk
federasi memiliki ciri-ciri yang khas, salah satunya yaitu adanya peraturan dan
kebijakan pemerintah federal yang dapat mengikat langsung seluruh warga
negaranya. Hal ini dapat dilihat dalam konstitusi pada pasal 6 ayat 1 dan 2, yang
berbunyi:

“1. Ipascoancmeo Poccuiickoii @Dedepayuu npuobpemaemcs u
NpeKpawaemcs 8 COOMEemMCcmaull ¢ peodepanbibiM 3aKOHOM, S8IAEMCsl
COUHBIM U PABHBIM HE3ABUCUMO OM OCHOBAHUU npuoopemenus.”

/1. Grazhdanstvo Rossijskoj Federacii priobretaetsya i1 prekraschaetsya
v sootvetstvii s federal'nym zakonom, yavlyaetsya edinym i ravnym
nezavisimo ot osnovanij priobreteniya./

“1. Kewarganegaraan Federasi Rusia akan diperoleh dan diberhentikan
sesuai dengan Undang-undang Federal, akan menjadi satu dan setara
terlepas dari alasan-alasan yang telah diperoleh.”

“2. Kaocovui epasxcoanun Poccutickou Dedepayuu obradaem Ha ee
meppumopuu  8Cemu npasamu U ceoO00AMU U Hecem pasHvle
oosizannocmu, — npedycmompenusie  Koncmumyyueii  Poccutickoul
Dedepayuu.” !

/2. Kazhdyj grazhdanin Rossijskoj Federacii obladaet na eyo territorii
vsemi pravami 1 svobodami 1 mneset ravnye obyazannosti,
predusmotrennye Konstituciej Rossijskoj Federacii./

“2. Setiap warga negara Federasi Rusia harus memiliki semua hak dan
kebebasan di wilayahnya dan menanggung tugas-tugas yang sama,
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Federasi Rusia.”

Mengacu pada kutipan konstitusi di atas, dapat dilihat bahwa peraturan
Federasi Rusia selaku negara federal memiliki kekuatan hukum yang mengikat

individu dalam tiap-tiap negara Kkonstituennya. Bahkan masalah status

* Jorge Martinez-Vazques & Jameson Boex. (2001). Russia’s Transition to a New Federalism.
World Bank Publications, hlm 1.
' Konemumyyus Poccuiickoti ®edepayuii, Op.Cit.
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kewarganegaraan juga diperoleh dan dapat diberhentikan sesuai dengan undang-
undang federal. Hal ini sudah sesuai dengan satu cirri dari negara federasi.

Ciri lain dari bentuk negara federasi adalah adanya sebuah lembaga
peradilan atau semacamnya untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah
federal dan pemerintah konstituen ataupun sengketa antara pemerintah konstituen
dengan pemerintah konstituen. Ciri tersebut juga ditemukan dalam konstitusi

Federasi Rusia tahun 1993 dalam pasal 125 ayat 3, yang berbunyi:

“3. Koncmumyyuonunwui Cyo Poccuiickoii ®edepayuu paszpewiaem
CNOpbl 0  KOMNEmeHYuu: a) medxcoy GeodepanvHbimu opeaHamu
20Cy0apcmeeHHou eracmu; 6) mexcoy opeaHamu 20cyoapCcmeeHHol
eénacmu Poccuiickoii @edepayuu u opeanamu 20cy0apcmeeHHOU
enacmu cyovekmos Poccutickou @edepayuu, 8) mencoy 6vbiCuUMU
20CY0apCcmeeHHbLMU opeanamu cyovekmos Poccuiickou
Deoepayuu.”

/3. Konstitucionny; Sud Rossijskoj Federacii razreshaet spory o
kompetencii: a) mezhdu federal'nymi organami gosudarstvennoj vlasti;
b) mezhdu organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii 1
organami gosudarstvennoj vlasti sub'ektov Rossijskoj Federacii; v)
mezhdu vysshimi gosudarstvenymi organami sub'ektov Rossijskoj
Federacii./

“3. Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia akan menyelesaikan
sengketa yurisdiksi: a) antara lembaga negara federal; b) antara
lembaga negara Federasi Rusia dan lembaga negara subjek Federasi
Rusia; ¢) antara lembaga tertinggi negara subjek dari Federasi Rusia.”

Kutipan dari pasal 125 tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah konstitusi
Federasi Rusia berwenang menyelesaikan sengketa yuridiksi antara lembaga
negara federal dalam hal ini adalah Federasi Rusia dan lembaga negara subjek

Federasi Rusia dalam hal ini selaku negara konstituennya.

Ciri berikutnya dari negara federasi adalah adanya konstitusi tertulis yang
dapat diamandemen oleh pemerintah federal dan pemerintah negara konstituen.
Dalam konstitusi Federasi Rusia juga ditemukan pasal yang mengatur tentang

amandemen konstitusi ini, yaitu pasal 134, yang berbunyi:

2 Konemumyyus Poccuiickoti ®edepayui, Ibid.
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“Ilpeonooicenus 0 nompagkax u  nepecmompe  NOJONCEHUl
Koncmumyyuu Poccutickoii @edepayuu mozym enocums Ilpesudenm
Poccuiickoii  @edepayuu, Cosem Dedepayuu, [ocyoapcmeennas
Hyma, Ilpasumenvcmseo Poccuiickoii @edepayuu, 3aKkOHOOAmMelbHbLE
(npedcmasumenvhvie) opeanvl cyowvekmos Poccuiickoti @edepayuu, a
makodice 2pynna UUCIEHHOCMbIO He MeHee OOHOU NAMOU YleHO8
Cosema Deoepayuu unu oenymamos I ocyoapcmeennoui [ymol.”

“Usulan perubahan dan revisi ketentuan konstitusional dapat dilakukan
oleh Presiden Federasi Rusia, Dewan Federasi, Duma Negara,
Pemerintah Federasi Rusia, legislatif (wakil) tubuh subjek dari
Federasi Rusia maupun kelompok dari deputi berjumlah tidak kurang
dari seperlima dari jumlah total wakil dari Dewan Federasi atau Duma
Negara.”

Ciri ini juga merupakan ciri dari sebuah negara federasi dimana presiden
Federasi Rusia dan pemerintah Federasi Rusia bersama-sama dengan pemerintah
negara konstituen dalam hal in1 diwakili oleh representatif dari subjek Federasi
Rusia dapat melakukan usulan perubahan dan revisi terhadap konstitusi.

Ciri berikutnya adalah ciri yang paling essensial dari bentuk federasi yaitu
adanya pembatasan wewenang pemerintah federal dan pembagian kekuasaan
antara pemerintah pusat dan pemerintah konstituen. Hal mengenai pembagian
kekuasaan ini terdapat dalam konstitusi Federasi Rusia pasal 71 sebagai pasal
yang mengatur kekuasaan pemerintah federal dan pada pasal 72 yang mengatur
kekuasaan gabungan antara pemerintah federal dan pemerintah konsituen. Pasal

71 berbunyi:
B sedenuu Poccutickou @edepayuu Haxo0amcesi:

a) npunsmue u usmenenue Koncmumyyuu Poccuiickoti @edepayuu u ghedepanvrbix
3AKOHO8, KOHMPOTb 30 UX COONIOOCHUCM,

0) pedepamusroe ycmpoiicmeo u meppumopusi Poccuiickoii @edepayuis;

8) pecynuposanue u sawuma npas u ceobO0 uerogexa U padcOaAHUHA;
epaxcoancmeo 6 Poccuiickotl  Dedepayuu; pe2yiuposanue U 3auuma npaeg
HAYUOHATbHBIX MEHLUUHCNG,

2)  ycmamoenenue — cucmemvl — PeoeparbHblX  OP2AHOE  3AKOHOOAMENbHOL,
UCNOTHUMENBHOU U CYOEOHOU 611ACMU, NOPSOKA UX OP2AHU3AYUU U OeMETbHOCTNU,
Gopmuposanue Gedepanbiblx Opeanos 20cy0apCmeeHHOU IaACmu,

0) Gpedepanvhas eocyoapcmeeHHas cOOCMBEHHOCMb U YNPAGIEHUE €r0;

e) ycmanosnenue ocHo8 pedepanvHOU NOIUMUKU U (edepanbhble Npocpammbvl 6
obnacmu  20cyO0apcmeeHH020, IKOHOMUHUECKO20, IKON02UHECKO20, COYUATbHOZO,
KVIbMYPHO20 U HAYUOHATbHO20 passumus Poccuiickoii @edepayuis;
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J1C) YCMAHOBNEHUE NPABOGHIX OCHO8 eOUHO20 DLIHKA, (QUHAHCOBOE, BATIOMHOE,
Kpeoummuoe, MmamodNCeHHOe Pe2yIuposanie, OCHeICHAs. IMUCCUSL, OCHOBbL YeHOBOU
noaumuKu, ghedepanvrvie IKOHOMUUECKUE CTYHCObL, 8KIIOUAA (hedepanbHble OaHKU,

3) pedepanvhbiil bl00xCem,; pedepanrvHble Halo2u U cOOpbl, pedepanrvHble POHObL
PECUOHATBHOO PA3CUMUSL;

u)  edepanvhvlie  oHepeemuueckue — cucmemvl,  A0EPHAS ~ IHEPeeMuKd,
pacwenyisiiowuecs mMamepuansl;, ¢hedepaibHble MPAHCHOPM, NYMU COOOWEHUs,
uHpopmayust u Cé:3b, OesIMeENIbHOCHb 8 KOCMOCe,

K) GHEeWHsisi NOAUMUKA U MeNCOYHapoOHble omuouweHus Poccuiickou Dedepayuu,
MedHcOYHapoonvle 0o2080psi Poccutickou @edepayuu,; 60npocsl BOUHbL U MUPA;

1) 8HeuHeIKOHOMUuYecKue omHoueHuss Poccutickoii @edepayuu,

M) obopona u OezonacHocms, 0OOPOHHOE NPOU3BOOCMBO, onpedeieHue NopsaoKd
npooaxdcu u NOKYnKu opyxcus, 6oenpunacos, 60eHHOU MeXHUKU U Opye020 60€HHO20
uMywjecmsa, npou3BoOCme0 AOOBUMBIX BeWecms, HAPKOMUYECKUX CPpeocms U
NOPAOOK UX UCHOTLIOBAHUSL,

H)  onpedeieHue  cmamyca U 3AWUMA  20CYOAPCMBEHHOU  SPAHUYbL,
MeppUmopUaIbHO20  MOpPs,  BO30VUIHO20 — NPOCMPAHCMEA, — UCKIIOYUMETbHOU
9KOHOMUYECKOU 301bl U KOHMUHEHMAIbHO20 wenva Poccutickotl @edepayuu;

0) cyooycmpolicmeo;  NPOKYpAmypa,; Yeol08HOe,  Y2ON08HO-NPOYECCYANbHOe U
V20N0BHO-UCNOTIHUMENIbHOE — 3AKOHOOAMENbCMBO,  AMHUCIUA U NOMUTIOBAHUE,
2PANCOAHCKOe,  2PANCOAHCKO-NPOYECCYalbHoe U  apoOumpasdcHo-npoyeccyaibHoe
3aKOHO0AMENbLCMBO; npagosoe pe2yauposatie UHMENEKIMY ANbHOU
cobecmeennocmi;

n) gedepanvroe KOIIUSUOHHOE HPABO,

P) Memeoponocuieckas cuyxcoa, cmaHoapmol, SMANOHbI, MEMPUIECKds cucmema u
ucuucienue epemMeHu, 2ceooe3us U Kapmozpaus,; HAUMEHOBAHUS 2e02papuyecKux
00beKmos; OUYUATLHBIT CMAMUCTIUYECKUL U OYXeANMEPCKULL yuem,

¢) eocyoapcmeennbie Hazpaosl u novemuvle 36anusi Poccuiickoii @edepayuu;
m) gedepanbHasn 20cy0apcmeenHas ciyxcoa.

Yurisdiksi dari Federasi Rusia harus meliputi:

a) adopsi dan amandemen konstitusi Federasi Rusia dan undang-undang federal serta
pengawasan atas kepatuhan terhadapnya;

b) Struktur dan wilayah federal dari Federasi Rusia;

c¢) Peraturan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan manusia dan warga negara;
kewarganegaraan Federasi Rusia; peraturan dan perlindungan hak asasi kaum
minoritas nasional;

d) Pendirian dari sistem federal badan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif,
prosedur organisasi dan kegiatan daripadanya; pembentukan badan-badan federal
kekuasaan negara;

e) Properti negara dan federal dan pengaturannya;

f) menentukan prinsip-prinsip dasar kebijakan federal dan program federal di bidang
tata negara, ekonomi, lingkungan, sosial, kultural dan pengembangan nasional dari
Federasi Rusia;

g) Pembentukan kerangka hukum untuk pasar tunggal; keuangan, moneter, kredit
dan peraturan bea cukai, emisi uang dan pedoman untuk kebijakan harga; layanan
ekonomi federal, termasuk perbankan federal;

h) Anggaran federal; pajak federal dan retribusi; dana federal dari pengembangan
daerah;

i) Peta kekuasaan federal, energi nuklir, bahan bakar fisi; transportasi federal, kereta
api, informasi dan komunikasi; kegiatan luar angkasa;

j) kebijakan asing dan hubungan internasional Federasi Rusia, perjanjian
internasional mengenai permasalahan perang dan damai;
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k) hubungan perdagangan luar negeri Federasi Rusia;

1) pertahanan dan keamanan; produksi alat pertahanan; menentukan prosedur untuk
penjualan dan pembelian senjata, amunisi, peralatan militer dan perlengkapannya;
produksi bahan fisi, substansi bahan kimia, narkotik dan prosedur penggunaannya;
m) Mendefinisikan status dan perlindungan perbatasan negara, perairan teritorial,
ruang angkasa, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinental Federasi Rusia;

n) Pengadilan hukum; kantor kejaksaaan; kriminal, prosedur kriminal dan peraturan
kriminal eksekutif; amnesti dan pengampunan; sipil, prosedur sipil dan peraturan
arbitrasi-prosedural; peraturan legal dari kepemilikan intelektual;

0) konflik hukum federal,

p) Pelayanan meteorologi; standar, model, sistem metrik dan pembagian waktu;
geodesi dan pemetaan; nama objek geografis; statistik resmi dan penghitungan;

q) dekorasi negara dan gelar kehormatan Federasi Rusia;

r) layanan negara federal

Pasal ini sesuai dengan teori federasi bahwa wewenang pemerintah pusat
dirumuskan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan
nasional, seperti halnya masalah pertahanan dan keamanan, menentukan
kebijakan moneter, mengadakan perjanjian dan kerjasama internasional,
menyatakan perang dan perdamaian dengan negara lain.

pasal 72 merumuskan kewenangan gabungan antara pemerintah pusat dan

pemerintah subjek federasi.

1. B coBmectHoM Benenmu Poccuiickoii ®enepaumu u cyOonexToB Poccuiickoii
Denepanuy HAXOASATCA:

a) oOecricueHHE COOTBETCTBHS KOHCTUTYIMII W 3aKOHOB PECIyOIHK, YCTaBOB,
3aKOHOB M WHBIX HOPMAaTUBHBIX IIPAaBOBBIX AKTOB KpaeB, oOusacTeil, ropojoB
(emepasbHOTO ~ 3HAYEHWs, ABTOHOMHOM  00JAaCTH, AaBTOHOMHBIX  OKPYIOB
Koncruryunu Poccuiickoit denepaiiu u denepaibHbIM 3aKOHAM;

0) 3ammra mpaB U CBOOOJ UENOBEKa M IPaXKIaHMHA; 3allMTa TPaB HALMOHAIBHBIX
MEHBIIMHCTB,  OOECTeYeHne  3aKOHHOCTH, IPABOIOPSAKA,  OONIECTBEHHOU
0€30MaCHOCTH; PEXKUM IMOTPAHUYHBIX 30H;

B) BOIIPOCHI BIIAZICHNUS, IOJIb30BAHMSI U PACIIOPSDKEHMS 3eMyIel, HelpaMu, BOAHBIMU U
JPYTHMH TIPUPOIHBIMU PECypCcamu;

T') pa3rpaHu4eHHe TOCyJapCTBEHHOI COOCTBEHHOCTH;

) TPUPOJIOIIOIB30BAaHME; OXpaHa OKpyKamomed cpensl W oOecrieueHue
9KOJIOTHYECKOH Oe30MacHOCTH; 0C000 OXpaHseMble HPUPOIHBIC TEPPHUTOPHH;
OXpaHa MaMSATHUKOB UCTOPHHU M KYJIBTYPBI;

e) olmme BOMPOCHI BOCIUTAHWSA, OOpa30BaHWS, HAYKH, KyIbTYPbI, (DU3AIECKOI
KyJIBbTYPBI ¥ CIIOPTA;

’K) KOOPAWHAIMA BOIPOCOB 3/APABOOXPAHEHHS;, 3allUTa CEMbH, MAaTEpUHCTBA,
OTIIOBCTBA M JICTCTBA; COL[HATIFHAS 3aI[ITa, BKIIIOYAs COIIMAIbHOE 00ECIICUeHHE;

3) OCYILIECTBICHHE Mep Mo 0opbbe ¢ KaracTpodamMu, CTUXHHHBIMH OCICTBUSIMH,
SIMUACMHUAMHU, JIMKBUJAIHUA UX HOCJ'ICI[CTBHEI;

M) YCTaHOBJICHHWE OONIMX MPUHIIMIIOB HAIOroo0J0KeHHss U cOopoB B Poccuiickoi
®denepanui;
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K) aJIMHHHCTPATUBHOE, aJMHHHCTPATHBHO-IIPOLIECCYaIbHOE, TPYJOBOE, CeMEHOe,
JKUJIMIIHOE, 3€MENIbHOE, BOAHOE, JIECHOE 3aKOHOJATENbCTBO, 3aKOHOIATEIBCTBO O
HeJpax, 00 OXpaHe OKPYKaIoIEH cpebl;

JI) KaJIpbl Cy1eOHBIX ¥ IPAaBOOXPAHUTENIBHBIX OPIaHOB; a/IBOKATypa, HOTapuar;

M) 3allUTa HMCKOHHOW Cpeabl OOWTaHMs M TPaJULIMOHHOrO o0pasa IKHU3HU
MaJIOYHMCIICHHBIX STHUYECKUX O0LIHOCTE;

H) YCTaHOBJICHUC O6IIII/IX IMMPUHIUIIOB OpraHm3alnuu CHUCTEMBbI OpraHoB
FOCYHapCTBCHHOﬁ BJIACTU U MECTHOT'O CaMOYIIPABJICHUS;

0) KOOpJHMHAIMS MEXKIYHAPOAHBIX M BHENIHEOKOHOMHYECKHX CBSI3E€H CYOBEKTOB
Poccuiickoit denepanyy, BBIIOJHEHUE MEXIYHAPOAHBIX I0TOBOpOB Poccuiickoii
denepanuu.

2. llonoxeHuss HacTOsILEH CTaTbl B PAaBHOM MepEe paclpOCTPAHSIOTCS Ha
pecriyOnukm, Kpas, oOmacTH, ropoja QenepaibHOTO 3HAYEHUsS, ABTOHOMHYIO
00J1aCTh, aBTOHOMHBIE OKPYTa.

1. Yurisdiksi gabungan dari Federasi Rusia dan subjek Federasi Rusia
meliputi;

a) Memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum dari republik, piagam,
hukum, dan peraturan legal lain dari oblast’, okrug, kota federal, okrug otonom dan
oblast' otonom yang terdapat di konstitusi Federasi Rusia dan hukum federal;

b) Perlindungan hak asasi dan kebebasan manusia dan warga negara, perlindungan
hak asasi dari kaum etnis minoritas; menjamin legalitas, hukum dan keteraturan, dan
keamanan publik; rezim zona perbatasan;

¢) Izin kepemilikan, penggunaan dan pengolahan lahan sumber daya mineral, air dan
sumber daya alam lainnya;

d) Pembatasan kepemilikan negara;

e) Pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan dan keamanan ekologi;
cagar alam yang dilindungi secara khusus; perlindungan monumen bersejarah dan
budaya;

f) Masalah umum dari didikan, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, budaya fisik
dan olahraga;

g) Koordinasi masalah kesehatan, perlindungan keluarga, ibu, ayah dan anak;
perlindungan sosial termasuk jaminan sosial;

h) Menetapkan langkah-langkah untuk memerangi bencana, bencana alam, wabah
penyakit dan menghilangkan konsekuensi daripadanya;

1) Penetapan pedoman umum perpajakan dan pungutan Federasi Rusia;

J) Administratif, prosedur-administratif, tenaga kerja, keluarga, perumahan, tanah, air
dan undang-undang perhutanan; peraturan tentang kekayaan bawah tanah dan
perlindungan lingkungan;

k) kader peradilan dan lembaga penegak hukum; notaris;

1) Perlindungan keaslian lingkungan dan gaya hidup tradisional dari komunitas etnis
kecil;

m) Penetapan pedoman umum organisasi dari sistem badan kekuasaan negara dan
daerah pemerintahan sendiri;

n) Koordinasi internasional dan hubungan ekonomi eksternal subjek Federasi Rusia,
sesuai dengan perjanjian internasional Federasi Rusia.

2. Ketentuan dalam pasal ini juga berlaku untuk republik, oblast', okrug, kota
federal, okrug otonom dan oblast' otonom.

Pasal ini merumuskan kekuasaan gabungan antara pemerintah subjek federasi
dan pemerintah pusat. Hal-hal seperti pengembangan kebudayaan dan kebudayaan

seharusnya menjadi wewenang dari subjek federasi selaku negara konstituen.
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Namun hal-hal yang seharusnya menjadi wewenang dari negara konstituen
dibantu juga oleh negara federal. Maka dapat dilihat bahwa wewenang sisa atau
reserve of power tidak berada dalam negara-negara konstituen Federasi Rusia
namun berada di dalam negara federal karena ada kekuasaan pemerintah pusat
yang turut campur dalam hal-hal yang seharusnya menjadi wewenang masing-

masing negara konstituen.

3.1.1 Subjek Federasi
Seperti yang telah dijelaskan pada bab 1, bahwa negara federasi adalah
bentuk gabungan negara-negara yang berdaulat penuh, melalui perjanjian untuk
bersatu menjadi sebuah gabungan negara (negara federal). Maka dalam sebuah
negara federal terdapat dua tingkat perintah, yaitu pemerintah pusat (federal) dan
pemerintah negara-negara konstituen yang membentuk negara gabungan tersebut.
Republik Federasi Rusia menyebut negara-negara konstituennya dengan nama
subjek federasi (cyowexmur Poccutickoii @edepayuu). Federasi Rusia memiliki
enam tipe negara konstituen yang diwarisi dari zaman Uni Soviet dan memiliki
delapan puluh sembilan subjek federasi, dua puluh satu republik (pecnybruxa),
enam teritorial (kpaii), empat puluh sembilan regional (06.1acmv), dua kota federal
(eopooda ¢eoepannoco 3nauenus), satu regional otonomi (aémorommuwiil 061ACIY),
dan 10 area otonomi (asmonomusiti okpye) (Stoliarov, 2003: 69). Namun ada ciri
unik dari sistem federasi di Rusia ini, yaitu bahwa dalam negara Federasi Rusia
terdapat karateristik asimetri yang bukan merupakan ciri umum dalam sebuah
negara federal. asimetri ini yang akan membedakan hubungan federal dengan
setiap subjek federasi. Sehingga terdapat perbedaan status dari setiap subjek
federasi.® Mengenai subjek federasi juga diatur dalam konstitusi Federasi Rusia
bagian pertama, bab tiga, pasal 65 ayat 1.** Berikut adalah pengertian dari masing-
masing nama setiap subjek federasi: pecnybnuxa: bentuk perangkat pemerintah,
kpaii: kabupaten terpencil.
1. obnacms /oblast/: area, yang berdasarkan sejarahnya di Kekaisaran Rusia,

unit administratif ini terletak di daerah perbatasan dan di tanah pasukan

BJeffrey Kahn. (2002). Federalism, democratization, and the rule of law in Russia. Oxford
University Press. hal 3-4.
* Lihat lampiran konstitusi, Op.Cit, Koncmumyyus Poccuiickoii @edepayuil.
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Cossack, sesuai dengan propinsi. Biasanya termasuk dalam Pemerintah
Umum, pada zaman Uni Soviet unit politik utama sejak tahun reformasi
administratif-teritorial 1923-1929). Salah satu dari enam jenis subjek
Federasi Rusia. Dibentuk secara teritorial. Saat ini, Federasi Rusia
menmiliki 49 teritori ini. Sesuai dengan Pasal 3, Pasal. 5.%

2. kpau /kray/: secara harafiah artinya adalah tepi, yang berarti lokasi asli ada
di pinggiran negara yang selanjutnya menjadi daerah yang cukup besar.
Dalam masa kekaisaran Rusia daerah administratif ini adalah daerah yang
termarjinalkan yang terdiri dari beberapa provinsi (pemerintahan dan
gubernur jendral). Sejak tahun 1924 di masa Uni Soviet sampai dengan
masa Federasi Rusia, satuan teritori administratif yang besar.*®

3. asmonomHwuli oxpye /avtonomnyj okrug/: Badan nasional kewilayahan
subjek federasi. Bentuk ini bisa berdiri sendiri sebagai subjek federasi
rusia, namun bisa juga masuk ke dalam sebuah oblast atau kray.*’

4. pecnyoauxa /respublika/: berdasarkan pasal 2 dan pasal 5 dari konstitusi
federasi rusia, daerah-daerah yang memiliki status repubik dapat membuat
konstitusinya sendiri. Secara hukum, mereka memiliki status tertinggi
diantara subjek federasi yang lainnya, bukan hanya memiliki negara
sendiri tapi juga symbol nasional sendiri.**

5. 2opoo ghedepannoco 3nauenus /kota federal/: bentuk ini diberikan kepada
beberapa kota yang memiliki status independen sebagai subjek federasi.
Status khusus diberikan kepada kota-kota tersebut karena sebagai pusat
administratif perekonomian, politik, dan strategis militer.*’

6. asmonommuwili 061acme /avtonomnyj oblast/: oblast otonom.

3.2  Konsep Federalisme Rusia Pada Masa Kepemimpinan Boris Yeltsin
Dalam referendum tahun 1993, Rusia sangat mendukung pemberian
kebebasan warga negara dan dasar bagi masyarakat sipil dalam konstitusinya yang

baru. Kebebasan dan hak asasi manusia yang dianggap penting dan dijunjung

* http:/dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16551, diunduh pada tanggal 15 Juni 2010.
S http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/166390

T http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/12751

* http:/dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17962

* http:/dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13999
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tinggi, akan mempengaruhi sistem Federalisme Rusia. Kesetaraan bagian-bagian
konstituen dari federasi dinyatakan juga dalam konstitusi yang menentukan
karakter unik dari model negara federal untuk Rusia (Mikhail Stoliarov, 2003:
69).

Boris Yeltsin sebagai presiden pertama Federasi Rusia yang terpilih
melalui pemilu langsung pertama di Rusia, mengedepankan langkah reformasi
dan liberalisasi pasar guna melanjutkan konsep demokratisasi sebagai lanjutan
dari kebijakan perestroika. Federasi Rusia pasca bubarnya Uni Soviet ingin
mengarah kepada federalisme dengan penekanan pada konsep liberalisme seperti
Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan sebuah negara federal, terdapat
ketidakseimbangan pembagian yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala eksekutif subjek federasi (para gubernur dan presiden Republik),
memimpin birokrasi, kepolisian, militer yang berdampak pada kecenderungan
otoritarian di daerah-daerah tersebut. Langkah yang dikedepankan Yeltsin adalah
seperti liberalisasi perdagangan, mekanisme pasar terbuka, mengurangi
pengeluaran pemerintah. (Zeffry Alkatiri: 2007, 91,119).

Implementasi dari konsep demokratisasi sebagai lanjutan dari perestroika
adalah dengan reformasi besar-besaran dalam sistem birokrasi Federasi Rusia.
Gaya otoritarian dan totalitarisme Uni Soviet sudah ditinggalkan, presiden Boris
Yeltsin memiliki pemikiran liberalisme seperti negara-negara barat yang lebih
mengutamakan kebebasan individu. Namun perekonomian pasar yang diterapkan
pada masa transisi berdampak pada masyarakat yang mendapatkan ketidakpastian
politik secara umum, kenaikan harga komoditi, menurunnya pendapatan nyata
sebagian besar penduduk, penurunan upah dan jasa, serta kekhawatiran akan
munculnya mafia birokrat seperti halnya di masa Uni Soviet (menurut Otto
Hieronymin dalam Alkatiri: 2009, 91). Perubahan sistem ekonomi komando pada
jaman Uni Soviet menjadi mekanisme pasar di jaman Federasi Rusia dilakukan
dengan cara revolusi. Akhirnya bermunculanlah orang-orang kaya baru pada
jaman Yeltsin yang disebut kaum oligarkhi sekaligus menjadi mafia birokrat
karena menguasai sektor-sektor ekonomi dan peran-peran penting dalam

pemerintahan..
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Hal ini menandakan bahwa Rusia belum dapat berevolusi dan
berkomitmen kepada perekonomian pasar bebas dan liberalisme dalam konsep
federasinya seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Maka selanjutnya Rusia
akan menemukan sebuah konsep federalisme yang cocok dengan situasi dan

kondisi negara tersebut.

3.2.1 Kekuasaan garis vertikal Yeltsin terhadap Kepala Eksekutif di

Subjek Federasi

Pemilihan pertama atas eksekutif daerah pada tahun 1991 disetujui oleh
Boris Yeltsin, selaku presiden yang terpilih pada tahun yang sama. Sebagai
“percobaan,” para walikota dipilih di dua kota terbesar Rusia yang berstatus kota
federal (copoda pedepannoeo 3nauenus), yakni Moskow dan Sankt Peterburg.”™
Kedua kota tersebut dicengkram oleh kekuatan sekutu Yeltsin, kaum akademisi
liberal Gavriil Popov dan Anatoly Sobchak, dan mereka memenangkan pemilihan
dengan mudahnya. Sobchak mengajukan ide pemilihan ini kepada Yeltsin. Pada
wawancara panjang yang diberikan Vladimir Putin di awal pemilihan presiden
tahun 2000, Sobchak juga mendapat pujian karena mengusulkan pemilihan untuk
eksekutif regional di Rusia. Putin melaporkan bahwa ia telah berhasil meyakinkan
anggota dewan kota St. Peterburg pada tahun 1991 untuk menciptakan deklarasi
walikota, yang kemudian membuka jalan bagi pemilihan umum untuk

dideklarasikan.’'

Pemilihan presiden pertama atas republik etnis di Federasi Rusia
bertempat di Tatarstan, tanpa persetujuan otoritas Rusia. Pemilihan ini digerakkan
oleh tim Gorbachev sebagai cara untuk menjatuhkan penguasa dari presiden
Rusia, Boris Yeltsin.”> Etnis republik cenderung didominasi oleh nomenklatura
era komunis, dan mereka mencari legitimasi melalui pemilihan yang akan
menopang pengaruhnya berhadap-hadapan dengan kaum reformis pimpinan

Rusia. Daripada mengambil resiko konfrontasi, Yeltsin mengizinkan republik

> Moskow dan Sankt Peterburg memiliki status daerah (‘subjek federasi’), tidak seperti kota lain
yang berada dibawah daerah, atau kedua kota ini dapat juga disebut sebagai daerah istimewa.
lihat lampiran 1.

>! Darrell Slider, ‘Putin and the election of Regional Governors’ dalam Cameron Ross dan Adrian
Campbell. (2009). Federalism and Local Politics in Russia. London and new York: Routledge.
hlm 106-107.

> Ibid.
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memiliki hak untuk memilih presiden melalui pemilihan umum. Keputusan legal
yang diterima Tatarstan kemudian diikuti oleh republik lainnya, termasuk
Chechnya yang memilih pimpinan kelompok separatis Djokhar Dudaev pada
tahun 1991.

Di daerah lain, kepala eksekutif daerah (yang kemudian akan disebut
gubernur) ditunjuk oleh Yeltsin. Untuk beberapa tahun setelah Rusia merdeka,
Yeltsin menolak permintaan para elit daerah untuk mengizinkan pemilihan.
Tujuannya adalah menahan sumber penting dari pengaruh politik di daerah-
daerah, setidaknya untuk sementara. Melalui sudut pandang penasehat Yeltsin, hal
yang ditakutkan adalah jika pemilihan daerah akan dimenangkan oleh lawan
Yeltsin. Mengambil kembali kekuasaan penunjukkan akan memberi Yeltsin
setidaknya kemampuan sementara untuk memberi pengaruh atas hal terpenting
dari otoritas politik di daerah. Yeltsin memulai persetujuan pemilihan eksekutif
daerah atas dasar kasus-demi-kasus di tahun 1993, saat pimpinan daerah di
Bryansk, Chelyabinsk, dan Amur mengadakan pemilihan tanpa persetujuan
Moskow. Pada permulaan tahun 1995-1996 pemilihan gubernur menjadi praktik
standar bagi semua daerah, dan pada Oktober 1997 semua daerah memiliki

eksekutif yang dipilih (Darrell Slider, 2009: 106-107).

Praktek pemilihan tersebut mencerminkan penolakan Yeltsin atas otoritas
politik dan kontrol penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini
pun dapat mempercepat berkurangnya kendali atas otoritas pusat di seluruh
daerah. Namun terjadi juga dampak yang berbeda-beda atas otoritas politik
Yeltsin. Di satu sisi, pemilihan berarti bahwa hampir tidak mungkin lagi bagi
Yeltsin untuk mengganti gubernur atau presiden republik dari jabatannya yang
berarti hilangnya kendali pemerintah pusat atas daerah. Namun di sisi lainnya,
Yeltsin memahami bahwa pemilihan kepala eksekutif yang dilakukan dengan cara
mengurangi otoritas pusat di seluruh daerah dapat menjadi sebuah hubungan
mutualisme dengan banyaknya simpati dan dukungan dari pimpinan daerah yang
membawa daerahnya masing-masing untuk mendukung Yeltsin di tingkat

nasional dalam pemilihan presiden periode kedua Yeltsin.
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Jabatan yang diperankan oleh setiap kepala eksekutif tersebut dalam hal
ini adalah status baru mereka sebagai anggota dari majelis tinggi parlemen
nasional, yakni dewan federasi. Dalam arti, bahwa Yeltsin tidak saja mengurangi
kontrol pusat atas daerah, Namun juga memberikan mereka (para gubernur dan
presiden republik terpilih) jabatan sebagai anggota dari dewan federasi. Dengan
pengecualian wilayah Chechnya, perjanjian dibuat dengan republik etnis non-
Rusia yang digunakan sebagai usaha untuk menghindari disintegrasi daerah-
daerah tersebut dari Federasi Rusia. Republik-republik ini secara umum
mempunyai otonomi lebih daripada daerah lain, dengan kata lain, sistem federal
Rusia berbentuk asimetris. Perjanjian dibuat atas dasar kasus demi kasus yang
memberikan kekuasaan lebih terhadap daerah-daerah seperti Tatarstan dan
Bashkortostan. Banyak pimpinan daerah menggunakan pengaruhnya terhadap
politisi lokal (di Rusia dikenal sebagai “sumber administratif” yang termasuk
kedalamnya seperti kendali atas persidangan, polisi, media, komisi pemilihan, aset
keuangan dan ekonomi daerah) untuk membantu meyakinkan bahwa Yeltsin
dipilih kembali pada tahun 1996 (Slider: 2009, 108). Pada pemilihan eksekutif
daerah di era Yeltsin menunjukkan perkembangan Rusia ke arah sistem yang lebih
demokratis. Andrew Konitzer telah membahas bahwa ronde kedua dari pemilihan
gubernur di akhir tahun 1990 menunjukkan kemajuan besar dalam demokrasi
Rusia, seperti pemilih mengajukan pemimpin yang mengerti tentang kondisi

ekonomi di daerahnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pelemahan wewenang garis vertikal
pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak turut campur dan
bahkan turut memberikan suatu bentuk desentralisasi yang luas atas otoritas di
daerah dalam hal pemilihan kepala eksekutif. Sehingga federalisme Rusia pada
masa Yeltsin yang dilihat dari adanya praktek pemilihan gubernur, mengarah
kepada konsep federalisme yang berdasarkan pada konsep demokrasi liberal.
Konsep federalisme seperti ini menginginkan adanya garis vertikal yang berupa
garis kordinasi antara negara federal dengan konstituennya. Maka tidak semua

calon yang ditunjuk oleh Yeltsin dapat memenangi pemilihan saat pemilihan baru

%3 Andrew Konitzer. (2005). Voting for Russia’s Governors. Washington, DC: Woodrow Wilson
Center Press, Johns Hopkins University Press. hlm 82.
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digelar. Pihak Kremlin mempunyai keberhasilan yang terbatas dalam
mendapatkan kandidat yang terpilih. Menurut tim peneliti Panorama, dari lima
puluh lima gubernur terpilih dengan selang waktu September 1996 hingga
Oktober 1997, hanya dua puluh dua yang didukung oleh dewan koordinatif yang

dikepalai pendukung Yeltsin bernama Sergei Filatov.™

3.3  Konsep Federalisme Rusia pada era Vladimir Putin

3.3.1 Tradisi kekuasaan

Setiap saat khususnya dalam periode perubahan sosial yang besar dan
reformasi, warga negara Rusia yang multinasional melihat ke masa lalu negaranya

’/.%7 Kata derzhavnost’ tidak

untuk menjejak sumber deporcasnocms /derzhavnost
mudah untuk diterjemahkan. Kata itu memiliki makna abstrak, namun juga mudah
dimengerti dan memiliki kedekatan dengan orang Rusia. Kata derzhavnost’
digunakan untuk mengekspresikan konsep kontradiksioner dan kompleks. Melalui
derzhavnost’ dapat ditemui nilai patriotisme®®, penghormatan nilai-nilai
tradisional dan kecintaan terhadap Poduna Mams /Rodina Mat’/ >’, dan dapat juga
diartikan sebagai otoritaritarianisme, kediktatoran, serta ketidakpedulian terhadap
hak-hak warga negara, khususnya saat demokrasi dan federalisme menjadi hal
yang diutamakan. Derzhavnost” menjadi inspirasi untuk membawa tradisi leluhur
besar yang memimpin Rusia. Sering kita menengok manuskrip sejarah dengan
rasa kagum wuntuk memahami kejadian masa kini dan terkadang untuk
menjustifikasi tindakan para politisi modern. Kejadian masa lalu yang bersejarah,
menyajikan berbagai kejadian sebagai alasan atas penggunaan kekuasaan
berlebihan. Dalam analisis sejarah Rusia ditemui fakta bahwa setiap rezim yang

berkuasa di Rusia secara esensial tidak banyak berubah mulai dari masa memorial

> Darrell Slider dalam Cameron Ross and Adrian Campbell. Op.Cit. hlm 108.

> Jlepacasnocm atau Derzhavnost: sebuah istilah rusia yang berpikir dalam hal identitas dan
tindakan sebagai kekuasaan besar. Jeffrey Mankoff. (2009). Russian Foreign Policy. Lanham,
MD: Rowman & Littlefield. hal 61-62.

% Patriotisme adalah sebuah keterikatan seseorang dengan suku, bangsanya, negaranya.
Keterikatan ini meliputi kerelaan seseorang dalam mengidentifikasi dirinya pada suatu
kelompok sosial untuk selanjutnya menjadi loyal. RR. Ardiningtiyas Pitaloka, M.Psi. (2004, 18
Februari). Patriotisme dan Nilai Kemanusiaan. <http://www.e-
psikologi.com/epsi/sosial detail.asp?id=274>

°" Rodina Mat’ biasa diterjemahkan menjadi Ibu Pertiwi atau dalam bahasa Inggris Motherland
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Kievan Rus hingga Ivan yang Kejam, dari Peter Agung hingga Nikolai dari
keluarga Romanov, dari Lenin dan Stalin hingga para pemimpin terkini dari partai
Komunis. Pencarian kekuasaan penuh serta konservatisme politis memiliki asal

yang sama.

Kebijakan Putin kini merupakan bagian dari derzhavnost’, konservatisme
politis dan usaha pembentukan demokrasi serta modernisasi. Tujuan dari langkah
yang diambil melalui administrasi Putin merupakan reformasi dari struktur
kekuasaan yang sama. Kontrak sosial yang baru diletakkan di dalam inti
reformasi. Poin dasar digunakan untuk memperkuat “garis vertikal kekuasaan,”
untuk mengakhiri praktik “tawar-menawar politis,” untuk mengurangi penyebaran
modal dari kelompok oligarkhi dan untuk meningkatkan kendali atas para elit di
wilayahnya. Namun ideologi pasca Uni Soviet dan ideologi kaum nasionalis tidak

menjadi bagian dalam kebijakan baru ini.

Kebijakan yang disebut sebagai kebijakan baru Putin dapat dikatakan
mengandung konsep baru dari konservatisme. Konsep baru dari konservatisme ini
adalah derzhavnost’ yang diterapkan dalam negara demokrasi federal. Melalui
cara ini, terminologi seperti “konservatisme negara” atau juga “konservatisme
yang tercerahkan” yang memiliki tradisi kuno berabad Ilamanya, Kkini

terbangkitkan dalam konteks modern.”®

¥ Mikhail Stoliarov. (2003). Federalism and The Dictatorship of Power in Russia. New York:
Routledge, hlm 7-8.
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3.3.2. Kediktatoran Hukum

Sejak awal kampanye kepresidenan tahun 2000, Vladimir Putin
mencanangkan sebuah gagasan mengenai “kediktatoran hukum” sebagai inti dari
kepresidenannya. Inti dari kebijakan ini adalah penekanan terhadap peraturan
yang stabil atau prosedur hukum yang jelas, serta peranan utama negara sebagai
penjamin penegakan hukum. Karena seperti yang dapat dilihat pada evaluasi
Rusia pada tahun 1990-an, Rusia dipandang sebagai negara yang lemah dalam hal
penurunan kapasitas administrasi dan birokrasi pemerintah. Hal lemah lainnya
adalah kondisi negara Rusia yang tidak dapat menjalankan prinsip dari pengaturan
dan tertib hukum.”® Hal ini diucapkan oleh Putin saat wawancara dengan sebuah
media “M3Bectus.* Putin mengatakan:

“He nado nymamv aomunucmpamuensle pedopmvi u peghopmuvl no

YKpennenuio gpedepayuu. Ilepsvie - muuib maias yacms 6mopozo. Ymo

Kacaemcs mak Hazvleaemozo "thedepamusnoco naxema', mo oH

HOJIHOCMBIO 8 JI02UKe YCMAHOSIeHUs NPABU, NOCKONbKY ) Kadc0020

opeamna 20CyOapCmEeHHOU UMY MYHUYUNAIbHOU 61aCmU  OOJIHCHbL
160
ObIMb He MOoJIbKO NPaAsd, HO U YemKas 0meemcmeeHHOCMb.

/Ne nado putat' administrativnye reformy i reformy po ukrepleniyu
federacii. Pervye — lish' malaya chast' vtorogo. Chto kasaetsya tak
nazyvaemogo ‘“‘federativnogo paketa,” to on polnost'yu v logike
ustanovleniya pravil, poskolku u kazhdogo organa gosudarstvennoj ili
municipal'noj vlasti dolzhny byt' ne tol'ko prava, no i chetkaya
otvetstvennost'./

“Anda tidak harus bingung tentang reformasi administrasi dan
reformasi untuk memperkuat federasi. Yang pertama - hanya sebagian
kecil dari kedua. Adapun yang disebut "paket federal”, itu adalah
sepenuhnya dalam menetapkan aturan logika, karena masing-masing
organ negara atau pemerintah kota tidak hanya harus benar, tetapi juga
tanggung jawab yang jelas.”

Pernyataan Putin ini mengandung arti, bahwa tujuan utama Putin adalah
mereformasi administrasi dan memperkuat federasi yang berarti pemerintah harus

harus menjadi benar dalam menjalankan tugas kenegaraan bahkan bertanggung

> Vladimir Gel’man. (October 2000). “The Dictatorship of Law in Russia: Neither Dictatorship,
Nor Rule of Law”, PONARS Policy Memo 146, European University at St. Petersburg.
http://csis.org/files/media/csis/pubs/pm_0146.pdf
% Hasil wawancara dengan Putin oleh sebuah media koran di Rusia “H36ecmus” pada tanggal 14
Juli  2000. Humepesvio Ilpesudoenma Poccuiickou — @edepayuu  B.B.Ilymuna 2aszeme
"Uzeecmusi"onyoauxosano 14 wons 2000 2ooa. Dikutip dari
http://2002.kremlin.ru/events/46.html
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jawab atas segala kebijakan dan praktik kenegaraan yang dilakukan. Hal ini
menjadi atmosfir yang baik bagi kehidupan sosial dan reformasi ekonomi di
Rusia, namun di sisi lain muncul kekhawatiran bagi beberapa orang akan
munculnya kontrol pemerintah pusat yang sangat kuat mengingat Putin adalah
seorang mantan anggota KGB (KI'5)°' pada masa Uni Soviet yang masih

memiliki tradisi derzhavnost’ yang kental.

Mengenai pengertian dari kediktatoran hukum, dapat dikutip dari sebuah kata-
kata bijak Putin yang berkenaan dengan kebijakan diktator hukum.

“lemokpamusi - 5mo Oukmamypa 3aKoHd, d He mex, Kmo no
00JIHCHOCMU obsa3an smom 3aKOH omcmaugams.”’
Braoumup Ilymun

/Demokratiya — éto diktatura zakona, a ne tekh, kto po dolzhnosti
obyazan étot zakon otstaivat’.
Vladimir Putin/

“Demokrasi adalah kediktatoran hukum dan semua yang menjabat
harus menegakkan hukum.
Vladimir Putin ”*

Penulis dapat menganalisis kata-kata Putin tersebut bahwa kediktatoran
hukum yang dimaksud Putin adalah sebuah penegakkan aturan hukum yang
dijalankan oleh penguasa yang menjabat dalam pemerintahan hingga terciptanya
demokrasi. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus ditaati oleh
siapapun, baik pemerintah, birokrasi, rakyat, maupun perwakilan dari berbagai
pemerintahan sesuai dengan kata-kata Putin dalam acara pertemuannya dengan
peserta malam amal “Pangeran Kecil” pada tanggal 30 Mei 2010.

“...Koneuno, ece oonorcnvr cobniooams 3axon. ...Eciu eévi nomnume,
MeHsi mo2oa Kpumukosanu 3a smo, s ewe 8 Hauare 2000 20006
2080pul 0 oukmamype 3aKoH08. S 0o cux nop cuumaio, 4mo 3mo
npasuivHoe crogocouemanue. Umeemces 6 6udy cobnooenue 3aKoHa
gcemMu. U GIACMAMU, U PAOOBLIMU SPANCOAHAMU, NPeOCABUMETIMU
pasnuunblx opeanos eiacmu u ynpasienus.”

/... Konechno, vse dolzhny soblyudat' zakon. ...Esli vy pomnite, menya
togda kritikovali za éto, ya eschyo v nachale 2000 godov govoril o

' KGB (KT'F) adalah singkatan dari Koyumem I'ocydapcmeenoii bezonacnocmu yang merupakan
komisi keamanan negara yang dibentuk pada pada tanggal 13 Maret 1954. A. Fahrurodji.
(2005). Rusia Baru Menuju Demokrasi, ed 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm 145.

52 http://www.democracy.ru/quotes.php, diunduh pada 19 juni 2010

63 EchoMSK : Bcempeua B.Ilymuna ¢ yuacmuuxamu Oirazomeopumenvhoeo eedepa «Manenvkuii
npuny» Bockpecenve 30.05.2010 | 16:21 http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/683733-echo/
diunduh pada 19 Juni 2010
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diktature zakonov. Ya do sikh por schitayu, chto éto pravil'noe
slovosochetanie. Imeetsya v vidu soblyudenie zakona vsemi: i
vlastyami, 1 ryadovymi grazhdanami, predstavitelyami razlichnyx
organov vlasti 1 upravleniya./

“...Tentu saja semua orang harus mematuhi hukum. ...Jika anda ingat
, ketika mereka mengkritik saya di awal tahun 2000 yang berbicara
mengenai kediktatoran hukum. Saya masih berpikir bahwa itu adalah
frase yang benar. Hal itu mengacu pada ketaatan hukum oleh semua
pihak, pemerintah, dan warganegara, perwakilan dari berbagai
pemerintahan dan birokrasi.”

Berdasarkan pernyataan dan sebuah kata-kata Putin di atas, dapat
dikatakan bahwa penegakan aturan hukum yang dilakukan oleh pemerintah
mengikat objek dari kediktatoran hukum tersebut yaitu semua pihak, baik
pemerintah, warganegara, birokrasi, dan perwakilan dari berbagai pemerintahan.
Maka menurut analisa penulis bahwa pengertian dari diktator hukum adalah
hukum yang menjadi subjek pelaku kediktatoran yang dapat memaksakan
ketaatan dari semua pihak sebagai objeknya dalam negara Federasi Rusia.

Dalam pelaksanaannya, kediktatoran hukum direalisasikan dalam norma
atau peraturan legal yang diberlakukan dan terkadang dipaksakan oleh pihak
Kremlin dibawah Putin. Dua contoh jelas dalam hal ini adalah hukuman terhadap
seorang fycoon™, Boris Berezovksy yang dipaksa untuk menjual sahamnya dari
saluran televisi ORT TV karena ketidaksetiaannya pada Kremlin, pemenjaraan
Khodorsvsky atas perbuatannya menjual asset gas negara terbesar di Rusia kepada
pihak asing dan pemberian penghargaan kepada presiden Mintimer Shaimiev dari
Tatarstan (yang diberi hak untuk ikut dipilih kembali pada termin ketiga dari
jabatannya karena kesetiaannya pada Kremlin). Maka dapat dilihat dari hal
tersebut, inti dari kebijakan diktator hukum memiliki fungsi utama untuk
membagi dan mengatur “kaum oligarki” beserta pimpinan daerah.®

Hal ini dikarenakan reformasi ideologi dan ekonomi yang mengarah pada

liberalisme dan pasar bebas dan dilakukan secara revolusi masih sangat sulit

% Orang-orang kaya dengan latar belakang pedagang, bisnis, atau kaum industrialis, yang
terkadang ikut membuat keputusan dalam hal pemerintahan karena kekuatan finansialnya. Kata
ini sendiri berasal dari kata taikun yang dalam bahasa Cina tai berarti besar dan kiun pangeran,
atau dapat juga diartikan sebagai pangeran besar. Kata ini dibawa ke Amerika melalui
kedatangan orang Amerika ke Jepang, yang pada mulanya panggilan ini ditujukan kepada para
shogun.

% Gel’man, Op.Cit.
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diterapkan pada kondisi sosial masyarakat Rusia saat itu karena tradisi kekuasaan
masih menjadi budaya di Rusia. Sehingga implementasi lanjutan dari kebijakan
perestroika dan komitmen terhadap demokrasi kebebasan pasca Uni Soviet justru
mengakibatkan pelemahan terhadap otoritas pemerintah pusat dalam pengaturan
hukum. Maka dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang kuat oleh pemerintah
pusat untuk mengatur sumber-sumber ekonomi yang penting dan berpotensi bagi
pemasukan negara.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa salah satu tujuan utama
kediktatoran hukum adalah mengatur pemerintah daerah. Hal ini memiliki
korelasi dengan upaya penguatan kekuasaan Putin atas pemerintah-pemerintah
daerah. Presiden Vladimir Putin menyarankan reformasi radikal dari sistem politik
yang diwarisi dari Boris Yeltsin. Setelah satu tahun Putin menjabat sebagai
presiden, analis politik menyatakan beberapa fitur pokok dari reformasi ini:
penguatan kekuasaan vertikal dan sentralisasi kekuasaan, menciptakan kondisi
yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, harmonisasi dari dasar legislatif
federasi, menyeragamkan regulasi bagi praktik politik dan ekonomi (Stoilarov,
2003: 134). Implementasi dari penguatan kekuatan vertikal dan sentralisasi
kekuasaan Putin ter;ihat dari representatifnya yang sebagian besar terdiri dari
siloviki.® Siloviki adalah Interpretasi dominan dari fenomena ini yang bertujuan
untuk mengevaluasi penunjukan sebagai strategi politik dan sebagai

pengungkapan dari arah kebijakan otoritarian yang dikejar oleh Putin.

Berikut ini1 adalah tabel yang menunjukan penempatan siloviki dalam

administrasi Putin.

% Siloviki berasal dari frase cunosvie cmpyxkmyvie yang artinya struktur kekuasaan. Pada zaman
Uni Soviet siloviki berarti termasuk orang-orang yang ada dalam pemerintahan termasuk militer
dan personil KGB.
http://www.twq.com/07winter/docs/07winter_bremmer.pdf. Diunduh pada 15 Juni 2010.
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Gambar 3.1 Struktur Kepemimpinan Nasional 1981 - 2003¢’

M Soviet Politburo 1981 m Soviet Politburo 1988

= Dewan Keamanan Yeltsin 1993 m Dewan Keamanan 1999

= Dewan Keamanan Putin 2003

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa pada pemerintahan Yeltsin tahun
1993, siloviki tidak menduduki administrasi pemerintahan seperti parlemen,
pimpinan daerah, dan representasi akademisi (kaum berpendidikan). Berdasarkan
data tersebut dapat dianalisis bahwa pada pemerintahan Yeltsin tahun 1993,
seluruh pengaruh dan kedudukan siloviki sebagai kaum konservatif dalam
parlemen telah dibersihkan. Yeltsin tidak menginginkan adanya kaum konservatif
dalam tubuh parlemen yang dianggap menghalangi kebijakan dalam
pemerintahannya.

Hal itu dilakukan karena Yeltsin ingin membenahi sistem perpolitikan
dengan merencanakan pemilihan anggota parlemen baru. Karena anggota
parlemen lama didominasi oleh kelompok konservatif yang memiliki

kecenderungan berlawanan dengan kebijakan eksekutif. Konflik antara Yeltsin

S7 “Siloviki” in politics — Russian Military Reform , diunduh pada 19 Juni 2010
http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?Ing=en&id=29428
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dan parlemen ini terbukti telah terjadi dalam dua tahun pertama pemerintahan
Yeltsin. Salah satu konfliknya adalah masalah dalam penyusunan draft konstitusi
baru yang dipimpin sendiri oleh Boris Yeltsin. Draft pertama konstitusi yang
berhubungan dengan perubahan hirarki birokrasi menjadi otonomi daerah telah
digugat oleh banyak kaum konservatif. Sementara itu otonomi daerah mendapat
respon positif dari representatif di daerah (dikutip dari Alkatiri: 2007, 105-113).
Maka hal-hal tersebut menjadi dasar pemikiran Yeltsin untuk tidak memberikan
tempat bagi siloviki yang didominasi oleh kaum konservatif dalam administrasi
pemerintahannya di parlemen dan kepemimpinan daerah.

Namun hal yang sebaliknya muncul pada masa pemerintahan Vladimir
Putin. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Putin telah memberikan tempat dan
peranan bagi siloviki dalam semua bidang administrasi pemerintahannya
berdasarkan tabel di atas. Penunjukan siloviki pada jabatan politik merupakan hal
yang biasa pada era Putin. Nampak peningkatan jumlah yang besar akan
penunjukan siloviki yang dilakukan masa pemilihan Putin, yaitu pada akhir
pemerintahan Yeltsin pada tahun 1999 hingga setelah menjabat kursi
kepresidenan (dikutip dari Bettina Renz, 2007: 2).

Dapat dianalisis bahwa kediktatoran hukum menjadi dasar penguatan
kekuasaan Putin selaku pemerintah federal untuk melakukan kontrol terhadap
administrasi daerah melalui pimpinannya. Salah satu contoh konkret dapat dilihat
dari tindakan Presiden Vladimir Putin membagi seluruh subjek federasi menjadi
tujuh distrik federal dan diawasi oleh para representatifnya yang ditempatkan di
setiap distrik. Hal ini dikatakan Putin dalam sebuah pidato kenegaraannya dalam
penyerahan pesan tahunan Presiden Federasi Rusia kepada Majelis Federal
Federasi Rusia. Dalam pidato tersebut Putin mengatakan:

“O0Hum u3 nepeviX HaAwux Wazo8 Nno YKpenieHuro geoeparuma

cmano cozoauue (peoepanvHblX OKPYeOo8 U HA3ZHAYEHUe 6 HUX
. 168

npeocmasumerneti Ilpezudenma Poccuu...

% Bricmynnenue npu npedcmasnenuu  escecoonozo Ilocnanus Ilpesudenma  Poccuiickoii
@edepayuu  Dedepanvuomy  Cobpanuro  Poccuiickoti  @edepayuu. 8 uronsi 2000 200a
Mocksa. http://2002.kremlin.ru/events/42.html. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2010, pada pukul
01.19.
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/Odnim iz pervykh nashikh shagov po ukrepleniyu federalizma stalo
sozdanie federal'nykh okrugov i naznachenie v nikh predstavitelej
Prezidenta Rossii.../

“Salah satu langkah pertama kami untuk memperkuat federalisme
adalah penciptaan distrik federal dan penunjukan representatif
Presiden Rusia...”

Ketujuh distrik federal tersebut adalah:

Distrik Federal Pusat: Belgorod Oblast’, Bryansk Oblast’, Vladimir
Oblast’,Voronezh Oblast’, Ivanovo Oblast’, Kaluga Oblast’, Kostroma Oblast’,
KurskOblast’, Lipetsk Oblast’, Moscow Oblast’, Kota Moskow, Oryol
Oblast’,Ryazan Oblast’, Smolensk Oblast’, Tambov Oblast’, Tver Oblast’, Tula
Oblast’, Yaroslavl Oblast’.Pusat distrik: Mokcow.

Distrik Federal Baratdaya: RepublikKarelia, Republik Komi,
ArkhangelskOblast’, Vologda Oblast’, Kaliningrad Oblast’, Leningrad Oblast’,
MurmanskOblast’, Novgorod Oblast’, Pskov Oblast’, Kota Sankt Peterburg,
NenetsAutonomous Okrug.Pusat distrik: Sankt Peterburg.

Distrik Federal Kaukasus Utara: Republik Adygeya (Adygeya), Republik
Dagestan, Republik Ingush, Republik Kabardin-Balkar, Republik Kalmykia—
Khalmg Tangch, Republik Karachayevo-Cherkess, Republik Ossetia Utara,
Republik Chechen, Krasnodar Krai, Stavropol Krai, Astrakhan Oblast’,
VolgograOblast’, Rostov Oblast’. Pusat distrik: Rostov-on-Don.

Distrik Federal Volga: Republik Bashkortostan, Republik Mari El, Republik
Mordovia, Republik Tatarstan (Tatarstan), Republik Udmurt, Republik Chuvash—
Chavash, Kirov Oblast’, Nizhny Novgorod Oblast’, OrenburgOblast’, Penza
Oblast’, Perm Oblast’, Samara Oblast’, Saratov Oblast’,Ulyanovsk Oblast’,
Komi-Permyak Autonomous Okrug. Pusat distrik:Nizhny Novgorod.

Distrik Federal Ural: Kurgan Oblast’”, Sverdlovsk Oblast’, Tyumen
Oblast’,Chelyabinsk Oblast’, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Yamal-

NenetsAutonomous Okrug.Pusat distrik: Yekaterinburg.
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Distrik Federal Siberia: Republik Altai, Republik Buryatia, Republik
Tuva,Republik Khakasia, Altai Krai, Krasnoyarsk Krai,Irkutsk Oblast’,
KemerovoOblast’, Novosibirsk Oblast’, Omsk Oblast’, Tomsk Oblast’, Chita
Oblast’,Aginsky =~ BuryatAutonomous  Okrug, Taimyr (Dolgan-Nenets)
AutonomousOkrug, Ust-Ordynsky Buryat Autonomous Okrug,
EvenkAutonomous Okrug. Pusat distrik: Novosibirsk.

Distrik Federal Timur Jauh: Republik Sakha (Yakutia), Primor’e (Maritime)
Krai,Khabarovsk Krai, Amur Oblast’, Kamchatka Oblast’, Magadan
Oblast’,Sakhalin Oblast’, Jewish Autonomous Oblast’, Koryak Autonomous
Okrug, Chukchi AutonomousOkrug.Pusat distrik: Khabarovsk.”

Para representatif ini berhubungan langsung dengan pihak berwenang dari
pusat, yaitu Presiden, dan menjadi bagian dari Administrasi Presidensil lokal
Rusia. Dalam rangka melaksanakan hak konstitusional dari wilayah Rusia, serta
untuk meningkatkan efisiensi dari pihak berwenang Federal dan mengendalikan
implementasi dari keputusannya, Presiden Federasi Rusia telah secara signifikan
meningkatkan kekuasaan vertikalnya dengan mendelegasikan banyak perangkat
administratif hingga para representatifnya.”

Berikut ini juga ada tabel mengenai pembagian orang-orang yang

memiliki latar belakang militer dalam kelompok elit dari tahun 1988-2003.

% Stoliarov, Op.Cit, hlm 255-256.
7 Ibid. him 34-35
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Gambar 3.2 Pembagian orang-orang yang memiliki latar belakang militer dalam

Kelompok Elit 1988-2003"!
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[ Kel. Militer Putin (2003)
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Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa persentase pada ranah elit
regional di masa pemerintahan Boris Yeltsin tahun 1993 memiliki persentase
sebesar 2,2 % dan sebesar 4,5 % pada akhir pemerintahan Boris Yeltsin tahun
1999. Penguatan persentase terjadi pada era Putin yaitu sebesar 10,2 %. Maka
berdasarkan persentase pada era Putin, penulis dapat menganalisis bahwa
penguatan jumlah orang-orang berlatarbelakang militer pada masa Putin memiliki
korelasi dengan penguatan kekuasaan vertikal Putin sebagai pemerintah pusat
dalam mengontrol pemerintah daerah. Didukung pula dengan latar belakang Putin

yang notabenenya adalah seorang mantan anggota KGB pada masa Uni Soviet.

Sebagai contoh pada bulan November 2000, Laksamana Vladimir

Yegorov memenangkan pemilihan kepala eksekutif Kaliningrad. Pada bulan

" “Siloviki” in politics — Russian Military Reform , Op.Cit.
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Desember 2000, Kepala Lokal FSB, Vladimir Kulakov juga berhasil
memenangkan posisi yang serupa di Voronezh, dan Jendral Vladimir Shamanov
di Ul’yanovsk. Pada musim semi tahun 2002, dua orang Jendral FSB menjadi
gubernur subyek federasi, yaitu Murat Zyazikov di Ingushetiya dan viktor maslov
di Smolensk.”” Maka beberapa pendapat bahkan mengatakan, seperti yang
dikatakan oleh pengamat politik Olga Kryshtanovskaya dan Stephen White
bahwa tujuan utama Putin adalah pendirian sistem pemerintahan “militokrasi”
(dikutip dari Bettina Renz: 2006, 2). Namun pernyataan ini tidak sejalan dengan
pemikiran Putin. hal ini sesuai dengan kutipan pernyataan Putin yang menjadi

judul dalam sebuah wawancara dengan majalah “/36ecmus. ” Putin mengatakan:

“Poccuss me Oonxcnha — Ovimb U He  Oyoem  NONUYEUCKUM
cocyoapemeom.””

/Rossiya ne dolzhna byt’ i ne budet policejskim gosudarstvom./

“Rusia tidak perlu dan tidak akan menjadi negara polisi.”

Putin menyatakan bahwa Rusia tidak berorientasi menjadi negara polisi
dengan dominasi siloviki dan representatif Putin yang mayoritas berasal dari
kalangan militer dalam administrasi pemerintahannya. Namun Putin hanya ingin
membuat pemerintahan yang kuat dan efisien. Hal ini juga dikatakannya dalam

wawancara tersebut. Salah satu dialog dalam wawancara tersebut adalah:

: OnHa U3 caMbIX OOCyXJaeMbIX ceifuac TeM - Bamm mHHUIMATHBBI TO
“BOIIPOC: O ocy: B

YKPEIJIEHUIO BIacTU. MHOTue BUAAT B 9TOM OuepeAHoe "3akpyuuBaHue raek’". Bl
caMy KakoH xoTeau Obl BUaeTh BiIacTh B Poccuun?”

“PERTANYAAN: Salah satu topik yang dibahas hari ini - inisiatif Anda untuk
memperkuat pemerintah. Banyak melihat ini sebagai tindakan keras lain. kekuatan
seperti apa yang ingin anda lihat di Rusia?”

“B.B.IIYTUH: Pe3ynpTaTUBHOW, a 3HA4YUT, CWIbHOM. MHaue oHa He BIiacTh, a
M37eBaTEIbCTBO HAM HaponaoM. Jlpyroe aeno, o Kakoi cuiie WAeT pedb W 4eMy 3Ta
cwiia cyKuT. Eciu BmacTh IEpXKUTCS TOIBKO HA TOM, YTOOBI "CTPOHUTH" 00IIECTBO
Ha OTpaHUYCHUAX U 3aPETaX, a HOPMAJIbHOMY Y€JIOBCKY XOUYECTCA ACPKATHCA OT HEC
MOJAJIbIIIE, - IIeHA el HOJIb. ECiin ke BIIacTh OTKPBITA, MPEACcKa3yeMa U UCIOJIb3yeT
CBOM pbIUaru, 4T00bI 3aIUTUTh JTOCTOMHCTBO TPaKAaH, UX CBOOOIbI, 0€30I1aCHOCTb,
MpaBO BBIOOpA, €CJIM OHA JACT BO3MOKHOCTh CTA0MJIBHO W YECTHO 3apadaThIBaTh
cebe Ha X716 - OHa Mo-HacToseMy >hGeKTHBHA U CHIbHA.” '

7 0Olga Kryshtanovskaya and Stephen White. Putin’s Militocracy. dikutip dari situs
http://www.russiafoundation.org/showfile.php?name=putins_militocracy.pdf. Diunduh pada

tanggal 20 Juni 2010.
3 “Ysseemun”, Op.Cit, http://2002 kremlin.ru/events/46.html
74 7.

Ibid.
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“VLADIMIR PUTIN: efisien, dan karena itu kuat. Jika tidak, itu bukan kekuasaan,
tetapi olok-olok orang. Satu hal, kekuatan macam apa yang terlibat dan apa kekuatan
ini digunakan. Jika daya hanya dilakukan untuk "membangun" masyarakat untuk
pembatasan dan larangan, tapi orang normal ingin tinggal jauh darinya, - harga itu
nol. Jika pemerintah terbuka, dapat diprediksi dan menggunakan leverage untuk
melindungi martabat warga kebebasan mereka, keamanan, hak untuk memilih, jika
memungkinkan yang stabil dan jujur mendapatkan roti mereka - itu benar-benar
efektif dan kuat.”

Maka dapat dianalisis, bahwa pemerintahan yang kuat adalah
pemerintahan yang efisien. kekuatan atau kekuasaan kuat yang dimaksud dalam
perspektif Putin adalah pemerintah yang terbuka, dapat diprediksi dan melindungi
kebebasan, keamanan, stabil dan jujur. Hal itulah yang disebut dengan kekuasaan
yang efektif dan kuat. Sebuah kekuasaan yang membangun masyarakat tidak
hanya pada aturan hukum yang membatasi dan melarang, namun juga sebuah
aturan hukum yang menjamin kepastian hukum, kestabilan ekonomi dan politik

guna menyejahterakan rakyat.

3.3.3 Kekuasaan Garis Vertikal Putin Terhadap Kepala Eksekutif Subjek
Federasi

Hal yang paling signifikan yang dibuat oleh Vladimir Putin kepada sistem
politik Rusia adalah keputusannya pada September 2004 untuk mengakhiri
pemilihan eksekutif daerah. Konsekuensi akibat keputusan ini adalah adanya
kemungkinan pelemahan otoritas daerah atas otoritas pemerintah pusat. Tragedi
sekolah Beslan yang menyebabkan 300 sandera kehilangan nyawanya, menjadi
dasar kebijakan Putin untuk membentuk otoritas bersatu di Rusia. Pada tanggal 13
September 2004, Putin berbicara atas nama pemerintah Rusia dan pimpinan
daerah serta berpendapat bahwa teroris akan tetap mencari cara untuk membawa

Rusia dan pemerintahannya pada kehancuran.
Maka sesuai pasal 77 ayat 2 konstitusi Federasi Rusia tahun 1993:

“B  npeodenax eedenus Poccuiickou @Dedepayuu u noaHomouuul
Poccuiickoui  @edepayuu  no npeomemam COBMECMHO20  BeOEHUs.
Poccutickoii  @edepayuu  u cyowvekmos Poccuiickou  @edepayuu
Qedepanvubie  opeambl  UCNOIHUMENbHOU  G1ACMU U OpP2aAHbl
ucnoarHumenvHou — enacmu  cyovekmos  Poccutickou — ©@edepayuu
00pazyiom eouHylo cucmemy UCHOJIHUMeNbHOU eracmu 6 Poccuiickoii
Deodepayuu”.
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“Dalam yurisdiksi Federasi Rusia dan kekuasaan Federasi Rusia tentang
isu-isu dalam yurisdiksi gabungan dari Federasi Rusia dan subjek
Federasi Rusia tubuh federal kekuasaan eksekutif dan badan-badan
kekuasaan eksekutif subyek Federasi Rusia akan membentuk sistem
tunggal kekuasaan eksekutif di Federasi Rusia.””

Berlandaskan pasal dalam konstitusi tersebut, Putin menciptakan “sistem
otoritas yang bersatu,” yang berfungsi sebagai hierarki tunggal yang terintegrasi.
Sistem “eksekutif vertikal” ini akan menggantikan pemilihan umum dengan
proses yang melibatkan organ regional maupun nasional dalam pemilihan
eksekutif daerah. Putin mengajukan hal ini agar dapat tercapai melalui pemilihan
gubernur oleh majelis daerah, dengan calon kandidat yang dinominasikan oleh

presiden Rusia.”®

Hal tersebut adalah implementasi dari kediktatoran hukum yang memiliki
fungsi mengatur otoritas di daerah. Tujuannya adalah sentralisasi yang
memperlihatkan otoritas pemerintah federal. Putin telah memberlakukan
desentralisasi fungsional’’ kepada para representatifnya di setiap distrik yang telah
dibagi oleh Putin. Para representatif ini diberi begitu banyak tanggung jawab.
Tugas utama mereka ialah mengawasi pihak berwenang lokal, memastikan bahwa
mereka bertindak sesuai dengan kebijakan luar maupun dalam negeri dari
pemerintah pusat dan membawa keputusan dari institusi federal. Mereka juga
menyarankan kepada Presiden dalam hal penunjukan pegawai di wilayahnya dan
mempersiapkan laporan reguler mengenai keamanan nasional, politik, sosial, dan
situasi ekonomi di dalam distrik federalnya. Namun, detilnya mekanisme tidak
pasti dari sistem ini adalah pembagian pengawasan dari pihak administrasi,
batasan untuk kekuasaan para representatif, dan hubungan para representatif

dengan kekuasaan dari pimpinan wilayah.” Namun ketidakjelasan antara

" Koncmumyyus Poccuiickoti @edepayuii, Op.Cit.

. Putin, “BuicmynieHue Ha pawuporHeiM 3acedanuti IIpasumenvcmea ¢ yuacmuem 2nas
cyowvexkmos Poccuckoti @edepayuu” 13 September 2004. Diunduh dari situs kepresidenan
http://www.president.kremlin.ru.

" Desentralisasi Fungsional: Pemberian hak/wewenang kepada golongan tertentu yang
mempunyai fungsi dalam masyarakat (dalam hal ini para representatif Putin dan ) untuk
mengatur kepentingannya sendiri, baik terikat atau tidak terikat pada suatu daerah tertentu.
Golongan ini dalam melaksanakan tugasnya dapat mencakup lebih dari satu daerah. Tim
Pengajar Mata Kuliah IImu Negara. (2009). Ilmu Negara, ed rev. Depok: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. him 85.

7 Stoliarov. /bid. him 34-35
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pembagian wewenang pengawasan dari otoritas daerah dengan kekuasaan
representatif Putin dalam distrik dan wilayah regional, dijelaskan oleh Putin dalam
wawancaranya dengan majalah “/3secmus.” Putin mengatakan:

“Pykosooumenu pecuoHO8 HAOeNeHbl N0  3AKOHY  02POMHbIMU
NOTHOMOYUSMU, HA KOMOPble NPeOCmAsument npe3udeHma He Mo2ym
nocsieamos  no  onpedenenuro. Y uux cghepvl  OdesmenbHoCmu
pasepanuyensvl wopuoudecku. Inasnoe 30ecb 8 Opyeom - ¢ co30aHuem
OKpY208 (hedepanvHas 61acmv He YOaluldacv, d NPUOIUIULACL K
meppumopuim, K ux npooaemam. U, Koueuno, peuv udem o
6038pawjeHUU 8 yeHmp hedepanbHbiX NOTHOMOYUL.

“Para pemimpin regional diberkahi dengan kekuatan besar di bawah
hukum, dimana representatif presiden tidak dapat melanggar batas
definisi. Lingkup kegiatan mereka terpisah secara hukum. Hal utama
di sini, di sisi lain - dengan pembentukan distrik federal, kekuasaan
federal tidak dapat dihapus, dan lebih dekat ke wilayah untuk masalah
mereka. Dan, tentu saja, kita berbicara tentang kembali ke pusat
kekuasaan federal.””

Pernyataan Putin dapat dianalisis sebagai penegasan mengenai kedudukan
para representatif Putin yang hanya berfungsi sebagai pengawas dan sebagai
representatif pemerintah pusat akan otoritas pemerintah federal terhadap
pemerintah subjek federasi. Intinya Putin telah memberlakukan sentralisasi dalam

hubungannya dengan pemerintah subjek federasi.

Peran Kremlin dalam pelaksanaannya nampak pasti, pada kenyataannya
menentukan siapa yang akan ada pada ‘daftar pendek’ dari kandidat untuk
ditentukan — dan terkadang memutuskan lebih dulu siapa yang akan menjadi
pemenang utama. Representatif presidensil terkadang bukan hanya tidak
dimasukkan ke dalam proses penunjukan kepala eksekutif ini, namun pada

saatnya merupakan yang terakhir mengetahui tentang pilihan Kremlin.

Saat Putin menominasikan pilihannya dari para kandidat yang diajukan
kepadanya, prosesnya berjalan dalam sesuatu yang dijelaskan sebagai
‘effektivnyj’. Dalam hal ini, Putin telah memperoleh bantuan dari peningkatan
kekuatan partai politik Rusia Bersatu yang terjadi di daerah.Pada akhir 2006,
Rusia Bersatu memilliki kursi mayoritas dalam majelis dengan jumlah dua pertiga

dari keseluruhan.

79 ” .
“Uzeecmus”, Op.Cit.
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Region Name Regional Leader Since... To... Politicalaffili
ation
Adygeia AslanTkhakushinov 13January20 | January201 | UnitedRussi
07 2 a
Altai(Republic) AleksandrBerdnikov 20January20 | January201 | UnitedRussi
06 0 a
Altai(Region) AleksandrKarlin 25August20 | August200 | UnitedRussi
05 9 a
Amur NikolaiKolesov 1June2007 June2011 UnitedRussi
a
Arkhangelsk IlyaMikhalchuk 14April2008 | April2012 | UnitedRussi
a
Astrakhan AleksandrZhilkin 5December2 | December2 | UnitedRussi
004 009 a
Bashkortostan MurtazaRakhimov 6April1990 October20 | UnitedRussi
11 a
Belgorod YevgeniiSavchenko October1993 | June2012 UnitedRussi
a
Bryansk NikolaiDenin 26December | October20 | UnitedRussi
2004 12 a
Buriatia VyacheslavNagovitsyn 10July2007 July2012 UnitedRussi
a
Chechnya RamsanKadyrov 5April2007 April2011 UnitedRussi
a
Chelyabinsk PyotrSumin 22December | April2010 | UnitedRussi
1996 a
Chuvashia NikolaiFedorov 26December | August201 | UnitedRussi
1993 0 a
ChukotkaAutonomousRegi | RomanAbramovich 24December | October20
on 2000 10
Dagestan MukhuAliev 20February2 | February20 | UnitedRussi
006 10 a
Ingushetia MuratZyazikov 28April2002 | June2010 UnitedRussi
a
Irkutsk IgorYesipovskii(temporaryacti | 15April2008 | - UnitedRussi
nggovernor) a
Ivanovo MikhailMen 23December | December2 | UnitedRussi
2005 010 a
JewishAutonomousRegion | NikolaiVolkov 14December | February20 | UnitedRussi
1991 10 a
Kabardino-Balkaria ArsenKanokov 28September | September | UnitedRussi
2005 2010 a
Kaliningrad GeorgiiBoos 28September | September | UnitedRussi
2005 2010 a
Kalmykia Kirsanllyumzhinov 11April1993 | October20 | UnitedRussi
10 a
Kaluga AnatoliiArtamonov 12November | June2010 UnitedRussi
2000 a
Kamchatka AlexeiKuzmitskii 1July2007 June2012 UnitedRussi
a
Karachaevo-Cherkessia MustafaBatdyev 31August20 | August200
03 8
Karelia SergeiKatanandov 26April1998 | March2011 | UnitedRussi

% Darrell Slider. Can it Be Rebuilt from the ruins?. Russian Analytical Digest 43/8 hal. 5-7.
www.laender-analysen.de/russland
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a
Kemerovo Aman-GeldyTuleyev 1July1997 April2010 | UnitedRussi
a
Khabarovsk ViktorIshayev 240ctober19 | July2011 UnitedRussi
91 a
Khakassia Alexeilebed 22December | January200 | UnitedRussi
1996 9 a
Khanty- AlexanderFilipenko 18December | February20 | UnitedRussi
ManssiiskAutonomousRegi 1991 10 a
on
Kirov NikolaiShakleyin 21December | December2 | UnitedRussi
2003 008 a
Komi VladimirTorlopov 16December | January201 | UnitedRussi
2001 1 a
Kostroma IgorSliuniaev 250ctober20 | October20 | UnitedRussi
07 12 a
Krasnodar AlexanderTkachev 3December2 | April2012 | UnitedRussi
000 a
Krasnoyarsk AlexanderKhloponin 22September | June2012 UnitedRussi
2002 a
Kurgan OlegBogomolov 8Decemberl | December2 | UnitedRussi
996 009 a
Kursk AleksandrMikhailov S5November2 | March2010 | UnitedRussi
000 a
Leningrad(areaaroundSt.P | ValeriiSerdyukov 19September | July2012 UnitedRussi
etersburg) 1999 a
Lipetsk OlegKorolev 12April1998 | June2010 UnitedRussi
a
Magadan NikolaiDudov 16February2 | February20 | UnitedRussi
003 13 a
MariiEl LeonidMarkelov 4January200 | January201 | UnitedRussi
1 0 a
Mordovia NikolaiMerkushkin 22September | November | UnitedRussi
1995 2010 a
Moscow(City) YuriiLuzhkov 12Junel1992 | July2011 UnitedRussi
a
Moscow(Region) BorisGromov 9January200 | May2012 UnitedRussi
0 a
Murmansk YuriiYevdokimov 1Decemberl | February20 | UnitedRussi
996 12 a
NenetsAutonomousRegion | ValeriiPotapenko 7August200 | August201 | UnitedRussi
6 0 a
NizhniiNovgorod ValeriiShantsev 8August200 | August201 | UnitedRussi
5 0 a
NorthOssetia-Alania TaimusarMamsurov 7June2005 June2010 UnitedRussi
a
NovgorodSergeiMitin 7August2007 August2012 | JustRussia
Novosibirsk ViktorTolokonskii 9January200 | July2012 UnitedRussi
0 a
Omsk LeonidPolezhayev 11November | May2012 UnitedRussi
1991 a
Orenburg AlexeiChernyshev 26December | June2010 UnitedRussi
1999 a
Orel YegorStroyev 11April1993 | April2010 | UnitedRussi
a
Pensa VasiliiBochkarev 12April1998 | May2010 JustRussia
Perm OlegChirkunov 1December2 | December2
005 010
Primorye SergeDarkin 17June2001 February20 | UnitedRussi
10 a
Pskov MikhailKuznetsov 17December | December2 | UnitedRussi
2004 009 a
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Rostov VladimirChub 29September | June2010 UnitedRussi
1996 a
Ryazan OlegKovalev 12April2008 | April2013 | UnitedRussi
a
St.Petersburg ValentinaMatviyenko 50ctober200 | December2 | UnitedRussi
3 011 a
Samara VladimirArtiakov 29August20 | August201 | UnitedRussi
07 2 a
Sakha(Yakutia) VyacheslavShtyrov 13January20 | January201 | UnitedRussi
02 2 a
Sakhalin AlexanderKhoroshavin 11August20 | August201 | UnitedRussi
07 1 a
Saratov Pavellpatov SApril2005 April2010 | UnitedRussi
a
Smolensk SergeiAntufyev 24December | December2 | UnitedRussi
2007 010 a
Stavropol ValeriiGayevskii 23May2008 May2012 UnitedRussi
a
Sverdlovsk EduardRossel 13Augustl9 | November | UnitedRussi
95 2009 a
Tambov OlegBetin 27December | July2010 UnitedRussi
1999 a
Tatarstan MintimerShaimiyev 1989 March2010 | UnitedRussi
a
Tomsk ViktorKress 17December | March2012 | UnitedRussi
1995 a
Tula VyacheslavDudka 29April2005 | April2010 | UnitedRussi
a
Tver DmitriiZelenin December20 | July2012 UnitedRussi
03 a
Tyumen VladimirYakushev 24November | November | UnitedRussi
2005 2010 a
Tyva SholbanKara-ool 6April2007 April2012 | UnitedRussi
a
Udmurtia AlexanderVolkov April1995 March2009 | UnitedRussi
a
Ulyanovsk SergeiMorozov December20 | April2011 UnitedRussi
04 a
Viadimir NikolaiVinogradov 8Decemberl | March2009 | Communist
996
Volgograd NikolaiMaksyuta 29December | December2 | Communist
1996 009
Vologda VyacheslavPosgalev 60ctober199 | June2012 UnitedRussi
6 a
Voronezh VladimirKulakov 24December | March2009 | UnitedRussi
2000 a
Yamalo- YuriiNeelov 16March200 | March2010 | UnitedRussi
NenetsAutonomousRegion 5 a
Yaroslavl SergeiVakhrukov 25December | December2 | UnitedRussi
2007 012 a
Zabaikalye RavilGeniatulin 1Februaryl9 | March2013 | UnitedRussi
96 a

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis bahwa kemenangan kepala
eksekutif di daerah mayoritas mayoritas oleh Partai Rusia Bersatu. Partai ini
mengajukan prosedur baru yang dapat memberikan kepada partai yang menang

dalam pemilihan regional dan menjadi legislatur untuk memberi hak saran atas
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kandidat eksekutif regional. Para dewan kemudian memilih untuk menyerahkan
proses kandidat kepada presiden. Presiden kemudian akan melihat kembali seleksi
dan secara formal menominasikan kandidat kepada legislatur (Darell Slider: 2009,

113).

Penguatan kekuasaan vertikal Putin terhadap kekuasaan di daerah terbukti
dari beberapa kasus seperti, pememecatan gubernur Koryak dari avtonomnyj
okrug, Vladimir Loginov, pada bulan Maret 2005 atas kegagalan untuk
mempersiapkan suplai pangan daerahnya dari musim dingin. (Perpanjangan
kekuatan ini sebenarnya dapat dipertanyakan. Bahkan pada termin pertamanya
Putin dapat menekan seorang gubernur yang memiliki posisi kuat, Yevgenii
Nazfratenko, untuk menyerahkan jabatannya sebagai gubernur Primorsky kray
untuk mengepalai kementerian perikanan di Moskow.) Mikhail Yevdokimov di
Altay kray, mantan komedian televisi, tidak dipindahkan ataupun ditunjuk
kembali oleh Putin. Pada bulan Agustus 2005 Yevdokimov terbunuh dalam

kecelakaan mobil.

Untuk lebih jelasnya pada contoh kasus lainnya adalah kasus pelanggaran
hukum seorang gubernur yang dicopot dari  jabatannya karena perlakuan
kriminalnya Pada bulan Juli 2006, gubernur ini adalah gubernur terakhir yang
dipilih secara pemilihan umum (Januari 2005), Aleksey Barinov dari avtonomnyj
okrug Nenets dibubarkan oleh Putin. Barinov telah didakwa pada bulan Mei 2006
oleh penuntut umum di oblast Arkhangel’sk dengan dakwaan penipuan sebelum ia
menjabat sebagai gubernur. Gubernur pertama yang ditunjuk kembali adalah
Sergey Dar’kin pada Februari 2005 di Primorsky kray. Mungkin dari semua
gubernur ia yang paling sering dicurigai atas keterkaitannya dengan kelompok
kriminal yang mengontrol porsi substantif dari ekonomi daerahnya. Dalam
sejumlah kasus lain, pelaksanaan tuntutan kriminal tidak menyebabkan
pencopotan dari jabatan (para pimpinan regional ini termasuk Butov di Nenets
AO, Platov di Tver’, Lisitsyn di Yaroslavl’, Shpak di Ryazan’, Titov in Samara,
Lebed’ di Kavkasiya, dan Mashkovtsev di Kamchatka), walaupun tekanan dari
penuntut umum secara jelas mengirim pesan yang kuat kepada pemegang jabatan

untuk mendemonstrasikan kesetiaannya.
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Dari beberapa contoh kasus di atas dapat terlihat bahwa Putin tidak
menunjukkan tanda bahwa ia memiliki ketertarikan terhadap memerangi korupsi
dan stagnasi politik pada tingkat regional seperti pada tujuan utama dari kebijakan
diktator hukum yang bertujuan menjerat kaum oligarkhi yang korup pada masa
pemerintahan Yeltsin. Namun kediktatoran hukum tersebut dalam prakteknya

justru mempengaruhi penguatan otoritas pemerintah pusat atas pemerintah daerah.

Beberapa contoh dari gubernur yang ditunjuk kembali telah berada pada
jabatannya untuk beberapa termin dan menguatkan dirinya baik dalam perangkat
administratif maupun diantara kaum elit ekonomi daerah. Yegor Stroev, untuk
contohnya, berada diantara gubernur yang dipilih kembali. Dia merupakan satu-
satunya gubernur yang pernah menjadi anggota CPSU Komite Sentral dn
Politburo pada masa Soviet dan masih menjadi gubernur dari Orel oblast saat ia
berumur 70 tahun pada Februari 2007 (di Rusia umur pensiun rata-rata bagi pria
adalah 60). Pada kasus nepotisme, Stroev menunjuk putrinya untuk menjadi
senator dari daerah.Serta mengacu kepada kepala dari kelompok lobby-dagang
kecil di daerah, ‘hanya urusan dagang yang terhubung kepada Stroev, keluarganya
dan kerabat dekat yang memiliki kesempatan untuk berkembang di daerah
kami’.®! Walikota Moskow Yuri Luzhkov telah menjabat sejak 1992. Ia
merupakan satu-satunya walikota di dunia yang istrinya (Yelena Baturina)
seorang miliarder, semua ‘diperoleh’ dari perusahaan konstruksinya saat Luzhkov
menjabat dan kebanyakan diperoleh melalui proyek yang dibawahi kontrol kota.
Diantara eksekutif yang menjabat paling lama adalah sejumlah pimpinan dari
republik etnik, termasuk Bashkortostan, Tatarstan, Tyva, dan Kalmykiya. Semua
telah menjadi presiden dari republik sejak 1993. Mintimer Shaimiev, salah satu
dari yang ditunjuk kembali untuk menjabat, juga berusia 70 tahun pada 2007 dan
telah menjadi pemimpin Tatarstan sejak 1991. Presiden Bashkortostan Murtaz

Rakhimov berusia 71 tahun saat ia ditunjuk kembali pada 2005, yang dipandang

#! Francesca Mereu, ‘Governors Facing a Struggle for Survival’, The Moscow Times, 18 March
2005.
www.new.themoscowtimes.com/news/article/governors-facing-a-struggle-for-survival/227748.
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secara luas sebagai pimpinan daerah paling otoritarian dan juga ia sempat

menaruh anaknya pada posisi konglomerat penting di sektor energi daerah.™

Dalam hal ini, kebijakan diktator hukum telah terjadi dalam kaitannya
dengan penguatan garis vertikal terhadap kepala eksekutif dimana “kesewenang-
wenangan” dapat diberlakukan tanpa alasan yang jelas, namun dibenarkan atas
dasar “sesuai dengan aturan hukum” pemerintah pusat. Gaya pemerintahan Putin
yang sentralistik diterapkan dalam sebuah bentuk negara federasi. Sehingga Rusia
memiliki sebuah konsep federalismenya yaitu federalisme sentralistik.
Federalisme dan sentralistik adalah dua hal yang tidak dapat disatukan sebagai
sebuah konsep. Federalisme identik dengan kebebasan individu, sedangkan
sentralistik identik dengan sistem kekuasaan yang terpusat. Namun dua hal yang

konradiksi tersebut dapat diterapkan dalam praktek kenegaraan di Rusia.

%2 Darrell Slider dalam Cameron Ross and Adrian Campbell, Op.Cit, hlm 115.
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BAB IV
KESIMPULAN

Federasi sebagal salah satu bentuk negara dapat diasumsikan sebagal
ikatan negara-negara berdaulat yang berkomitmen dalam proses integras
nasionalnya untuk menjadi satu ikatan federal yang didasarkan atas keinginan
untuk bekerjasama dalam ikatan kesatuan yang kuat tanpa menghilangkan
kedaulatan dari masing-masing negara berdaulat tersebut. semakin tinggi integrasi
nasional masyarakatnya untuk bersatu, semakin kuat ikatan kesatuan negara
tersebut dan sebaliknya. Semakin kuat ikatan kesatuan tersebut, maka yang terjadi
adalah bentuk negara kesatuan. Semakin lemah ikatan kesatuan tersebut yang
terbentuk adalah konfederasi. Sedangkan federasi berada di pertengahan antara
kesatuan dan konfederasi. Maka pada dasarnya konsep federasi yang lahir di
Amerika adalah federalisme yang mendasarkan pada kebebasan individu. Karena
di satu sisi kebebasan atau kedaulatan negaranya tidak ingin hilang, namun
membutuhkan ikatan kesatuan dengan negara-negara berdaulat lainnya atas
persamaan nasib dan tujuan dalam bernegara.

Setiap negara yang menggunakan sistem federasi perlu menanamkan
sebuah konsep federalismenya yang menjadi landasan dalam mencapal tujuan
bernegara dari negara-negara tersebut. Karena tidak semua negara dapat
meletakan liberalisme seperti Amerika Serikat dalam konsep Feeralisme mereka.
jika tidak maka negara tersebut hanyalah menggunakan federasi sebagai suatu
cara untuk memudahkan mengatur pemerintahan tanpa sebuah konsep.

Federasi Rusia yang terdiri dari multinasional memutuskan untuk menjadi
satu ikatan negara dalam yang dirumuskan dalam konstitusi Federasi Rusia tahun
1993. Bentuk federasi yang dipilih oleh Rusia juga merupakan warisan Uni Soviet
yang berbentuk federasi juga dan terdiri atas pluralisme negara, bangsa dan etnis.
Oleh karena itu Federas Rusia pasca runtuhnya komunisme yang sedang
mengarahkan diri pada demokrasi, mencoba meletakan komitmen demokrasi
mereka kepada kebebasan individu dan liberalisme di dalam wadah federalisme
mereka. Namun hal itu tidak dapat berjalan dengan cara revolusi, karena pada

praktiknya hanyalah bermunculan kaum oligarkhi yang menguasai sektor-sektor
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perekonomian yang penting dan peranan dalam pemerintahan, serta
kecenderungan otoritarian dari para eksekutif di subjek-subjek federasi. Hal ini
menandakan bahwa integrasi nasional dari setiap subjek federas masih sangat
lemah. Maka revolusi demokrasi yang dilakukan dengan penekanan liberalisme
memiliki kelemahan untuk diterapkan di Rusia. Salah faktornya adalah tradis
kekuasaan dherzavnost’ yang masih mengakar di Rusia. Bahkan masih ada di
dalam tubuh-tubuh mantan-mantan pegabat pemerintah, militer, dan KGB pada
zaman Uni Soviet yang masih berpikiran konservatisme. Salah satunya adalah
Vladimir Putin yang merupakan mantan anggota KGB pada masa Uni Soviet.
Naiknya Putin menggantikan Y eltsin pada pemilihan umum presiden tahun 2000
memberikan fenomena besar bagi bangsa Rusia dan perkembangannya.

Putin menyadari adanya tradisi kekuasaan yang masih sangat kental dalam
budaya masyarakat Rusia. Maka |a menetapkan sebuah kebijakan diktator hukum
yang bertujuan mereformasi permasalahan ekonomi pasar yang berdampak buruk
bagi stabilitas sosial dan politik di Rusia. Namun dasar pemikiran Putin
menerapkan kebijakan diktator hukum adalah sebuah konsep “keamanan nasional
Rusia’ yang bertujuan menguatkan aturan konstitusional yang mengarah kepada
tertib hukum serta menjaga kedaulatan dan integritas negara. Dari dasar pemikiran
ini. dapat dilihat bahwa Putin mengedepankan konsep nasionalisme dalam
kebijakan diktator hukumnya. konsep keamanan nasional, yang terefleksikan
dalam kebijakan diktator hukum membuat Putin juga mereformasi hubungan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah-pemerintah daerah. Hal ini ditunjukan
dengan perubahan sistem pemilihan pada kepala-kepala eksekutif di subjek
federasi menjadi sistem penunjukan melalui kandidat-kandidat yang digjukan oleh
presiden Putin sendiri. Pelaksanaan kebijakan diktator hukum putin juga
dilakukan dengan membagi 89 subjek federasi Rusia atas 7 distrik administratif.
Putin meletakan orang-orang kepercayaannya (para representatif) yang sebagian
besar juga berasal dari siloviki sebaga perpanjangan tangan Putin untuk
menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat di daerah.

Hal ini dapat dipandang sebagai penguatan kekuasaan vertikal Putin dalam
mengontrol pemerintah-pemerintah daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas

sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu bentuk federasi Rusia pada era Putin
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dapat dikatakan kuasi-federasi sebagai suatu sistem federatif yang merupakan
bentuk dari federasi dengan lain cara karena faktor integrasi nasional diperkuat
dengan kontrol yang kuat dari pemerintah pusat atas pemerintah daerah melalui
kebijakan diktator hukum. Namun kuasi-federasi tidaklah berarti kesatuan, karena
hanya integrasi nasionalnya yang diperkuat ke arah kesatuan, namun ada hal-hal
yang dipertahankan sehingga tetap menjadi sebuah bentuk federasi, yaitu konsep
multinasionalis yang tetap memiliki hak untuk mengembangkan budaya
daerahnya masing-masing. Maka Federadisme Rusia masa Putin memiliki
konsepnya sendiri yaitu federalisme sentralistik yang berarti adanya penguatan
rasa nasionalisme untuk negara dan adanya negara yang kuat dengan aturan
hukumnya dan memberi kepastian dan stabilitas ekonomi dan politik bagi
warganegaranya. Prosedur administrasi pemerintahan dilakukan dengan sistem
terpusat dan penguatan hirarki vertikal oleh pemerintah pusat atas pemerintah
subjek federasi. Maka gaya pemerintahan yang sentralistik diletakkan dalam
sebuah wadah federalisme yang identik dengan kebebasan individu. Meskipun
kedua termin tersebut yaitu federalisme dan sentralisme adalah kedua hal yang
tidak dapat digabungkan sebagai sebuah konsep, namun hal tersebut dapat
diterapkan dalam praktek kenegaraan di Rusia pada periode Vladimir Putin 2000-
2008.
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[Nouck:

KoncTuryuus
Poccuiickoii @eaepauun

OnrHyeckas KOMUs
opHUHMATBLHOIO0 H3JAHNUS

[N'ocynapcrBeHHasi
BjaacTb P@

['ocynapcrseHHBIE
cuMBOJIbI PD

[MocTranoBeHnsi
KoHCTHTYIIHOHHOTO
Cyna P®

[locTanoBaeHnune
Ilienyma
BepxoBuoro Cyaa P®

El www.const
B MapaHT-WH

El HMAN

"lapaHT-Ce

E SpyLOG

E Rambler's

To_ann

KOHCTUTYLIUS
POCCUMUCKON

AndcaBUTHO-NpeaMEeTHbIN
ABBITAX3WKNMHONPCT

Pycckuin | English | Francgais

El Bug Ha Kpemne

OEJNEPALIUH
- [%] Bug Ha Kpemnb

Mbl, MHOroHamuoHanbHbld Hapoa Poccuiickoit  denepat
coearHeHHble 001Iei cyap00i Ha cBOeil 3emie, yTBEpiKaas IMpae
cB00O/Ibl YEIOBEKa, TIpa)JaHCKUI MUP M coIjlackMe, coxpa
MCTOPUYECKU CII0XKMBIIEECS IOCYAapCTBEHHOE €JUHCTBO, UCXOZS
OOLICNPU3HAHHBIX TPUHIMIIOB PAaBHONPABUS M CaMOONpeese
HapOJI0B, UTs MaMATh MIPEIKOB, MIEPEaBILIMX HaM JIIOOOBb U YBaKe
K OteuecTBy, Bepy B J00p0 M CHpPaBEAJIUBOCTb, BO3POK
CYBEPEHHYIO rOCYapCTBEHHOCTh Poccuu u yTBep:kaas He3bi0aemc
€e JIEeMOKpPaTUYECKOI OCHOBBI, CTpeMsCh obecneunTh Oaaronomnyyr
npoiBeranue Poccuu, UCXOas M3 OTBETCTBEHHOCTH 3a cBoto Pon
nepe/1 HIHEIIHUM M Oy 1y IMMH NOKOJIEHUsIMU, CO3HaBasi ceds yac’
MHPOBOTO coobuiecTsa, NpUHUMaeM KOHCTUTYLI
POCCUNCKOHU ®EAEPALIUHN.

Pazaen nepBbiid. OCHOBHBIE MOJIOKEHHS

['naBa 1. OcHOBbI KOHCTUTYLMOHHOIO CTpOsi (cm. 1-16)
I'naga 2. [IpaBa u cB0OO/ABI YEJOBEKA U IPakJaHUHA
(cm. 17-64)

I'nasa 3. DenepatrBHOE YETPOHCTBO (cm. 65-79)
I'naBa 4. [Ipe3unent Poceuiickoi Denepaumu (cm. 80-93)
I'naBa 5. denepansuoe Cobpanue (cm. 94-109)

['naBa 6. [IpasurensctBo Poccuiickoit @enepaunu

(em. 110-117)

I'naBa 7. CyneGnas Bnacts (cm. 118-129)

I'nasa 8. MectHoe camoynpasienue (cm. 130-133)
[naBa 9. KOHCTUTYIIHOHHBIE MOMPABKH U MEPECMOTP
Koneruryunu (cm. 134-137)

Pa3zznen Bropoii. 3akiounTenbHbIe H NePEXO/AHBIE MTOJ0KEHHS

ckauath B ZIP ¢popmare (39 1

CI'[pElBKa (8] I'[pHHHTHP], ()l'[yGJ'[MKOBaHHI/I 1 BHECEHUH M3MEHEHUN B
Koucruryuuto PO

AnchaBuTHO-NpeaMeTHLIN yKkasaTternb
ABBITOX3UKAMHONPCTY®UYA

Koncruryuus | Ontuueckas konus | ['ocy/iapcTBeHHbIE CHMBOJIb
[ToctanoBnenus KC | [Tocranopaenue BC
© "T'apanT- HHTepHeT , topuauueckas odpabdorka: HITII "I"apant-Cepin
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ITouck: [+ ]

KoHcTtutyumsa Poccumnckon
Pepnepauun

Pas3pen I:

MaBa 1
OcCHOBBbI KOHCTUTYUMOHHOIO
cTpos
(ct. 1-16)

naBa 2
[MpaBa 1 cBoboabl YerioBeka

KOHCTUTYIUA
POCCHUCKOM

N rpaxkgaHuHa
(cT. 17-64)

Masa 3
degepaTmBHOE YCTPONCTBO

(cT. 65-79)

naBa 4
[Mpe3ngeHT Poccuimckon
depepaunn
(cT. 80-93)

naBa 5
depepanbHoe CobpaHue

(cT. 94-109)

naBa 6

[NpaBuTENBLCTBO
Poccuickon ®epgepaumm

(ct. 110-117)

naBa 7
CynebHas BnacTtb

(ct. 118-129)

naBa 8
MecTHOEe camoynpasrieHne

(cT. 130-133)

naBa 9
KOHCTUTYLIMOHHbIE
nonpaBK/ U NepecMoTp

KoHCTUTyLIMK
(cT. 134-137)

Pasgen Il:
3aknto4nTenbHble 1

AndaBunTHO-NpeaMETHbI
ABBIrAgX3MNKITMHONPCT

Pycckun | English | Franca

OE/IEPAIIUN

a4 C

Paznen nepBbiil. OCHOBHBIE TTOJOXKECHUS

['maBa 1. OCHOBBI KOHCTUTYLIHIOHHOTO CTPOSI

Cratbpa 1

1. Poccuiickas ®enepanus - Poccus ectb aemokparnuec
(dhenepaTnBHOE TIPABOBOE TOCYAAPCTBO C PecIyOJIMKaHCKOU (opr
MIpaBJICHUA.

2. HaumenoBanusi Poccuiickas @enepaunss u  Poc
PaBHO3HAYHBI.

Crarbd 2

YenmoBek, ero mpaBa U CBOOOJMBI SIBIISTIOTCS BBICIICH IIEHHOCT
[Ipu3nanue, coOironeHne W 3allUTa MpaB U CBOOOJA YEIOBEK:
TpaXIaHWHA - 0053aHHOCTH TOCY/IapCTBA.

Crarba 3

1. Hocurenem cyBepeHUTETa M €JAMHCTBEHHBIM HCTOYHUI
BiIacTy B Poccuiickoir Deniepannu SBISAETCS €€ MHOMOHALMOHAJIbE
HapoJ.

2. Haponm ocymiecTBisieT CBOIO BIJIACTh HEMOCPEICTBEHHO
TaK)Ke Yepe3 OpraHbl rOCYJapCTBEHHOI BJIACTM M OpPraHbl MECTH
CcaMOyIpaBIICHUSI.

3. BbICIIMM HENOCPEACTBEHHBIM BBIPAXCHUEM BJIACTH Hap
SBIISTIOTCS peepeHyM 1 CBOOOTHBIE BBIOOPHI.

4. Huxto He MOXeT mpucBauBaThb BiacTb B Poccuiic
@®enepanyy. 3axBaT BIACTU WIK IPUCBOEHUE BJIACTHBIX MOJTHOMO
npecienyercs no genepaabHOMY 3aKOHY.

Cratba 4

1. CyBepenurer Poccuiickoii @enepaiiuu pacnpoCTpaHsiETCs
BCIO €€ TEPPUTOPHIO.
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nepexogHble NMoJ1IoXKeHndA

CnpaBka

a 3
INTERMNET

YYACTHWEK
/

2. Koncrurymus Poccuiickoit @enepanu u  denepansbl
3aKOHBl MMEIOT BEPXOBEHCTBO Ha Bceil Teppuropun Poccuiic
denepanuu.

3. Poccuiickas ®eneparusi o0ecreyuBaeT IEJIOCTHOCTh
HEMPUKOCHOBEHHOCTh CBOCH TEPPUTOPHH.

Cratbd 5

1. Poccuiickass ®egnepanusi COCTOMT U3 pecnyOiuK, Kp:
obnactelt, TOpooB (eaepaTbHOTO 3HAYCHHsI, aBTOHOMHOW 00J1a(
aBTOHOMHBIX OKpPYrOB - paBHONpaBHBIX cyOBekTOoB Poccuiic
denepanuu.

2. PecnyOnmka (TrocynapcTBO) HMMEET CBOIO KOHCTHUTYITHK
3aKoHOAareascTBO. Kpaii, o6macts, Topon (emepaabHOTO 3HAUYCE
ABTOHOMHAsi 00JacTh, ABTOHOMHBIM OKpPYr HUMEET CBOW ycTal
3aKOHO/1AaTEJIbCTBO.

3. @epepatuBHOE ycrpoiictBo  Poccuiickoit  ®Denepa
OCHOBAHO Ha €€ IOCYJapCTBEHHOM LIEIOCTHOCTH, EJUHCTBE CHUCTE
rOCy/IapCTBEHHOW BIACTH, PAa3TPaHUUYCHUM IPEIMETOB BEJICHU!
IIOJIHOMOYMI MEXAY OpraHaMM rocynapcTBeHHOM Biactu Poccniic
denepani U OpraHaMH TOCYJAPCTBEHHOW BJIACTH CYOBEK
Poccutickoit Penepanuy, paBHOIIPABUU U CaMOOIIPEIEICHUU HApO
B Pocculickoit @enepanun.

4. Bo B3auMMOOTHOMIEHHSX C (enepanbHBIMH  OpraH:
rOCYJJapCTBEHHON BIacTH Bce CyOBeKThl Poccuiickoit denepal
MEXy c000ii paBHOIIPABHHBI.

CraTtbi 6

1. T'paxmanctBo Poccuiickoii deneparuu npuodpeTaercs
MPEeKpallaeTcsl B COOTBETCTBUU C (delepalbHbIM 3aKOHOM, SIBIISE
CAWHBIM U paBHBIM HC3aBUCHUMO OT OCHOBaHMUI HpI/I06peT€HI/I$I.

2. Kaxnprii rpaxaanna Poccuiickort denepanun o0magaeT Hi
TEPPUTOPUU BCEMH TIpaBaMH M CBOOOJaMH W HECET PaBl
o0si3aHHOCTH,  TpeaycMmoTpenHble  Konctutymmeit  Poccwiic
®denepanuu.

3. I'paxxpanun Poccuiickoit denepanyiu He MOXKET OBITH JIHI
CBOETO I'PAKJAHCTBA UJIM IIPaBa U3MEHUTH €TO0.

Crarba 7

1. Poccuiickas denepanus - counanbHOE TOCYIapCTBO, TOTUT
KOTOPOTO HAalpaBJICHA HA CO3JIaHHWE YCJIOBHM, OO0CCICUNBaIOL
JOCTOMHYIO )U3Hb U CBOOOIHOE Pa3BUTHE YEIIOBEKA.

2. B Poccuiickoit ®eaepanuu OXpaHsSOTCS TPYyA U 310PC
JOJICH, yCTaHABIMBACTCS TapaHTUPOBAHHBIM MUHUMAJbHBIN pa3
OIJIaTHI TPy/a, 00eCNeUunBaeTCsS TOCYJAPCTBEHHAS TTOJIEPIKKA CEM
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MaTCpUHCTBA, OTHOBCTBA MW JCTCTBA, MHBAJIUWIOB W II0KH]
TpaxxJaH, Pa3BUBACTCA CHUCTEMaA CoraJIbHbIX Cl1y
YCTAaHABJIIMBAIOTCSA TOCYJAAPCTBCHHBIC IICHCHU, nmocoouss u u
rapaHTHUu COIIMAJIbHOM 3aIUTHI.

Cratbi 8

1. B Poccuiickoii ®enepauun TrapaHTUPYIOTCS €JUHC
HSKOHOMHMUYECKOTO MPOCTPAHCTBA, CBOOOIHOE IMEPEMEIIEHUE TOBA]
yCcIyr U ()MHAHCOBBIX CPEACTB, MOJICPKKA KOHKYPEHILUH, CBOO
9KOHOMMYECKOM EATEIbHOCTH.

2. B Poccuiickoit ®denepanvi NPU3HAIOTCA U 3alIHINAK
paBHBIM 00pa3oM dYacTHas, TOCYyAAapCTBEHHAas, MYHHUIIUIATbHAS
uHBIE (POPMBI COOCTBEHHOCTH.

Crarba 9

1. 3emss U JpyrHe HPHUPOAHBIE PECYpPChl HCIOJIB3YIOTCS
oxpaHusawTcs B Poccuiickon @Penepanuu Kak OCHOBA JKHU3HY
JEATCIIBHOCTH -~ HApOJOB, MPOXMBAIOUIMX HAa COOTBETCTBYIOI
TEPPUTOPHU.

2. 3emis U Apyrue NPUPOJHBIE PECYpChl MOTYT HAXOAMUTHC
YaCTHOW, TOCYAApCTBEHHOW, MYHHUIMNAILHON M UHBIX (op
COOCTBEHHOCTH.

Cratba 10

l'ocymapcrBennass  Bnacte B Poccuiickonn — @enepa
OCYILIECTBISIETCS Ha OCHOBE pas3JelieHus Ha 3aKOHOJATEIbH
UCHOOJNHUTENBbHYI0O M cyAeOHyro. Opranbl  3aKOHOJATEINbE
VICMIOJTHUTENILHOM ¥ Cy160HOM BIACTH CAMOCTOSTEIIHHBI.

Cratba 11

1. TocymapctBeHHyro Bnactb B Poccuiickon ®Denepa
ocymectBisatoT IIpesunent Poccuiickonn ®denepanuun, dDenepaisb
Co6panne (Coer Demeparuu  u  [ocymapctBenHas [y
[IpaButensctBo  Poccuiickonn  ®denepanuu, cyasl  Poccuiic
denepanuu.

2. TocynmapctBeHHyl0 BiacTb B cyObekrax Poccwuiic
Denepanyn OCYIIECTBIISAIOT o0Opa3zyemble UMH Opr:
roCyIapCTBEHHOW BIIACTH.

3. PasrpannueHnue npeaMeToB BEACHUA W MOJHOMOYHUM ME;
opraHamu rocyzapctseHHou Biactu Poccuiickoit ®denepauny
OpraHaMM TocyJapCTBEHHOW Biactu cyObekToB  Poccuiic
denepanyu OCYLIECTBIIETCS HaCTOALIEH KoncTuTyny
@denepaTUBHBIM U MUHBIMH JOTOBOPAMM O pa3rpaHUYEHHUU INpPEAME
BEICHUS U IIOJTHOMOYUH.

Cratba 12
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B Poccuiickonn ®enepauuy MNpU3HAETCSI W TapaHTUPYE
MECTHOE caMmoyIpaBicHUE. MeCTHOE CaMOYyIpPAaBJICHUE B IIPEIE

CBOUX HOJHOMOYHUU CaMOCTOSITEIILHO. Opranbl MECTH
CaMOYIpPAaBIIEHUSI HE BXOAST B CHUCTEMY OpPraHOB TOCYAapCTBEH
BJIACTH.

Cratba 13

1. B Poccuiickoii @enepaunu NPU3HAECTCS HICOJIOIHYEC
MHOT'000pa3ue.

2. Hukakas HUICOJIOrUA HC MOKCT YCTAHABJIMBATHCS B Ka4dC(
rOCYJapCTBEHHOM HIIN 00s13aTEILHOM.

3. B Poccuiickoii @Penepanuu NPU3HAIOTCA IOJIUTHYEC
MHOTr00o0pa3ue, MHOIONapTUHHOCTb.

4. OO1iecTBEHHbIE 00bEIMHEHNUS PABHBI IIEPE]] 3aKOHOM.

5. 3ampemtaercs CO3JaHWE U JCSATEIBHOCTh OOIIECTBEHI
o0bEeIMHEHNH, UeNu WIM JCHCTBUS KOTOPBIX HampaBliEHBI
HAaCUJIbCTBEHHOE W3MEHEHHE OCHOB KOHCTUTYLHOHHOTO CTpOS
HapyuieHne uenoctHoctu  Poccmiickonr  @enepanuu,  1ofj
0e30MacHOCTH rocyapcTBa, CO3/IaHNE BOOPYKEHHBIX (HOPMUPOBAE
pa3kuraHue COIMAIbHON, PAaCOBOM, HALMOHAJIBHOW M PEIMIHO3
PO3HH.

Crartba 14

1. Poccuiickas Penepauust - cBerckoe rocyaapcrso. Huka
peNUrusi He MOYKeT yCTAaHaBJIMBAThCS B KaueCTBE IOCYJapCTBEH
1K 00513aTENBHOM.

2. Penurmosnbie 0O0BENWHEHMs OTACICHBI OT TOCYIapCTB:
PaBHBI ITEpe] 3aKOHOM.

Crartba 15

1. Koncrurynmus Poccuiickoii @®enepanuu HMeeT BbICI
IOpPUANYECKYIO0 CHIIy, INpsIMOE JEHCTBUE W IPUMEHSETCd Ha B
tepputopun Poccuiickoit ®denepaunu. 3aKOoHbl U HHBIE TPaBO.
aKkThl, npuHUMaemble B Poccuiickoin Penepanuu, HE 0
npotuBopeuntsh Koncrurynuu Poccuiickoit denepanun.

2. Opransl TOCyJapCTBEHHOH BIAacTH, OpraHbl MECTH
CaMOYHpaBJ'IeHI/ISI, JOJDKHOCTHBIC JIHIA, rpanc,uaHe n Uux OGBGI[I/IHG
o0s3anbl  coOmoaarh Koncturynuio Poccuiickoit Depepanmw
3aKOHBI.

3. 3akoHbl moANeXaT OQUIMATBHOMY  ONyOIUKOBAH
Heomy0nrkoBaHHBIE 3aKOHBI HE TPUMEHSIOTCS. JIFoOble HOpMaTHB!
MPaBOBBIE aKThI, 3aTparuBaloOlIie IMpaBa, CBOOOJbI W OO0sS3aHHO
YelioBeKa M Tpa)KJIaHWHA, HE MOTYT HPUMEHSTHCS, €CIIM OHHU
OITyOJINKOBAHBI O(UITHATBHO TSI BCEOOIIETO CBEICHUS.
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4. OOmenpu3HaHHBIE TPUHIWIBI U HOPMBI MEXITyHAPOIH
npaBa M MEXIyHapoaHble n0roBopsl Pocculickont Penepal
SIBJISIFOTCS.  COCTABHOM 4YacTbIO €€ MpPaBOBOM cHUCTEMBI. E
MEXIYHapOAHBIM n0roBopoM Poccuiickoit denepannu yCTaHOBII
VHBbIE MPABUJIA, YEM NIPEIyCMOTPEHHbIE 3aKOHOM, TO MPUMEHSIC
IIpaBUJIa MEXAYHAPOJIHOIO IOTOBOPA.

Cratba 16

1. IlonoxeHus Hacrosiued Iy1aBbl KOHCTUTYyIMM COCTaBIL
OCHOBBI KOHCTUTYLHOHHOTO cTpost Poccuiickonn ®enepanuu u
MOTyT OBITh M3MEHEHbl MHAu€ KaK B TOpPSJKE, YCTAaHOBJIEHI
Hacrosinet Koncturyuuei.

2. Hukakue napyrue momnokeHusi Hactosuieil Koncrutyuum
MOFYT HpOTI/IBOpe‘-II/ITI: OCHOBaM KOHCTI/ITYI_II/IOHHOF (0] CT
Poccuiickoit @enepanuu.

0

AndaBuTHO-NpeaMEeTHLIV yKasaTerb
ABBTOX3UKIMHONPCTY dLUYA

KoHnctutyums | Ontudeckas konus | FocynapcTBeHHbIe CUMBOIbI |
[MoctaHoBneHusa KC | MocTtaHoeneHnne BC

© "T'apant-Harepuer” , opunuueckas oopadorka: HIIII "["apant-Cepsu
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KoHcTtutyumsa Poccumnckon
Pepnepauun

Pas3pen I:

MaBa 1
OcCHOBBbI KOHCTUTYUMOHHOIO
cTpos
(ct. 1-16)

naBa 2
[MpaBa 1 cBo6OObI YernoBeka

KOHCTUTYIUA
POCCHUCKOM

N rpaxkgaHuHa
(cT. 17-64)

Masa 3
degepaTmBHOE YCTPONCTBO

(cT. 65-79)

naBa 4
[Mpe3ngeHT Poccuimckon
depepaunn
(cT. 80-93)

naBa 5
depepanbHoe CobpaHue

(cT. 94-109)

naBa 6

[NpaBuTENBLCTBO
Poccuickon ®epgepaumm

(ct. 110-117)

naBa 7
CynebHas BnacTtb

(ct. 118-129)

naBa 8
MecTHOEe camoynpasrieHne

(cT. 130-133)

naBa 9
KOHCTUTYLIMOHHbIE
nonpaBK/ U NepecMoTp
KoHCTUTyLIMK
(cT. 134-137)

Pasgen Il:
3aknto4nTenbHble 1

AndaBunTHO-NpeaMETHbI
ABBIrAgX3MNKITMHONPCT

Pycckun | English | Franca

OE/IEPAIIUN

. C

['naBa 2. [IpaBa 1 cB0OOIbI UETTOBEKA U TPAXKIAHWHA
Cratpa 17

1. B Poccuiickori denepanuy NPU3HAIOTCA U TapaHTUPYK
mpaBa ¥ CBOOOABI  4YeJOBEKa W  TIpaXKJIaHWHA  COTJIa
O0MIEeNPU3HAHHBIM IPUHIUIIAM U HOPMaM MEXyHapOIHOI'O IpaE
B COOTBETCTBUU € HacTosel Koncturyuueil.

2. OcHOBHBIE TpaBa U CBOOOILI YEIOBEKAa HEOTUYXIAEME
MPUHAIEKAT KAKIOMY OT POKIACHUSL.

3. OcymiecTBiieHue MpaB U CBOOO/ YETOBEKa U TPaKJaHUHE
JIOJDKHO HApyIIaTh MpaBa W CBOOOIBI APYTUX JIUII.

Crarpa 18

[Ipaa u cBOOOABI UENMOBEKA M TPAKIAHUHA  SIBIISIC
HEMOCPEACTBEHHO  JeicTByromMu. OHHU  ONPENENsiioT  CMb
coJiep)KaHue " NIpUMEHEHNE 3aKOHOB, JEeSITENTbHC
3aKOHOJATETbHOM W WCIOJHUTENbHOW  BJIACTH,  MECTH
CaMOYTIPaBJICHUS U 00ECTICYMBAIOTCS ITPABOCYTUEM.

Cratpa 19
1. Bce paBHBI iepe/1 3aKOHOM U CYJIOM.

2. TocymapcTBO rapaHTUPyET pAaBEHCTBO IMpaB U CBO
YeloBeKa W TpaxJaHWHA  HE3aBHCHMMO OT  [oJia, P2
HAI[MOHAJILHOCTH, S3bIKa, IPOWCXOXKICHUS, WMYIIECTBEHHOTO
JOOKHOCTHOI'O TOJIOKEHHUS, MECTa JKHUTENLCTBA, OTHOIICHUS
penuruu,  yOSKICHHWH, NPUHAJICKHOCTH K  OOIIECTBEHE
00BEIMHEHUAM, a TaKXKe JPYTrux OOCTOATEILCTB. 3alperia
ao0ble  OpMBI  OTpaHUYEHUS TpaB TpaxJaH MO MpHU3HA
COLMAJIbHOW, PAacOBOM, HAMOHAIBHOW, SI3IKOBOM WJIM PEIUTHO3
MIPUHAICKHOCTH.

3. MyXunHa ¥ >KCHIMHA MMEIOT paBHbIC TMpaBa U CBOOO.I
paBHBIE BOBMOKHOCTH JIJISl MX pealu3aliu.

Cratba 20
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nepexogHble NMoJ1IoXKeHndA

CnpaBka

a 3
INTERMNET

1. Kaxaplit uMeeT mpaBo Ha JKU3Hb.

2. CwmepTHass Ka3Hb BIOpeAb JO €€ OTMEHBl MO
yCTaHABIUBATHCS beneparbHBIM 3aKOHOM B Kauec
WCKITIOYUTENILHON Mephl HaKa3aHUs 32 0CO00 TSHKKHUE MPECTYIUIE
MPOTUB JKU3HU TIPU TPEIOCTaBICHUU OOBHHIEMOMY IpaBa
paccMOTpEeHHE ero JeNia CyJIOM C yYaCTUEM MPUCSKHBIX 3aceIaTe

Cratba 21

1. JIoCTOMHCTBO JINYHOCTU OXpaHsieTcs rocynapcTBoM. Huutc
MOJKET OBITh OCHOBAHUEM JUIsl €r0 YMaJICHHUS.

2. HuxTo He MOmHKEeH MOABEPTaThCsl MBITKAM, HACHUIIUIO, IPYT
KECTOKOMY  WJIM  YHIDKAIOIIEMY  YEJIOBEYECKOE  JIOCTOMHC
oOpaleHuro Wi HakazaHuio. Hukro He MoxkeT ObITh
IO0OPOBOJIBHOTO COTIIACHS TIOJIBEPTHYT MEIUITUHCKUM, HAYYHBIM |
HWHBIM OIBITAM.

Crarba 22

1.  Kaxnaeni uMeer mpaBo Ha CBOOOAY HW  JIMYF
HEMIPUKOCHOBEHHOCT.

2. Apecrt, 3aKIII0Y€HHE MO CTPaXy U COJEp’KaHUE TOJ| CTpa:
NOTYCKAIOTCS TOJMBKO MO cyAcOHOMy pemieHuto. Jlo cyneGn
PEIICHUS JIMI0 HE MOXXET OBITh MOJABEPTHYTO 3aJCPXKAHUIO Ha C
0osee 48 yacos.

Cratbi 23

1. Kaxnapli mMmeeT mpaBo Ha HENPUKOCHOBEHHOCTb YacT
KHU3HH, JIMYHYIO U CEMEHHYIO TaliHy, 3alllUTy CBOEH 4ecTH U J00p
HMEHH.

2. Kaxaplii uMeeT MpaBO Ha TailHy NEpenucKd, TesiedOoHI
MEPErOBOPOB, ~ TMOYTOBBIX, TeJerpadHBIX W HWHBIX COOOIICF
OrpaHnnyeHue 3TOro IpaBa JOMYCKaeTcsl TOJIbKO Ha OCHOBA!
CyZIeOHOTO PeIIeHUSI.

CraTba 24

1. COop, xpaHeHHE, HCIIOJB30BAHHE M PACIPOCTPAHE
uHpOpMAllMM O YaCTHOM KHM3HM JHLA O€3 €ero Ccorjacus
JIOTTYCKaOTCA.

2. Oprasvbl TOCYZapCTBEHHOW BJIACTH W OpraHbl MECTH
CaMOYIpaBJIeHUs, WX [JOJDKHOCTHBIE JUIla 00s3aHbl olecrey
KaXJIOMYy  BO3MOYKHOCTb  O3HAaKOMJIEHUS C  JIOKYMEHTaMH
MaTteprajiamMu, HEMOCPEACTBEHHO 3aTParvuBalOIIMMU €ro IpaB:
cBOOO/IBI, €CITU MHOE HE MPEAYCMOTPEHO 3aKOHOM.

Crartba 25
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Kunmume HenpukocHOBeHHO. HMKTO He BIpaBe NIpOHUKAT
KWIALIE TPOTHB BOJIM IPOKUBAKOIIMX B HEM JIML MHA4e Ka
Cllydasix, yCTaHOBIICHHBIX (pe/iepaibHBIM 3aKOHOM, MM Ha OCHOBA!
CyneOHOTO PEIICHHS.

Cratba 26

1. Kaxnplii BHopaBe omnpeaensaT M yKa3blBaTb  Cl
HaIMOHAJIBHYIO TPUHAJIEKHOCT. HUKTO HE MOXKET ObITh MPUHYX
K OTIPEJICNIEHUIO M YKA3aHUIO CBOEH HALlMOHAIBbHOM MPHHAUIEKHOC

2. Kaxnplii uMeeT mpaBo Ha MOJIb30BAHHE POIHBIM SI3BIKOM.
CBOOOMHBIN BBIOOp sI3bIKa OOIICHHS, BOCIUTAHUS, OOydYEHUS
TBOpPYECTRA.

Cratba 27

1. Kaxaplit, KTO 3aKOHHO HaxoAUTCs Ha Tepputopun Poccuiic
deneparyii, IMEET PaBO CBOOOHO TEPEIBUTATHCS, BEIOUPATH M€
NpeOBIBaHUS U KUTEIbCTBA.

2. Kaxapiii MOKET CBOOOIHO BhIE3KaTh 3a mpesensl Poccniic
O®enepaunn. ['paxxnanun Poccumiickoit ®denepauuu HUMeeT Ip
OecrpensaTCTBEHHO Bo3Bpaatbes B Poccuiickyro denepannio.

Crarba 28

Kaxnomy  rapantupyercs  cBoboja  coBecTH,  CBOO
BEPOUCIIOBEAAHNS, BKIIOYAsl TMPABO HCIIOBEIOBATh WHIAMBHIYaT
WIN COBMECTHO C IPYTHMMH JIIOOYIO PENTUTHIO WIH HE HCIIOBEIOE
HUKaKO#, CBOOOZHO  BBHIOMpaTh, UMETb M  PaCIpOCTPAE
pEeNUTHO3HBIC W MHbIE YOCXKIEHHs U JIeHiCTBOBATh B COOTBETCTBH
HUMH.

Cratba 29
1. Kaxxaomy rapantupyercsi cBoOO1a MBICIIU U CJIOBA.

2. He momyckaroTcsi mpomarania Wil aruTaius, BO30yKIarol
COLIMAJIBHYIO, PACOBYIO, HALIMOHAJIBHYIO UJIM PEJIMTUO3HYIO HEHABY
U BpaXIy. 3amnpemaercs MNponaraHaa CoOLMAIbHOIO, PACOB(
HaIMOHAJIBHOTO, PETUTHO3HOTO WM SI3bIKOBOTO ITPEBOCXOICTRA.

3. Hukto He MOXkeT OBbITh TMPUHYKIEH K BBIPAKECHUIO CB
MHEHHMI 1 YOSKJICHUI UK OTKA3y OT HHX.

4. Kaxnplii umeer mnpaBo CBOOOAHO HCKaTh, MOIYY:
nepeaaBarh, MPOU3BOAUTh U PACHPOCTPAHITh MHPOPMALHIO JHOC
3aKOHHBIM  crocobom. IlepeueHbp  CBeJEHHH, COCTaBIISIOL
rOCyJJapCTBEHHYIO TaliHy, ONpenensercs (pelepaabHbIM 3aKOHOM.

5. T'apantupyercsa cBoboma maccoBoi uHpopmanuu. Llens
3amperaeTcs.
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Crartba 30

1. Kaxnelii umeer mpaBo Ha OOBCIWHEHHE, BKJIIOYAs TP
CO03/1aBaTh MPOQPECCHOHATBHBIE COFO3bI JIJISI 3aIIUTHI CBOUX HHTEPE(
CBoOona EATEILHOCTH 00II[eCTBEHHBIX 00bBEeINHE]
rapaHTUPyeTCs.

2. Hukto He MOXeT ObITh NPUHYXICH K BCTYIUICHHIO B Kak
1100 00beIMHEHUE WIIN PEOBIBAHUIO B HEM.

Crartba 31

I'paxnane Poccuiickoii denepanuu UMEIOT MpaBO coOUpal
MHUPHO 0€3 OpYXKHUsl, IPOBOJUTH COOpaHMs, MUTHHTH U IEMOHCTpPAL
LIECTBYSI B TNKETUPOBAHHUE.

Cratbsa 32

1. TD'paxnane Poccuiickoii @enepaiuu HUMEIOT  IIp
y4acTBOBaTb B YIpPaBICHUM  JeJaMM  TOCYyJIapcTBa
HEIOCPEJICTBEHHO, TaK U YEPE3 CBOUX IPEICTABUTEIICH.

2. I'paxxnane Poccuiickoit denepariny UMEIOT TpaBo n3ompal
ObITh W30pPaHHBIMU B OpPTaHbl TOCYAAPCTBEHHOW BIIACTU U OPT:
MECTHOTO CaMOYIIpaBJICHHUS, & TAKXKE Y4acTBOBATh B pedepeHayMe.

3. He umeror npaBa u30upath M ObITH M30PAHHBIMU TPAMKI:
NPU3HAHHBIE CY/I0M HEICECIOCOOHBIMM, a TAaKKe COJCpPIKAIINEC
MECTax JIMIIEHHUS] CBOOOIBI 110 IIPUTOBOPY Cy/Ia.

4. I'paxxmane Poccniickoit denepanny UMEIOT paBHBIM JTOCTY
TOCY/IapCTBEHHOM CIIyk)0e.

5. TIpaxnane Poccmiickoii @Denepanuu  HUMEOT 1P
Y4acTBOBATh B OTIIPABICHUN MTPABOCY IUS.

Cratba 33

I'paxnane Poccuiickoit ®enepanuu MMEOT MpaBo obOparial
JUYHO, a TaKK€ HaNpaBisATh HHAWBUIYAJbHbIE W KOJUICKTHUBI
oOpamieHusi B TOCYJapCTBEHHBICE OpraHbl W OPraHbl MECTH
CaMOYITPaBJICHHUS.

CraTtba 34

1. Kaxnaplii uMeeT mpaBo Ha CBOOOJHOE HMCIOJB30BaHUE CB
CIIOCOOHOCTE M MMYyIIeCcTBa AJSl MPEANPUHUMATENECKON U HHOH
3aMpeleHHON 3aKOHOM SKOHOMUYECKOM A TEIIHLHOCTH.

2. He  pomyckaercsi  SKOHOMHMYECKAs  JESTEIBHO!
HampaBJIeHHasT HAa  MOHONOJM3ALMI0 U HEJO0OPOCOBECTE
KOHKYPEHIIHIO.
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Crartba 35
1. [TpaBo 4acTHO#M COOCTBEHHOCTH OXPAHSAETCS 3aKOHOM.

2. Kaxnpiii BmpaBe HMETh HMMYIIECTBO B COOCTBEHHO(
BJIaA€CTh, II0JIb30BAaThHCA U paCHOpH)KaTBCH UM KaK €IUMHOJIMYHO, T¢
COBMECTHO C IPYTUMH JIUIIAMH.

3. HuxTo HE MOXET OBITh JIUIIEH CBOETO MMYIIECTBA WHAYE
no peueHuto cyaa. [IpuHyauTenbHOE OTUYKIECHHE UMYIIECTBA
TOCY/IapCTBEHHBIX HYXJ MOXXET OBITh TPOU3BEIEHO TOJIEKO
YCJIOBHH MPEBAPUTEIHHOTO M PABHOLIEHHOT'O BO3MEIIICHUSI.

4. IIpaBo Hace10BaHUS TAPAHTUPYETCS.
Cratba 36

1. Fpaxcz[aHe H HX O6’beI[I/IHeHI/I${ BIIpaB€ HMCETb B YacCT
COOCTBEHHOCTH 3EMIIIO.

2. Brnagenue, monp30BaHue M paclopsHKEHHUE 3eMIIeH U ApyTI
MPUPOJHBIMU pPECypcamMHl OCYIIECTBIIIOTCSI HUX COOCTBEHHUK:
CBOOOJIHO, €CITM ATO HE HAHOCHUT yIepOa OKpyXKalolehd cpeie u
HapylIaeT MpaB ¥ 3aKOHHBIX HHTEPECOB WHBIX JIHII.

3. YcaoBus u NOpAOK IMOJIB30BAHU A 3eMie ONPCACIIAOTCA
OCHOBE (I)C,HepaJIBHOFO 3aKOHa.

Crarbpa 37

1. Tpyn cBoGomen. Kaxnpiii wumeer mpaBo CcBOOO,
pacmopsKaTrbCsi CBOMMH CHOCOOHOCTSIMM K TPYAY, BBIOMpATh
NEesATeTLHOCTH W MPO(hECCHIo.

2. [lpuByIMTENbHBII TPY 1 3aMPEILEH.

3. Kaxnplli nMeeT mpaBo Ha TPyJd B YCIOBHUSX, OTBEYarol
TpeOOBaHUSAM 0€30MaCHOCTH M THTHEHBI, HA BO3HATPAXKICHHUE 33 T
0e3 kakoii Obl TO HHM OBUIO JUCKPUMHUHAIIMKM U HE HI
YCTaHOBJICHHOTO ()efiepalbHbIM 3aKOHOM MHHHMAJILHOTO pa3M
OTUIATHI TPy, a TAK)KE MPABO HA 3aIIUTY OT 0€3pabOTHIIBI.

4. TlpusHaeTcsi mpaBO HAa WHJIWBHUIYAJIbHBIE U KOJUICKTHBI
TPYAOBBIE CIIOPBI C UCIOJIb30BAHUEM YCTAHOBJIEHHBIX (erepaibk
3aKOHOM CIIOCOOOB HX pa3pelIeHus], BKII0Yas MpaBo Ha 3a0aCTOBK}

5. Kaxgaplii wuMeeT mnpaBo Ha OTObIX. Paboraromiemy
TPYJIOBOMY JIOTOBOPY TapaHTUPYIOTCS YCTaHOBJICHHBIC (he/iepabE
3aKOHOM TIPOJOJDKUTENHHOCTh paboyero BPEMEHH, BBIXOIHBIC

npasgHUYHbIC JTHHU, OIIauYMBaCeMBIit G)I(eFOI[HBIfI OTITYCK.

Cratba 38
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1. MarepuHCTBO M JETCTBO, CEMbsl HAXOASTCS MOJ 3alld
TOCyJIapCTBa.

2. 3abota 0 [neTsAX, MX BOCIHUTAHUE - PABHOE IIPaBC
00s13aHHOCTB POJUTENCH.

3. TpynmocnocoOHble neTu, npocturmme 18 mer, mgonx
3a00TUTHCS O HETPYIOCTIOCOOHBIX POAUTEIISIX.

Cratba 39

1. KaxaoMmy rapaHTHpyeTCsl COLHMalbHOE OOECIeYeHue
BO3pACTY, B Cily4ae 00Je3HH, HHBAIUIHOCTH, TOTEPH KOPMHIIbLIA,
BOCIIUTAHMS JIETeH M B UHBIX CIyYasiX, yCTAHOBJIEHHBIX 3aKOHOM.

2. FOCYI[apCTBeHHBIe INEHCMM MW COLUAJIBHBIC I10CO
YCTaHaBJIMBAIOTCS 3aKOHOM.

3. Tloompsitorcss AOOPOBOJIBLHOE COIMAIBLHOE CTpPaxoBar
CO37]aHUE JIOTIOHHUTENBHBIX (OPM COIMATIBLHOTO OOEeCIeUeHHs
011aroTBOPUTEIHLHOCTb.

Cratba 40

1. Kaxnapiii umeer mpaBo Ha xwmiunie. Hukto He Moxer O
ITPOU3BOJILHO JIMIIECH JKUIIALIA.

2. Oprasbl TOCYZapCTBEHHOM BJIAaCTH W OpraHbl MECTH
CaMOYTPABJICHUs MOOLIPSIOT JKUJIMIIHOE CTPOUTENIBCTBO, CO3J:
YCIIOBHUS /Il OCYLIECTBIICHUS MIPpaBa Ha *KUIIUIIE.

3. ManoumynuM, HHBIM YKa3aHHBIM B 3aKOHE TPaXKAar
HY>KAAIOLUMCS B SKWJIHLIE, OHO MPEJOCTaBIAETCS OECIUIaTHO Wil
JOCTYIIHYIO IJIaTy W3 FOCYAApPCTBEHHBIX, MyHUIMIAIbHBIX U JIPY
KIJTUIIHBIX (OHAOB B COOTBETCTBHUH C YCTAHOBJICHHBIMH 3aKOl
HOpMaMH.

Crartba 41

1. Kaxnplii uMeeT npaBo Ha OXpaHy 310pPOBbS M MEIULIUHCE
nmoMouls.  MeaunuHCKas  MOMOUIb B TOCYJIAapPCTBEHHBIX
MYHULMIAIBHBIX  YUPEXKACHUAX 3APABOOXPAHEHHUS  OKa3blBac
rpakgaHaM OecIIaTHO 3a CUET CPEACTB COOTBETCTBYIOIIETO OIOIK
CTPaxOBbIX B3HOCOB, APYTUX MOCTYIUICHHIA.

2. B Poccuiickoit ®@eneparuu GpuHAHCUPYIOTCS (eaepanb
NporpaMMbl ~ OXpaHbl M  YKPCIUICHHs  37I0POBbsS  Haceliet
MIPUHUMAIOTCS MepbI 1o Pa3BUTHIO TOCy/IapCTBCHF
MYHUIUITATBHON, YaCTHOW CHCTEM 3pPAaBOOXPAHCHUS, MOOIIPSIC
JeSITebHOCTD, CIIOCOOCTBYIONIAS YKPEIUIEHUIO 3/I0POBbS UEIIOB(
pa3BUTHIO (DU3MYECKOW KYJIBTYPHl H CIHOPTa, 3KOJIOTHYECKOMY
CaHHUTAPHO-3IUIEMHUOJIOTHYECKOMY OJIaronoyduro.
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3. CokpeITHE MOHKHOCTHBIMU JIUIIAMH (PAKTOB M OOCTOSTEIb!
CO3JAIOLIUX YIpO3y MU XKU3HU U 3J0POBBS JIIOJEH, BICYET 3a CO
OTBETCTBEHHOCTb B COOTBETCTBUU C ()e1€pATIbHBIM 3aKOHOM.

Cratba 42

Kaxxapiii iMeeT mpaBo Ha OJArOMPUATHYIO OKPYKAIOIIYIO CP¢
JIOCTOBEPHYIO MH(OpPMAIMIO O €€ COCTOSHHM W Ha BO3MEIe
yiiepba, HOPUUYMHEHHOTO  €ro  3/J0pPOBbI0 WM  UMYIIEC
9KOJIOTMYECKUM MTPABOHAPYILICHUEM.

Crartbs 43
1. Kaxapiit uMeeT mpaBo Ha 0Opa3oBaHue.

2. Tapantupyrorcs  OOIIEHOCTYITHOCTh M OECIUIATHC
JOIIKOJIBHOTO, OCHOBHOTO OOIIEro W CpeaHero mpogecCuoHaIbH
00pa3oBaHMs B rOCY1apCTBEHHBIX 15RI051 MYHULIUTIAJIb}
00pa30oBaTEeNbHBIX YIPSKACHUSIX U HA MIPEIITPUATHSIX.

3. Kaxplil BipaBe Ha KOHKYPCHOH OCHOBE OECIUIaTHO IOJTyY
BbICIIIEE 00pa30BaHUE B TOCYJAPCTBEHHOM WM MYyHHIIMIIAb]
00pa3oBaTENLHOM YUPEKIACHUH U HA IPEIIPUATHH.

4. OcHoBHOe o0Iee obpazoBaHue 00s3aTenbHO. PomuTenu
aUIa, WX 3aMEHSIoNMe, O00eCmeYNBAIOT MOJNyYeHHE JeT
OCHOBHOTO 00ITIeT0 00pa30BaHMsI.

5. Poccuiickas ®enepaumsa ycraHaBiauBaeT — (eaepab
TOCYAapCTBEHHBIE 00pa30BaTeIbHBIC CTaHAAPTHI, IOAJICPIKHUE
pa3nuyHbie PopMbI 00pa3zoBaHUA U CaMOOOPa30BAHUS.

Crartbs 44

1. Kaxmgomy rapaHTupyercs cBoOOga  JTUTEPATYpPH(
XYJI0KECTBEHHOTO, HAYyYHOr0, TEXHUYECKOTO U JPYruX BH
TBOpPYECTBa, mpenofaBaHus. MHTemnekryanbHas CcOOCTBEHHC
OXpaHsIeTCd 3aKOHOM.

2. Kaxnaplii ©MeeT mpaBO HA y4acTHUE B KYJbTYPHOU KHU3H
MOJIb30BAaHUE YUPEKICHUSMU KYIbTYpBI, Ha JOCTYN K KYJIbTYPE

OECHHOCTSM.

3. Kaxnpiii 00s13aH 3a00TUTHCSI O COXPAaHEHUU UCTOPHUUECKOT
KYJIBTYpHOT'O Hacleusi, 0epedb MaMsTHUKH HCTOPHH U KYJIbTYPHI.

Crartba 45

1. TocymapcTBeHHass 3ammra mpaB U CBOOOJ YEIOBEK:
rpaxkaanuHa B Poccuiickoit denepanny rapaHTUPYETCS.

2. Kaxnaplii BmpaBe 3aluIlaTh CBOM IpaBa U CBOOOIBI BCI
crioco0amH, He 3aNpeleHHBIMHI 3aKOHOM.
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Cratba 46

1. KaxmoMy rapaHTupyeTcs cCyaeOHas 3aim[Mra ero Impar
CBOOO/I.

2. Pemenus wu pelictBus (umm  Oe3neiicTBue) opra
rOCy/1apCTBEHHOW BIJIACTH, OPraHOB MECTHOTO CaMOYIpaBJet
OOIIECTBEHHBIX OOBEAMHEHUNW M JOHKHOCTHBIX JUI[ MOTYT O
00>KaJIoBaHBbI B CY/I.

3. Kaxnplii BIpaBe B COOTBETCTBUM C MEXIyHapOIHE
JIOTOBOPAMH Poccuiickon denepannn oOpatarbcs
MEXI'OCYJTapCTBEHHbBIE OpPIaHbl MO 3alLUTE MpaB U CBOOOJ YENIOB
€CJIM MCUEPIIAHbl BCE UMEIOIINECS BHYTPUTOCYIaPCTBEHHBIE CPEJIC
MPaBOBOM 3aIUTHI.

Crarba 47

1. HUKTO HE MOXET OBITh JIUILEH MpaBa HA PACCMOTpPEHHE
Jena B TOM CyA€ W TeM Cylbed, K IMOACYIHOCTH KOTOPBIX
OTHECEHO 3aKOHOM.

2. OOBuHsIEMbIIl B COBEPIICHUU MPECTYIJICHUSI UMEET MPABC
PaccMOTPEHME €r0 Jielia CYJIOM C y4acTHUEM NPUCSIKHBIX 3aceaare
B CIIy4asiX, MPeIyCMOTPEHHBIX (eepajbHBIM 3aKOHOM.

Cratba 48

1. Kaxgomy  rapaHTupyercss 1paBO  Ha  IIOJIyde
KBaJM(UIIMPOBAHHON  IOPUAMYECKONH  momomu. B ciyw:
IIPEAYCMOTPEHHbBIX 3aKOHOM, IOpHIMYECKas IOMOILb OKa3bIBac
OecIaTHoO.

2. Kaxnpli 3anepkaHHbIA, 3aKIIOUYEHHBIM 1O  CTpa
OOBMHSIEMbIH B~ COBEPUICHUMH  TNPECTYIUICHUS HUMEET IIp
MOJIb30BaThCS ~IMOMOIIBIO  aJBOKaTa (3allUTHUKA) C  MOMeE
COOTBETCTBEHHO 3aJIepKaHUsl, 3aKIIOYEHUs TMOJ CTPaxy
MpEeAbSIBICHUST OOBUHEHHUSI.

Crartbs 49

1. Kaxnpiii 0OBHHSEMBII B COBEPIICHHH MPECTYyIUIC
CUMTACTCS] HEBUHOBHBIM, MOKAa €r0 BUHOBHOCThH HE OyJeT OoKa3ar
IpeIyCMOTPEHHOM (efepaibHbIM 3aKOHOM TOPSIIKE U YCTAHOBI
BCTYIHUBIIKUM B 3aKOHHYIO CUITy IPUTOBOPOM CY/Ia.

2. O0BUHsIEMBIH He 00s3aH JOKa3bIBAaTh CBOXO HCBMHOBHOCTD.

3. HeycTpanumble COMHEHHSI B BHHOBHOCTH JIMIA TOJKYIOTC
M0JIb3y OOBUHSAEMOTO.

Cratba 50
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1. HuxkTo He MOXET ObITh OBTOPHO OCYXJEH 3a OJIHO U TO
HpEeCTyIUICHUE.

2. Ilpu ocCylecTBIEHUH TPABOCYIUs HE  JIOMYyCKag
HCITOJIB30BaHUEC J0Ka3aTcCiIbCTB, MOJTYYCHHBIX C HapyUICH]
(dhenepaabHOTO 3aKOHA.

3. Kaxzaplii OCyXIEHHBIH 3a MPECTYIJIEHME HMEET IpaBo
NEepecCMOTp  IPUTOBOpPA  BBIMIECTOALIMM  CYyJOM B  IOpS)
YCTQHOBJICHHOM (pe/iepaibHbIM 3aKOHOM, a TAaK)K€ MPaBO IMPOCHT
MTOMMWJIOBAaHUH WJIM CMSTYEHUH HaKa3aHUs.

Crartba 51

1. Hukto He 00si3aH CBUAETENILCTBOBATH MPOTHB CE0S cam
CBOErO Cympyra M OJU3KUX PpPOACTBEHHHUKOB, KpYI' KOTO]
omnpenensercs GpenepaabHbIM 3aKOHOM.

2. denepanabHbIM 3aKOHOM MOTYT YCTaHaBIMBATHCS MHbBIE CITY
0CBOOOXKICHHS OT 0053aHHOCTH [1aBaTh CBUIETEIbCKUE MTOKa3aHUsI

Cratbs 52

[MpaBa moTEepHEeBMUX OT MPECTYIUICHUH W 3JI0YMOTpeOIie:
BJIACTBIO  OXPAHSAIOTCS  3aKOHOM. - [ocymapcTBo  oOecriedur
MOTEPHEBIINM JTOCTYIT K MPABOCYAMIO M KOMITCHCAITUIO TPHYNHEHH
yuepoa.

Cratbpi 53

Kaxzpiii nmeer mpaBo Ha BO3MEIIEHUE TOCYJIAPCTBOM Bp(
MPUYNHEHHOTO HE3aKOHHBIMHM  ACUCTBUSIMU (UM Oe3/1eHCTBH
OpPTaHOB TOCYAAPCTBEHHOM BJIACTU WJIU UX JTOJKHOCTHBIX JIULL.

Crtatba 54

1. 3akoH, yCTaHABIUBAIOIIHI W OTSITYaIoL
OTBETCTBEHHOCTb, OOPATHOW CHJIBI HE UMEET.

2. HuKTO HE MOKET HECTH OTBETCTBEHHOCTH 3a JACSHUE, KOTO
B MOMEHT €ro COBEpUICHHs] HE MPU3HABAJIOCh MPAaBOHAPYIICHE
Ecau mocne coBepiiieHus: mpaBoHAPYIICHUS] OTBETCTBEHHOCTh 3a H
YCTpaHEHA WM CMATYCHA, IPUMEHSIETCS] HOBBIM 3aKOH.

Cratba 55

1. Ilepeuncnenne B Koncrurymum Poccuiickoit denepa
OCHOBHBIX IIPaB U CBOOOJ HE JOJDKHO TOJIKOBAThCS Kak OTpHULA
WIA YMaJIeHUE JIPYTUX OOLIeNPU3HAHHBIX MPaB M CBOOOJ YeIOBEK

rpa)<J1aHuHa.

2. B Poccuiickoit denepanuy He TOJIKHBI M31aBAaThCS 3aKO
OTMEHSIOIIME WM yMaJsIoIluMe IpaBa M CBOOOJBI YEIOBEK:

Federalisme di..., Edward Constantine, FIB Ul, 2010



rpa)<J1aHuHa.

3. IlpaBa u cBoOOABI ueJOBEKa M TIpakJaHUHA MOTryT O
orpaHH4eHb! (perepaabHBIM 3aKOHOM TOJBKO B TOH Mepe, B KaKOW
HCOGXOI[I/IMO B MCIAX 3alllUTbl OCHOB KOHCTUTYIHMOHHOI'O CT]
HPaBCTBCHHOCTHU, 3A0POBbsA, IpaB M 3aKOHHBIX HWHTCPCCOB APy
1, obecriedeHust 000POHBI CTPAaHBI M OE30MACHOCTH rOCYapcTBa

Cratbd 56

1. B ycnoBusix upe3BblYallHOTO MOJOXKEHUS A olecreue
0€30IaCHOCTH TPaXKAaH M 3aIIUThl KOHCTUTYLMOHHOI'O CTpOS
COOTBETCTBUM C (hefiepalbHbIM KOHCTUTYIIMOHHBIM 3aKOHOM MC
YCTAQHaBJIMBATbCSl OTAENbHBbIE OrPAHMYEHUS IIpaB M  CBOOOJ
YKa3aHHUEM IIPEJIENIOB U CPOKA UX JCHCTBUS.

2. YUpesBblyaiiHOE 1MOJ0KEHUE HA Bcel Tepputopun Poccuiic
denepallii ¥ B €€ OTHACIbHBIX MECTHOCTAX MOXET BBOJMTHCS
HaJIMYUU 00CTOATENILCTB U B TOpAAKE, YCTAHOBJICHHBIX q)enepam)}
KOHCTUTYLIMOHHBIM 3aKOHOM.

3. He nmomgigexar orpaHWYeHHIO TIpaBa W CBOOO
npeaycMoTpeHnsie ctatbsiMu 20, 21, 23 (wacts 1), 24, 28, 34 (ue
1), 40 (wacts 1), 46 - 54 Koncrurynuu Poccuiickoit denepanun.

Crartbsa 57

Kaxnplii 00s13aH MJIATUTh 3aKOHHO YCTAHOBJIEHHBIE HAJIOT]
cOOpbI. 3aKOHBI, YCTaHABIIMBAIOMINE HOBBIEC HAJIOTY UJIU YXY/IIIAI0I
MOJI0’KEHHE HAJIOTOIIATEIbIIUKOB, 00PATHOMN CHIIBI HE NMEIOT.

Cratba 58

Kaxnprii 00s3aH COXpaHATh MPUPOIY M OKPYIKAIOIIYIO CP¢
OCpeKHO OTHOCUTHCS K PUPOTHBIM OOTAaTCTBAM.

Crartbda 59

1. 3ammra OreuecTBa SBISIETCA JOJIOM U OO0S3aHHOC
rpaxkaanuHa Poccuiickoilt @enepanuu.

2. I'paxnannn Poccuiickoit denepany HECET BOEHHYIO CIIY:
B COOTBETCTBUM C (heiepaIbHBIM 3aKOHOM.

3. I'paxnannn Poccuiickoii dexnepanum B ciydae, €cCiu
yOeXKACHUSIM WU  BEPOUCIOBENAHUIO TPOTUBOPEUUT HeEce
BOCHHOW CITy’)KOBI, a2 TaK)K€ B HMHBIX YCTAaHOBIICHHBIX (hemepalbe
3aKOHOM CJIy4yasXx HWMEEeT IpaBO Ha 3aMEHy €€ albTePHATHUB
IpakJaHCKOH CITy>KOO0H.

Cratba 60
I'paxxmanun Poccuiickoit denepanuu MOXKET CaMOCTOSATEN
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OCYIIECTBIISITh B TOJTHOM OOBEME CBOM TpaBa M OOSI3aHHOCT
18 ner.

Cratba 61

1. I'paxnanun Poccuiickoit denepanyi He MOXKET ObITh BBIC
3a npenensl  Poccuiickoit ®enepauMu  WIM  BBIAAH  JIPYTY
roCyAapCTBY.

2. Poccuiickas denepanus rapaHTUPyeT CBOMM TIpakaal
3alUTy U OKPOBUTENBCTBO 3 €€ MPEEIIaMU.

Crarbi 62

1. TI'paxpanun Poccuiickoit ®Denepanui MOXKET UV
IrPaKJAHCTBO MHOCTPAHHOTO TOCYAAapCTBa (ABOMHOE Tpa)KIaHCTB(
COOTBETCTBUH C (elepalbHBIM 3aKOHOM WJIM  MEXTYHapOIF
noroopoM Poccutickoit deneparum.

2. Hammune y rpaxnanuHa Poccuiickoir  Denepa
TPaX/AHCTBA MHOCTPAHHOI'O TOCY/IapCTBAa HE yMallAeT €ro Ipa
cBOOOI M HE OCBOOOXKHAET OT OOSI3aHHOCTEH, BBITEKAIOIINX
POCCHUICKOTO ~ TPaKIaHCTBA, €CIM WHOE HE TPEIyCMOTP
(bCI[epaJ'IBHBIM 3aKOHOM nJim MC)KIIYHapOI[HI)IM I[OFOBO]
Poccuiickoit @enepanuu.

3. MWHocrpaHHble TpaxigaHe U Juna 0e3 IpaxaaHc
none3ytorcsi B Poccuiicko ®enepanuu  npaBaMH M HE
0053aHHOCTH HapaBHe ¢ rpaxgaHamu Poccuiickoit @enepannu, Kp
CILy4aes, YCTaHOBJICHHBIX (benepanbHbIM 3aKOHOM
MEXAyHapOoAHbIM gorosopoM Poccuiickoin @enepanuu.

Cratbi 63

1. Poccuiickas ®exaeparusi NpPeIOCTABISIET MOJIUTHYEC
yOeXullle MHOCTPAHHBIM TpakJaHaM M JMlaM 0e3 Tpa)<IaHCTB
COOTBCTCTBHH C OOIICTIPU3HAHHBIMA HOPMaMH MEXKIYHAPO/IH
npasa.

2. B Poccuiickoit ®@enepanun He AOIMYCKAeTCsl BblAada ApY.
roCy/apcTBaM JIMII, MPECIEAYEMBIX 3a MOJUTHYECKHE YOESKICHU:
TakKe 3a JeWcTBUs (WM Oe3elCTBHE), HE MPU3HABACMBIC
Poccutiickoit @eneparuu npectyruieHueM. Brimaua i, oOBUHSIEN
B COBEpUICHUU MPECTYIUICHUS, & TAKXKE Iepefadya OCYKICHHbBIX
OTOBIBaHUS HaKa3aHUs B JIPYTUX TOCYIAPCTBAX OCYIICCTBIISIOTCS
OCHOBe (permepaqbHOTO 3aKOHA WM MEXAYHApPOIHOTO JIOTOB
Poccuiickoit @enepanuu.

CraTtba 64

[TonoxxeHns HacTOSALIEN TJIaBbl COCTABIISIIOT OCHOBBI IIPABOB
craryca ymuyHoctd B Poccuiickoit denepanuu U HE MOTyT 0O
W3MEHEHbl HHAaye KaKk B IOPSAAKE, YCTAHOBIEHHOM HacCTOSI
Koncturyuuei.
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AndaBuTHO-NpeaMETHbIV yKasaTerb
ABBIrdX3MKIMHONPCTY dULUYA

KoHcTuTyums | Ontudeckas konus | FocyaapCTBEHHbIE CUMBONbI |
MoctaHoBneHusa KC | MNMocTtaHoenernne BC
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ITouck: [+ ]

KoHcTtutyumsa Poccumnckon
Pepnepauun

Pas3pen I:

MaBa 1
OcCHOBBbI KOHCTUTYUMOHHOIO
cTpos
(ct. 1-16)

naBa 2
[MpaBa 1 cBo6OObI YernoBeka

KOHCTUTYIUA
POCCHUCKOM

N rpaxkgaHuHa
(cT. 17-64)

Masa 3
degepaTmBHOE YCTPONCTBO

(cT. 65-79)

naBa 4
[Mpe3ngeHT Poccuimckon
depepaunn
(cT. 80-93)

naBa 5
depepanbHoe CobpaHue

(cT. 94-109)

naBa 6

[NpaBuTENBLCTBO
Poccuickon ®epgepaumm

(ct. 110-117)

naBa 7
CynebHas BnacTtb

(ct. 118-129)

naBa 8
MecTHOEe camoynpasrieHne

(cT. 130-133)

naBa 9
KOHCTUTYLIMOHHbIE
nonpaBK/ U NepecMoTp

KoHCTUTyLIMK
(cT. 134-137)

Pasgen Il:
3aknto4nTenbHble 1

AndaBunTHO-NpeaMETHbI
ABBIrAgX3MNKITMHONPCT

Pycckun | English | Franca

OE/IEPAIIUN

. C

I'maBa 3. @enepaTUBHOE yCTPOMCTBO
Crartbsa 65

1. B cocraBe Poccuiickoit denepanun HaxoAsTcs cyObe
Poccuiickoii ®denepanumu:

Pecny6niuka Anpires (Ansiresi), Peciybnuka Antaif, Pecry6n
Bamkoprocran, PecmyOmmka Bypstus, Pecnybmuka [larec
Pecniyonmuka Wuarymerns, KabGapauno-bankapckas Pecmy6m
Pecnybmuka  Kanwmeikmst,  KapauaeBo-Uepkecckas — Pecmy6m
Pecniyonmuka Kapenms, Pecny6omuka Komu, Pecriybnmka Mapwii
Pecnybnuka MoppoBusi, Pecnybnuka Caxa (Sxyrtus), Pecry0n
Cesepnass Ocerust - Ananusi, PecmyOnuka Tarapcran (Tartapct
Pecniybnuxa TriBa, Yamyprckas PecryOnmka, PecyOnmka Xakac
Yeuenckas PecnyOnuka, UyBanickas Pecriy6nnka - UyBarmms;

Anraiicknii kpaii, KpacHomapckuii kpaii, KpacHospckuii Ki
[pumopckuii kpaid, CTaBpomnonbCKkuii Kpaii, XadapoBCKuil kpai;

AmMmypckas obmacts, ApXaHreibckas o00J1acTh, AcCTpaxaHc
obmacth, benropoackas obmacte, bpsiHckas o6nacts, Bragmvupc
obmacte, Bomrorpaackas  obmacte, Bosmoromckas — obina
Boponexckass obnacth, MBaHoBckast oOnacth, MpkyTckas obmas
Kannamnarpaackas o6mnacte, Kamyxkckas o6macte, Kamuatc
obmacth, KemepoBckas obnacte, Kuposckas obmacts, Koctpomc
obnacte, Kypranckas oGnacts, Kypckas oGnacts, JleHunrpasmc
obnacth, Jlumenkass oOjacth, MaragaHckas o001acTb, MOCKOBC
obmactb, MypMmaHckas ~ oOmacte, Hwmxeropoackas  obna
Hosropoackas o6nacts, HoBocubupckast obmacts, OMckas o6na
Openbyprckas o0nacte, OpioBckas obnacts, [leHzeHckas oOna
Ilepmckass ob6macth, IlckoBckast o6mactb, PocToBckas o0ma
Psizanckas o6macte, Camapckasi oOmnacth, CaparoBckasi o0mas
CaxanuHckas obnacts, CBepanioBckas 0bmactb, CMoneHckas o0mas
TamOoBckas obOnacte, TBepckas oOnactb, Tomckas oOna
Tynbckas oOnact, TromMeHckas o00nacTh, YIbsSHOBCKas o0a
Yensbunckas o61acth, YutuHCKass 001acthb, SpocnaBckasi 00J1acTh

Mocksa, Cankr-IletepOypr - ropona denepanbHOro 3HaUYCHUS

EBpeiickas aBToHOMHAas 00J1aCTh;
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nepexogHble NMoJ1IoXKeHndA

CnpaBka

a 3
INTERMNET

YYACTHWEK
/

AruHckuil Bypstckuii aBToHOMHBIN Okpyr, Komu-Ilepmsin
aBTOHOMHBIM OKpyr, Kopsikckuil aBTOHOMHBIH OKpyr, Hener
aBTOHOMHBIN OKpyT, TanMbIpckuii (lonrano-HeHnenkuii) aBTOHOME
okpyr,  Ycrb-OpablHCckuid  BypsTckuil  aBTOHOMHBIH  OK]
Xantbl-MaHculickuii  aBTOHOMHBIM  Okpyr - [Orpa, UYyxkotc
ABTOHOMHBIN OKpYT, OBEHKUICKUI ABTOHOMHBIN OK]
Smano-Henenkuii aBTOHOMHBINA OKPYT.

2. Ilpunsatue B Poccuiickyro @enepanuio u obpazoBaHue E
COCTaB€ HOBOTO  CyOBEKTa  OCYIIECTBISIOTCA B IOPS)
YCTQHOBJICHHOM (pe/iepaibHbIM KOHCTUTYLIHOHHBIM 3aKOHOM.

Cratba 66

1. Craryc pecnybmuku  ompezgensercss  KoHCTHUTYI
Poccutickoii denepariuy 1 KOHCTUTYIHEH PeCITyOINKH.

2. Craryc Kkpas, obOiactu, roponaa (denepaibHOro 3HaAYCH
aBTOHOMHOI  00NacTH, AaBTOHOMHOTO  OKpyra  ONpemelsc
Koncturyuueit Poccuiickoit @enepannu u ycraBoMm Kpas, o0ac
ropoja ¢eaepalibHOTO 3HAYeHHs, ABTOHOMHOM 00J1aCTH, aBTOHOMH
OKpyTa, MPUHUMAEMBIM 3aKOHOJATEIbHBIM (IIPEACTABUTEIIbH]
OpPraHOM COOTBETCTBYIOIIETro cyObekTa Poccuiickoii demeparium.

3. Tlo mpencTaBIeHUIO 3aKOHOIATEIBLHBIX M HWCTIOJTHHUTEIbI
OpraHOB aBTOHOMHOW OOJAcTH, aBTOHOMHOTO OKpyra MOXKeET O
NpuHIAT (eaepaabHbli 3aKOH 00 aBTOHOMHOI 00JacTH, aBTOHOMI
OKpyTe.

4. OTHOLIECHNSI aBTOHOMHBIX OKPYI'OB, BXOJSILIUX B COCTaB K
WK 00JIaCTH, MOTYT pPEryJnpoBaThcsl (enepalbHbIM 3aKOHOM
JIOFOBOPOM MEKIy OpraHaMU FOCYAapCTBEHHOW BJIACTH aBTOHOMH
OKpyra U, COOTBETCTBEHHO, OpraHaMH rocyJapCTBEHHOM BIIACTH K
i 001acTy.

5. Craryc cyoOwekra Poccuiickoit ®Deneparuu MoxeT 0
W3MEHEH M0 B3auMHOMY corjacuro Poccuiickont ®enepauny
cyobekta Poccuiickoit deneparyin B COOTBETCTBHM C (perepaibk
KOHCTUTYIIMOHHBIM 3aKOHOM.

Tocmanoenenue Koncmumyyuonnozo Cyoa PD no deny o moakosanuu yacr
cmamoi

Cratba 67

1. Teppuropust Poccuiickoii denepanyu BKIOYAET B C
TEPPUTOPUU €€ CYOBEKTOB, BHYTPEHHHE BOJbl M TEPPUTOPUAIb
MOp€, BO3AYLIHOE IPOCTPAHCTBO HAJl HUMH.

2. Poccumiickas ®enepanus o0jagaeT CyBepEHHBIMHU TIpaBaM
OCYHICCTBJIACT HOPUCAUKIUIO HAa KOHTHHCHTAJIbHOM IJ_IG.HB(I)C 1
HCKJIIOUUTENIBHON 3KOHOMHYECKOM 30HE Poccuiickoii denepamu
nopsake, omnpenenseMoMm (eaepaabHbIM 3aKOHOM M HOPM:
MEX1yHapOAHOIO IIpaBa.
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3. I'panunsl Mexay cyObexTamu Poccuiickoit denepanun mMc
OBITh U3MEHEHBI C X B3aUMHOT'O COTJIACHSI.

Cratba 68

1. I'ocynapctBeHHbIM si3bikOM Poccuiickoit deaepannu Ha B
€€ TEPPUTOPHH SBIISIETCS PYCCKHI SI3bIK.

2. PecniyOnuku BmpaBe yCTaHABIMBATh CBOM TOCYJIaPCTBEHI
a3bIkd. B opraHax rocynapCTBEHHOM BIIaCTH, OpraHax MECTH
CaMOYIPAaBIIEHUS, TOCYIAPCTBCHHBIX YUPEIKIACHHUSIX PECIyOJIUK
YHOTPEOISAIOTCS HApSAAY C TOCYAapCTBEHHBIM SI3bIKOM Poccwuiic
denepanuu.

3. Poccuiickas @enepaiuisi rapaHTUPYET BCEM €€ HapoJiam IIp
Ha COXPaHEHHE POJHOTO SA3bIKa, CO3/IaHUE YCIOBUM JIJISl €T0 U3yye
U pa3BUTHS.

Crarbpa 69

Poccuiickas — @epepauns rapaHTtupyeT IIpaBa  KOpPEHI
MaJIOUYMCIICHHBIX HApOAOB B COOTBETCTBHM C OOIIETPU3HAHHE
IPUHOMAIIAMA W HOPMAaMH  MEXIYHAapOJHOIO  IIpaBa
MEXKAyHapoAHbIMH Torosopamu Poccutickont @enepanuu.

Cratsa 70
1. TocymapctBennbie (Quar, repd u rumH Poccuiic
Denepaliin, X OMHCAHUE U MOPSIOK O(UIIMATHFHOTO UCIIOIB30Ba

YCTaHaBJINBAIOTCs (l)eﬂepaHBHI)IM KOHCTUTYIHOHHBIM 3aKOHOM.

2. Cronuueit Poccuniickoit @enepanuu sBiseTcst ropoa Moci
Craryc CTOJUIBI yCTaHABINBACTCS (heepaTbHBIM 3aKOHOM.

Cratbs 71
B Benennu Poccuiickon @enepauny HaXOATCS:

a) mnpunatue u u3MmeHenne Konctutymuu Poccuiic
Oenepannn u peneparbHbIX 3aKOHOB, KOHTPOJIb 33 UX COOTIOCHU!

0) deneparuBHOe ycTpoiicTBO U Tepputopus Poccuiic
denepauuu;

B) pEryJMpOBaHHWE W 3allUTa IpPaB M CBOOOJ YEIOBEK:
rpakJaHuHa; rpak1aHCTBO B Poccuiickou ®denepan
peryJIUpOBaHKE U 3alIUTa MIPaB HAIIMOHAIBHBIX MEHBIITHHCTB;

r) YCTaHOBJICHHE CUCTEMBI (benepanbHbIX opra
3aKOHOJATEIbHOM, UCTIONHUTENILHON U CyZeOHON BIIACTH, TMOPSIKE
OpraHu3alMy ¥ JACITeIBHOCTH; (opMupoBaHue (emepabl
OpPraHoOB IOCyIapCTBEHHOMU BJIACTH;
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1) deaepanbHasi TOCYIapCTBCHHAS] COOCTBEHHOCTh M YIIPaBJIe
ero;

€) YCTaHOBJICHHE OCHOB (peiepaabHOM MOJUTUKHU U (penepatb]
MporpaMMbl B OOJACTH  TOCYJIApPCTBEHHOTO, AKOHOMHYECK(
9KOJIOTUYECKOTO, COLMAIBHOTO, KYJIBTYPHOTO ¢ HAIMOHAIbH
pa3Butus Poccuiickon @enepannu;

) YCTaHOBJCHHWE TPABOBBIX OCHOB  EIHHOTO  DBI
(uHAHCOBOE, BATIOTHOE, KPEIUTHOE, TAMOXXCHHOE DEryJIHpOBaF
JACHCXKHAas1s OJOMUCCHUsI, OCHOBBI IICHOBOI>'I TIOJINTHUKH, @eﬂepanbl
SKOHOMUYECKHE CITyKObI, BKJTtouas (penepanbHbie OaHKH;

3) denepanbHbi OrOKET; ¢eaepalbHble HAIOTH W c0O
(benepanbHbie POHIBI PETHOHATBLHOTO PA3BUTHS;

W) (QemepanbHble  DHEPreTUYECKHE  CHUCTEMBI,  sIIEP

JHEPIeTHKa, PpacIIEmISOLIECS MaTepuabl; benepanb
TPAHCIOPT, MYTH COOOMICHUS, NH(OPMAIHS U CBS3b; JCATEIHBHOC]
KOCMOCE;

K) BHEIIHSS  I[ONUTHKA W  MEKIyHApOIHBIE OTHOIIE
Poccuiickoit ®denepanuun, MexayHapoaHble I0roBopbl Poccuiic
deepannu; BOIPOCH BOMHBI U MUPA;

J1) BHEIITHEDKOHOMUYECKHe oTHoIeHus: Poccuiickoit denepair

M) oOopoHa U 0e€30I1aCHOCTb; OOOPOHHOE IPOU3BOJC
OTIpeIeNICHUe TIOPSAIKA TPOJIAKHA U TOKYIIKH OpYKHsI, Ooempurac
BOCHHOW TEXHHWKH W JPYroro BOCHHOT'O MMYILIECTBA; MPOHM3BOJC
STOBUTBHIX  BEIECTB, HAPKOTHYECKUX CPEIACTB U TOPSIOK
WCTIOJh30BAHUS;

H) OIpezeieHNe cTaTyca U 3alluTa TOCyIapCTBEHHON I'paHU
TEPPUTOPHATBHOTO Mop4, BO3JIyIITHOTO pPOCTPaHC
UCKJTFOUNTEIBHON  3KOHOMHUYECKOH 30HBI W  KOHTHHEHTAJbH
menbda Poceniickoit @enepanui;

0) CYIOYCTpPOWCTBO; TMPOKYypaTypa; YTroJOBHOE, YTOJIOE
MpoIecCyalibHOE M YTOJIOBHO-MCIIOJIHUTEIFHOE 3aKOHOAATENbC”
AaMHHCTUST ¥ TOMHWJIOBaHHME;  TPAXIAHCKOE,  TPaKIaH(
mporeccyabHOe U apOUTPaKHO-TIPOIIECCYaTbHOE 3aKOHOAATEINbC
NPaBOBOE PEryJIMPOBAHUE HHTEIICKTYAIbHOW COOCTBEHHOCTH;

1) dhenepaibHOE KOJUTM3NOHHOE MPaBO;

p) Mereopoyiornyeckas — ciyxk0a, cTaHAapThl,  3Tajo
MeTpHyecKas CHCTeMa W HCUYHUCICHHE BpPEMEHH; TeO0Je3Hs
KapTorpadus; HAaUMEHOBAHHUS reorpapuuecKux 00BeK”

o(HUIIMaNBHBINA CTATUCTHYECKUH U OyXTalTepCKUH YUET;

C) rocyJapCTBEHHbIE Harpajabl M MoYeTHbIE 3BaHMs Poccuiic
denepanuu;
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T) ¢enepanibHas Tocy1apCcTBEHHAsI CITyk0a.

Hocmanoenenue Koncmumyyuonnozo Cyoa PD no deny o moakosanuu cma
71 (nynkm "2"), 76 (wacmo 1) u 112 (vacm

Cratba 72

1. B coBmMectHOM Benenun Poccuiickoit deaepannu 1 cCyOnek
Poccuitckoit denepanuy HaxXoAATCA:

a) o0ecreuyeHne COOTBETCTBUS KOHCTUTYIMH M  3aKO
peciyOIIK, YCTaBOB, 3aKOHOB U MHBIX HOPMAaTUBHBIX MTPABOBBIX aK
KpaeB, oOnactedd, TopoaoB (eaepasbHOr0 3HAYCHHS, aBTOHOM
obmactu, aBTOHOMHBIX OKpyroB Koncturynmuum  Poccuiic
Odenepanun u eaeparbHbIM 3aKOHAM;

6) 3alluTa [1paB u CBO6OI[ YCJIOBCKA U I'paKAaHWHA,; 3alllUTa Il

HAaIlMOHAJIBHBIX MCHBIIIMHCTB, oOecrieueHne 3aKOHHO(
MPaBOIOPSIIKA, OOMIECTBEHHON 0€30MaCHOCTH; PEKHUM IOTPaHUYL
30H;

B) BOIPOCHI BJIaJIEHUs, MOJI30BAHUS U PACIIOPSIKEHUS 3€MJ
HeJlpaMH, BOJHBIMU ¥ JPYTUMU IPUPOIHBIMU PECYPCAMU;

I') pa3rpaHUYeHUE roCyAapCTBEHHON COOCTBEHHOCTH;

) TPUPOIOIOJIL30BAHUE; OXpaHa OKPYXKAIOUIEH Cpelbl
o0ecreyeHne HKOJOTMUECKOM O€30MacHOCTH; 0c000 OXpaHser
NPUPOIHBIC TEPPUTOPUH; OXPaHa MAMATHUKOB UCTOPUU U KYJIBTYD:

€) oOmme BOMPOCHI BOCIMTAHWSA, OOpa30BaHHA, HA)
KYJIBTYPBI, GU3NICCKOHN KyJIbTYPBI M CIIOPTA;

) KOOpAMHAIMs BOMPOCOB 3/PaBOOXPAHCHUS; 3allUTa CEM
MaTepUHCTBA, OTIOBCTBA M JIETCTBA; COIMAJbHAs 3allUTa, BKIIIO
COI[MAJILHOE 00ECTICUeHHE;

3) ocyuiecTBieHHe Mep 1o Ooprbe ¢ KkaracTpoda
CTUXMHHBIMH  OCICTBUSIMH,  JNUACMUSIMHU,  JUKBUIAIMS
MOCJICACTBUI;

M) YCTAaHOBJIEHHE OOIMX MPUHIMIIOB HAJIOTO000I0KEHUS
coopoB B Poccuiickoit @eneparuu;

K) aJIMHHHCTPATHUBHOE, aJMHHHUCTPATHBHO-TIPOIECCYyalIb
TPYJIOBOE, CEMEWHOEe, JKUJHUIIHOE, 3€MEJIbHOE, BOJHOE, JIeC
3aKOHOJIaTEILCTBO, 3aKOHOAATEIbCTBO O HeEApax, o0 oxp
OKpYKAroIIel Cpebl;

Jd) Kaapbl CcyAeOHBIX M  IPaBOOXPAHUTENbHBIX Oprar
aJIBOKaTypa, HOTapuar;

M) 3alUTa UICKOHHOMN cpelibl OOUTaHUS U TPAIUIMOHHOTO 00f
JKM3HH MaJIOYHUCIIEHHBIX STHUYECKUX OOIIHOCTENH;
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H) YCTAHOBJICHHE OOIIMX MPHHIIMIIOB OPTraHU3aIMU CHCTE
OpraHoOB IOCY/IapCTBEHHOMN BJIACTU U MECTHOT'O CaMOYIIPABIICHUS;

0) KOOpAMHALMA MEXIYHapOAHBIX U BHEIIHEIKOHOMHYEC
CBsI3el CyOBEKTOB Poccuiickoi denepanuu, BBIIIOJIHE
MEKIyHApOAHBIX A0roBopoB Pocculickoit denepanumu.

2. llomoxeHusi HacTosimlell CcTaTbu B  PaBHOM M
pacmpocTpaHsIOTCs Ha  pecmyOiuKd, Kpas, o0yiactu, Trop
(dhenepasbHOTO 3HAYCHUS, aBTOHOMHYIO 00J1aCTh, aBTOHOMHBIE OK]!

Cratba 73

Bne npenenos Benenus Poccuiickoit denepanuu U MOJIHOMO
Poccuiickoii ®epepanuyu 1Mo MNpeaMeTaM COBMECTHOTO Bee
Poccuiickoit ®enepaunu u cyobektoB Poccuiickoit ®Denepal
cyonekTel Poccumiickoit ®Denepanuu  00agar0T BCEH  MTOJIHO
roCyAapCTBEHHON BIIACTH.

Crarba 74

1. Ha tepputopuu Poccuiickoii ®denepanun He 0MycKae
YCTQHOBJICHHE TaMOXKEHHBIX IPAHULL, MOILIMH, COOPOB U KaKUX-JI
VHBIX MPEMATCTBUN /JIsi CBOOOJHOTO TIepeMeIleHHsI TOBAPOB, YCIY
(MHAHCOBBIX CPEJICTB.

2. OrpaHuueHUs TEpEMENIEHNs TOBApOB M YCIYyI MC
BBOAUTLCS B COOTBETCTBUM C (DeAE€PATbHBIM 3aKOHOM, €CIH
HEOOXOAMMO i1 oOecreucHUs O€30MacHOCTH, 3allUThl KU3HI
3IIOPOBBS JIIO/ICH, OXpaHBI TIPUPOJBI U KYJIETYPHBIX IEHHOCTEH.

Crarpa 75

1. Jlene:xxnout enunHuner B Poccuiickoit Denepauuu sBIIsie
pyOib. JIcHe)KHast AMUCCHSI  OCYMISCTBISICTCS  MCKITFOUUTEIT
entpansaeiM ~ 6ankomM Poccuiickori ®Denepanuu. Baemenue
aMHUcCHs apyrux aeHer B Poccuiickoit denepanuu He AOMYCKAOTC!

2. 3amuTa U o0ecrieueHHWEe YCTOMYUBOCTH PyOJisi - OCHOB
¢bynkus LeatpansHoro 6anka Poccuiickoit denepannn, KOTOPYK
OCYIIECTBIISICT HE3aBHCUMO OT JPYTUX OpPraHOB TOCYIapCTBEH
BIIACTH.

3. Cucrema HaJIOroB, B3UMaeMbIX B (hefepalibHbIH OrOKe!
o0Iye NPUHIMIIEI HAIOroodnoxkeHust u cbopoB B Poccuiic
denepanyy ycTaHaBIMBAIOTCS (eiepaIbHBIM 3aKOHOM.

4. TocynapcTBeHHble 3aliMbl BBIIYCKAlOTCSI B  IOPS)
ompenenseMoM  (enepaibHbIM  3aKOHOM, M Pa3MEeIaloTCs

TO0OPOBOJIBHON OCHOBE.

Cratba 76
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1. TIlo npenveram BexeHusi Poccuiickoit  ®Penepa
MPUHUMAIOTCS  (eiepabHbIE  KOHCTHTYIIMOHHBIE  3aKOHBI
(dbenepasibHBIC 3aKOHBI, HMMEIONIME TPSIMOE JEHCTBUE Ha B
teppuropun Poccuiickon denepannu.

2. Ilo mnpeameram coBMecTHOro BeneHus Poccuiic
Qeneparun 1 cyObekToB  Poccuiickoit  ®exepanuu  u3naK
(denepasbHBIC 3aKOHBI W TMPUHUMAEMbIe B COOTBETCTBUU C HI
3aKOHBI W UWHBIE HOPMATHUBHBIE TIPABOBBIE AaKThl CYObBEK
Poccuiickoit ®enepanuu.

3. @enepalibHble  3aKOHBI HE  MOTYT  IPOTHUBOpEY
(denepaabHBIM KOHCTUTYIHOHHBIM 3aKOHAM.

4. Bue npenenoB Benmenuss Poccuiickoit = Denepar
coBMecTHOTO BeaeHusi Poccuiickort ®enepanuu U CyObeK
Poccuiickoit @eneparun pecnyOnuku, Kpas, o00JacT, Top
(denepaabHOr0 3HAUCHUS, aBTOHOMHAsT 00J1aCTh U aBTOHOMHEBIE OK[
OCYIIECTBIISIFOT COOCTBEHHOE IIPABOBOE PETyIHMPOBAHUE, BKIIIQ
MPUHITHE 3aKOHOB U MHBIX HOPMATHUBHBIX ITPABOBBIX AKTOB.

5. 3aKkoHbI M WHBIE HOPMATUBHBIE NPABOBBIE AKTHI CyOBEK
Poccuiickoit ®enepanuu HE MOTYT IPOTHUBOPEUMTH (perepalnbr
3aKOHaM, MPHUHATBIM B COOTBETCTBHM C 4acTsAMM IIEPBOH U BTO
HacTosIIeH cTaTbu. B ciaydae mpoTmBopeuus: MexIy Qenepaibr
3aKOHOM M WHBIM aKTOM, M3laHHbIM B Poccuiickoit ®Denepar
JelicTByeT (eiepaabHblil 3aKOH.

6. B cinywae mportuBopeumsi MeXay ¢deaepalbHbIM 3aKOHO!
HOpPMATHUBHBIM IIPABOBBIM aKTOM cyObekra Poccuiickoit ®@enepar
W3/IaHHBIM B COOTBETCTBHU C YAaCTBIO YETBEPTOM HACTOAIIEH CTa
JIeCTBYEeT HOPMAaTUBHBIN NpaBoBoi akT cyObekra Poccuiic
denepanuu.

Ilocmanoesnenue Koncmumyyuonnoco Cyoa P® no deny o monkosanuu cma
71 (mynkm "2"), 76 (uwacmo 1) u 112 (vacm

Crarea 77

1. Cucrema oOpraHoB TroOCYyAapCTBEHHOW BJIACTH peciy0s
KpaeB, obOnactedd, roposoB ¢eaepaqbHOr0 3HAYCHHS, ABTOHOM
001acTH, aBTOHOMHBIX OKPYI'OB YCTaHaBIMBAETCA CYOBEKT:
Poccuiickoii  @enepauuu  caMOCTOATENBHO B COOTBETCTBUU
OCHOBaMHM KOHCTUTYLIMOHHOTO CcTposs Pocculickoii ®@enepannr
OOIMMHU  NPUHOMIIAMH  OpraHu3allud  HPEeICTaBUTENIBHBIX
HCIIOJTHUTEIIbHBIX OpraHoB roCyapCTBEHHOMN BJIA(
YCTAHOBJICHHBIMU (peJiepabHbIM 3aKOHOM.

2. B mpenenax Beaenus: Poccuiickoit denepaiiuu v moJIHOMO
Poccuiickoit ®epepanuu 1Mo NpeaMeTaMm COBMECTHOTO Bee
Poccwmiickoit ®enepanmu u cyObekToB Poccuiickoit ®Denepa
denepanpHBle  OpraHbl  WCIOJHUTEIBHOHW BIACTH W OpT:
UCTIOMHUTENbHOM BrnacTH cyOwekToB Poccuiickoit  denepal
00pa3yroT eANHYI0 CHUCTEMY HCIIOJIHUTEIBHON BJIaCTH B Poccwmiic
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®denepanuu.
Cratps 78

1. ®enepanbHble OpraHbl HCHOJIHUTEIBHOW  BJIACTU
OCYIIECTBJICHUSI CBOMX TIOJHOMOYMA MOTYT CO3[aBaTh C
TEppUTOpUANIbHBIE  OpraHbl M  Ha3HA4aTb  COOTBETCTBYIOL
JOJIKHOCTHBIX JIMII.

2. @enepanbHble OpPraHbl HUCHOJHUTEIBHON  BIACTH
COTJIAIICHUIO C OpraHaMH HWCIIOJHUTENBHON BJIACTH CyOBEK
Poccuiickoit ®depeparun MOryT mepeAaBaTb MM OCYIIECTBIIE
YaCTU CBOMX MOJIHOMOYMM, €CIU 3TO HE MPOTUBOpeYUT KOHCTUTY!
Poccuiickoit @enepannu u heaeparbHbIM 3aKOHAM.

3. Opransl HUCHOJHUTENBHOW BiacTu cyOBekToB Poccuiic
depepauuy [0  COMMALICHUIO C  (elepaJbHBIMH  OpIaH:
WCIIOJIHUTEJILHOM BIACTH MOTYT IepefaBaTb WM OCYILECTBIIE
YaCTU CBOMX ITOJTHOMOYUH.

4. TIlpesugent Poccuiickoii Penepauuu u IlpaBurensc
Poccuiickoit  ®eneparuu  00ecreynBalOT B COOTBETCTBUH
Koncrurynuen Poccuiickoit Denepannu OCYILECTBIIE
MOJIHOMOYUM  (eiepanbHOM TOCYJNAapCTBEHHOM BJIACTH Ha B
tepputopuun Poccuiickoit deneparun.

Crarpa 79

Poccutickas Denepauyst MOXKET y4acTBOBAaTh
ME)KIOCyIapCTBEHHBIX OOBEAMHEHMSIX U Mepe/laBaTb UM 4acTh CB
[IOJIHOMOYHUH B COOTBETCTBUU € MEKAYHAPOIHBIMU JI0TOBOPAMH, €
9TO HE BJIEYET OIPAaHUYEHHUs [paB M CBOOO] YEJIOBEKAa U IpakKaaH
Y HE IPOTUBOPEUYUT OCHOBAM KOHCTUTYLMOHHOIO cTposi Poccuiic
Qeaepannu.

4 C
AndpaBuTHO-NpegMeTHbIN ykasaTenb

ABBIroaX3MKJITIMHONPCTY ®ULUYA

KoHcTuTyums | Ontudeckas konus | FocyaapCTBeHHbIE CUMBOSbI |
MocTtaHoBneHuns KC | MNocTtaHosneHvne BC

© "T'apant-Unreprer" , ropuamdeckas oopadotka: HIIIT "TapanT-Cepsu
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ITouck: [+ ]

KoHcTtutyumsa Poccumnckon

KOHCTUTYIUA
POCCHUCKOM

Pepnepauun
Pas3pen I:

MaBa 1
OcCHOBBbI KOHCTUTYUMOHHOIO
cTpos
(ct. 1-16)

naBa 2
[MpaBa 1 cBo6OObI YernoBeka

N rpaxkgaHuHa
(cT. 17-64)

Masa 3
degepaTmBHOE YCTPONCTBO

(cT. 65-79)

naBa 4
[Mpe3ngeHT Poccuimckon
depepaunn
(cT. 80-93)

naBa 5
depepanbHoe CobpaHue

(cT. 94-109)

naBa 6

[NpaBuTENBLCTBO
Poccuickon ®epgepaumm

(ct. 110-117)

naBa 7
CynebHas BnacTtb

(ct. 118-129)

naBa 8
MecTHOEe camoynpasrieHne

(cT. 130-133)

naBa 9
KOHCTUTYLIMOHHbIE
nonpaBK/ U NepecMoTp

KoHCTUTyLIMK
(cT. 134-137)

Pasgen Il:
3aknto4nTenbHble 1

AndaBunTHO-NpeaMETHbI
ABBIrAgX3MNKITMHONPCT

Pycckun | English | Franca

OE/IEPAIIUN

" C

I'naBa 4. ITpe3unent Poccuiickoit denepanuu
Cratbs 80

1. Tlpesmpent Poccuiickoit @Denepanuu sSBISETCS TIJ1a
rocyJapcTBa.

2. Ilpesunenr Poccuiickoit denepauuu sBiIsieTcs TapaH
Konctutynuu Poccuiickoit @enepaiuu, mpaB U CBOOOJ YEIOBEK
rpaxaaHuHa. B - ycraHoBieHHoM Kouctutynuein  Poccuiic
@Denepalyii NOPSAAKE OH MPUHUMAET MEphbl N0 OXPaHE CYBEpPEHH1
Poccuiickoii  ®Denepaliii, €€ HE3aBUCUMOCTU U TOCYAAPCTBEH
IEeTIOCTHOCTH, 00eCTIeurBaeT COTJACOBaHHOE (HYHKIIMOHUPOBAHU
B3aMMOJEHCTBIE OPraHOB TOCYAAPCTBEHHOM BIIACTH.

3. Ilpe3upent Poccuiickoir ®Penepanuu B COOTBETCTBUE
Koncrurynueii Poccuiickoit @eaepanuu u ¢enepaibHbIME 3aKOH:
omnpeJensieT OCHOBHbIC HANpPABJICHWS BHYTPEHHEHM W BHEII
MIOJINTUKH TOCYNapCTBa.

4. Ilpesugent Poccuiickon @enepanyy Kak riaBa rocynapc
npeacrasiser Poccuiickyto @Penepannio BHYTPU CTPaHbl U
MEXKTYHAPOAHBIX OTHOLIECHHUSIX.

Cratba 81

1. IIpesugent Poccuiickoit denepanuu u3dupaeTcss Ha YET)
rona rpaxmanamu Poccuiickoii denepanmu Ha OCHOBE BCEOOID
paBHOTO W TPSAMOro HW30MpaTEeIBLHOTO TpaBa TMPU  Tail
TrOJIOCOBAHUH.

2. Ipesunentom Poccuiickoit deneparnuui MOKeT ObITH U30
rpaxkaannH Poccuiickoit denepanuu HE MOsIoke 35 JET, MOCTOSI

npoxuBaroimuii B Poccuiickoit @enepaunu He menee 10 mer.

3. OgHO M TO JX€ JIMIO HE MOXET 3aHUMaTh JOJIKHC
[Ipesunenta Poccuiickoii @eneparun 0osee ABYX CPOKOB MOIPSII.

4. Tlopsimox BbeIOOpOB Ilpesmmenta Poccuiickoit denepa
omnpexensercs GpeaepanbHbIM 3aKOHOM.

Cratbi 82
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nepexogHble NMoJ1IoXKeHndA

CnpaBka

a 3
INTERMNET

YYACTHWEK
/

1. Ilpu Bcrymnennn B nomkHocTh lIpesmpent Poccuiic
denepanyuy IPUHOCUT HAPOLY CIEAYIOLIYIO IIPUCATY:

"KnsHycr mpu  ocymiectBieHuH nosHoMounit  [Ipesune
Poccuiickoit ®enepanuu yBakaTh U OXpPaHATH IpaBa M CBOO(
4eJoBeKa M IpaxJaHMHA, cOoOMoAaTh M 3amumarse KoHCTHTyL
Poccuiickoit @enepannu, 3auuiaTh CyBEPEHUTET U HE3aBUCUMO!
0€30I1aCHOCTb U 1IEJIOCTHOCTh F'OCYAapPCTBA, BEPHO CIYKHUTh HAPO.T

2. llpucara npUHOCUTCS B TOPKECTBEHHOM OOCTaHOBKE
MPUCYTCTBUU YJIEHOB CoBerta ®denepanuu, JIETyTa
l'ocynapcrBennoit  [lympr u cyneid Koncturyumonnoro C
Poccuiickoit ®enepanuu.

Cratb1 83
[Ipe3unent Poccuiickoit ®enepanuu:

a) Ha3HaydaeT ¢ cornacus [ 'ocynapcrBenHoit ymsl [peacenat
[IpaButensctBa Poccuniickon @enepannu;

0) wuMeeT TmTpaBO MPEACEAATENbCTBOBATH Ha  3acelaH
[IpaBurensctBa Poccniickoit denepanu;

B) TMpuUHWMaeT pemieHne 00 orctaBke [IpaBuTenbc
Poccuniickoit deneparun;

r) mpexncraBiser [ocymapcTBeHHoW Jlyme KaHauaatypy
Ha3Ha4yeHUs Ha AoukHOCTh llpeacenarens IlenTpanpHOro 6a
Poccuiickoit ®epepanun; craBur nepen I'ocymapcrBennout [lyi
BOIpoC 00  OCBOOOXKJEHWH  OT JoJDKHOCTH  [Ipeacenmat
LenTpansHoro Oanka Poccuiickoit @eneparuy;

n) nio pennoxkennio [Ipencenarens [IpasurenscTBa Poccuniic
@denepalvii Ha3HAYAET HA JOJHKHOCTH U OCBOOOXKIAET OT JIOJIKHO
3aMECTUTEIEH [lpencenarens [IpaBuTenscTBa Poccuiic
denepanun, GenepaibHIX MUHUCTPOB;

e) mnpencraBiusier CoBery @Denepanuu KaHIWIATYPHI
Ha3HaueHuss Ha JomkHoctH cyaed Koncrtutynmonnoro C
Poccuiickoit @enepanuu, BepxosHoro Cyna Poccuiickoii @enepar
Bricmero Apo6utpaknoro Cyma Poccwuiickoit denepanum, a Tal
kanaunarypy I'enepanpHoro mpokypopa Poccuiickoit denepan
BHOocuT B CoBer ®Denepanuu mpeuiokeHHE 00 OCBOOOKICHUH
noJpKHOCTH  ['eHepanibHOrO mpokypopa Poccuiickoit dexnepar
Ha3HayvaeT cyaeH Apyrux QenepaibHbIX CY/0B;

x) Gopmupyet u Bosrnasisier Coser besonacnoctu Poccuiic
denepanum, CTaTyc KOTOPOroO ONpenessaeTcs GpeepaabHbIM 3aKOH(

3) YTBEpXKAAET BOCHHYIO TOKTpUHY Poccuiickoit ®enepauny;

u) dopmupyer Anmunuctpanuio IIpesunenta Poccuiic
denepauuu;
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K) Ha3HayaeT M OCBOOOXKIAET MOJHOMOYHBIX NpEACTaBUTE
[Ipesunenrta Poccuniickoit denepanuu;

J) Ha3HAYaeT MW  OCBOOOXKIaeT BBICIIEE KOMaHIOBA
Boopyxxennsix Cun Poccuiickoit @enepanuu;

M) HazHa4aeT M  OT3bIBA€T TMOCJIE€  KOHCYJIbTaLUN
COOTBETCTBYIOIIMMH  KOMHUTETAMU  HWJIM  KOMHUCCHSAMHM  IIa
@enepanbHoro  CobpaHus  AMIIOMAaTHYECKUX  MPEACTaBUTE
Poccuiickoit  @enepanyu B MHOCTPAHHBIX  I'OCYJAapCTBAxX
MEXIyHapOIHbIX OPraHU3aLHUAX.

Crartbs 84
[Ipesunent Poccuiickoit denepanuu:

a) Ha3HavaeT BBIOOPHI ['ocymapcTBeHHON JlyMbl B COOTBETCT
¢ Koncrurynuei Poccuiickoit denepanuu u GpenepaibHbIM 3aKOHO

0) pacmyckaetr ['ocynapctBennyto Jlymy B ciydasix u mops;
npeaycMmoTpeHHbix Kouctutymuein Poccuiickoit denepaiuy;

B) Ha3zHavaeT pedepeHaAyM B TIOpsSAKE, YCTAHOBIICHI
(enepaabHbIM KOHCTUTYITHOHHBIM 3aKOHOM;

') BHOCHT 3aKOHOTIPOEKThI B ['ocynmapcTBennyto [lymy;
1) IIOAMKCHIBACT U 0OHApPOMYyeT (he/epanbHbIe 3aKOHHI;
e) obOpamaercs k DenepanpbHoMy COOpaHHIO C €XKETOIHE

[IOCNIAaHUSMHU O TOJIOKEHUM B CTpaHe, 00 OCHOBHBIX HampaBlieH
BHYTPCHHEN ¥ BHEUIHEH MTOJAMTUKU I'OCYapCTBa.

Tocmanognenue Koncmumyyuonnozo Cyoa P® no oeny o moakosanuu cma
84 (myuxm "6"), 99 (vacmu I, 2 u 4) u 109 (vacm

Cratba 85

1. Ilpesunent Poccuiickoii ®enepanui MOXKET HCIOJIB30E
COIIACHUTENbHBIE NMPOLELYPHl AJI pa3pellieHHs pPa3HOIVIACUN ME:
opraHaMu rocyJIapcTBeHHOM Biactu Poccuiickon ®Penepanuy
opraHaMyd TOCYJIapCTBEHHOMW Biactu CcyOwBekToB  Poccuiic
@denepanyy, a TaKKe MEXAY OpPraHaMU TIOCYIapCTBEHHOM BIIa
cyosekToB Poccuiickoii ®enepanmu. B cioydae HemocTmxe
COIVIACOBAHHOTO PEIIECHUSI OH MOXKET MepefaTh Pa3pelIeHUe CIOp:
PacCMOTPEHHUE COOTBETCTBYIOLLEIO Cya.

2. IIpe3uneHt Poccuiickoit Oenepauuu BII[
MIPUOCTAHABINBATH JIEHCTBUE aKTOB OPTraHOB UCTIOTHUTEIHHON BJIA
cyosekToB Poccuiickoit ®deneparuu B ciiydae MPOTUBOPEUUS D
aktoB Koncrtutynmuu Poccuiickoit ®Denepanuu u  denepaibe
3aKOHaM, MEXIYHAPOIHBIM o0s3aTenbcTBaM Poccuiickoit denepa
WM HapyIICHHUs MpaB U cBOOOJ YelOBeKa U TpakJIaHWHA JI0 pelie
3TOr0 BOMPOCA COOTBETCTBYIOIIUM CYAOM.
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CraTtb1 86
[Ipesunent Poccuiickoit denepanuu:

a)  OCYIIECTBIIET  PYKOBOJCTBO  BHEIIHEH  IOJUTH
Poccuiickoit denepanuy;

0) BexeT TMEperoBOpbl UM MOANUCHIBAET MEXIyHapOJ
norosopsl Pocculickon @enepanuu;

B) MOATNHUCHIBAET paTU(PHUKAIIMOHHbBIE TPAMOTHI;

r) NpUHHUMACT BCPUTCIIbHBIC u OT3BIBHBIC rpamt
AKKPCAUTYCMBIX IIPU HCM OUITJIOMATUYCCKUX HpGIICTaBI/ITeJIeI\/JI.

Cratba 87

1. Tlpesunent Poccuiickoit denepaunn sBisercs Bepxosr
['maBHOKOMaHayrouM  Boopyxenneimu  Cwitamun  Poccwiic
denepauuu.

2. B cnyuae arpeccunm mpotuB Poccuiickoit Denepanun
HEMOCPENCTBEHHOM yrpo3bl arpeccun [Ipesunent Poccuiic
®Denepanus BBOIUT Ha Teppuropuu Pocculickonn denepanuu ui
OTJIEJIbHBIX ee MECTHOCTSX BOEHHOE IIOJIOKEHNE
He3aMeIIUTENbHBIM cooOumenrneM o0 stom Cosery dexpepanmi
l'ocynapcrBennoi [lyme.

3. PexxuM BOGHHOTO IOJIOKEHHUS OIpenensercs: Qenepaibk
KOHCTUTYIIMOHHBIM 3aKOHOM.

CraTtb1 88

[pesuaent Poccuiickoit deneparnuu npu 00CTOSITETHCTBAX
MOpsiAKe, TMPEHYCMOTPECHHBIX  (eepalbHBIM  KOHCTUTYIIMOHE
3aKOHOM, BBOJMT Ha Tepputopuu Poccuiickoii Denepauuu Wi
OT/IEIBHBIX €€ MECTHOCTAX  4YpPE3BbIYAMHOE  IOJIOXKEHUE
He3aMeIUTENbHBIM coolmeHneM 00 stom Coery Dexaeparmi
l'ocynapcrBennon [Jyme.
CraTtb1 89

[Ipesunent Poccuiickoit denepanuu:

a) pemaeT BONpOCH rpaxaaHcTBa Poccuiickont Penepany
IIPEJOCTABIICHUS MMOJIUTUYECKOTO YOEKHILA;

0) Harpaxmaer TOCyJapCTBEHHBIMH Harpagamu Poccuiic
denepanuy,  NpUCcBaMBaeT  TOYETHbIE  3BaHuMsi  Poccwiic

CDe;[epaulzm, BBICIIHMEC BOMHCKHUEC W BBICIHINEC CIICIIMAJIbHBIC 3BAHU A,

B) OCYHICCTBJIACT IOMUTIOBAHUC.
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Crartbsa 90

1. TIlpesunment Poccuiickoit @enepanuu HU3AAET YyKa3bl
pacropsiKeHuUs.

2. Yka3bl u pacniopsbkenus IIpesunenra Poccuiickoit denepa
o0si3aTenbHbl JUIsl MCIONHEHHUS Ha Bcel Tepputopuu Poccuiic
denepanuu.

3. Vka3sl u pacniopsbkenus [Ipesunenra Poccuiickoit @enepa
HE J0JKHBI TpoTuBOpeunTh Konctutyuun Pocculickoii denepany
(denepaabHBIM 3aKOHAM.

Cratbi 91
[Ipe3uneHT Poccuiickoi denepanun o0Jaz
HEMPUKOCHOBEHHOCTBIO.

Llocmanosnenue Koncmumyyuonnozo Cyoa P® no deny Ilo deny o moakosa
nonooicenuit cmameu 91 u 92 (vacm

Crarba 92

1. TIIpesunent Poccumiickoit Dexneparuyu NOpUCTYMAET
VCTIOJIHEHUIO TIOJTHOMOYMM € MOMEHTa IPUHECEHUS UM IPUCAT.
IIPEKpALIAaeT UX HCIIOJHEHHUE C UCTEYEHHEM CpOKa ero npeObIBaHy
JIOJDKHOCTH C MOMEHTa MPHHECEHHs] NPUCATM BHOBb M30paHE
[Ipesunenrom Poccutickonn Penepanuu.

2. Ilpe3unent Poccuiickoii @eaepanuy MpekpamaeT UCIOIHE
TMOJITHOMOYMM  JOCPOYHO B Cily4Yae €ro OTCTaBKH, CTOHU
HECMOCOOHOCTH  TI0  COCTOSHHIO  3[I0POBbS  OCYIIECTBJ
MIPUHAUICKALME €My IIOJIHOMOYMS WM OTPELIEHUs OT JOJIKHO(
IIpu sTom BEIOOPHI [Ipesuaenta Poccuiickoit Deneparuu 107174
COCTOSTBCSI HE IMO3JAHEE TPEX MECALEB C MOMEHTAa JIOCPOYH
MIPEKPALICHUS UCITOJIHEHNS TIOJTHOMOYHH.

3. Bo Bcex ciyuasx, koraa Ilpesunent Poccuiickoit @enepa:
HE B COCTOSHUU BBINOJHATH CBOM OOS3aHHOCTH, WX BpeMe
ucnoauser [Ipencenarens IlpaBurenscrtBa Poccuiickoii @enepar
Ucnonnstomuii o6s3anHoctu [Ipesunenta Poccuiickoit denepal
HE MMEET mpaBa pacmyckarb locymapcTtBenHyro Jlymy, HazHav
pedepeHayM, a TakkKe BHOCUTh TNPEUIOKCHHS O TIOMpaBKax
nepecMotpe nonoxxennii Koncrurynuu Poccutickon @enepanum.

Ilocmanosnenue Koncmumyyuonuno2o Cyoa P®@ no oeny Ilo deny o monkosa
nonosicenutt cmameit 91 u 92 (vacm

Cratbi 93

1. Ipesunent Poccuiickoii denepannn MOKeT ObITH OTpEIIEt
nomkHoctd  CoBerom  @Dexepanu  TOJNBKO  HAa  OCHOBA
BBIJIBUHYTOI'O I'ocymapcTBeHHOM Hymon O0OBHUHEHUS
FOCYyJJApCTBEHHOW W3MEHE WM COBEPUIEHUH HHOTO  TSIKK
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MPECTYIUIEHUS, TOATBEPKAECHHOTO 3aKiloueHneM BepxoBH
Cyna Poccuiickoit @enepaunn o Hanuuuu B aeuctBusax [Ipesune
Poccuiickoit denepanuu MPU3HAKOB IPECTYIUICHUS U 3aKIIIOUYCH]
Koncturynmonnoro Cyna Poccuiickoit denepanuu o cobiroe
YCTaHOBJICHHOTO MOPSIKA BbIIBHKEHUSI OOBUHEHUSI.

2. Pemenue ["'ocyngapcTBeHHOM J{yMbI O BBIIBHOKCHHH OOBHHE
u pemenue Coera @Penepauuu 00 orpemennn llpesuaenra
JOJDKHOCTH  JIOJDKHBI OBITH MPHUHSTHI JABYMS TPETSIMH TOJIOCOB
o01Iero yuciaa B KaXa0i M3 najaT 1Mo MHUIMATUBE HE MEHEe Of
TpeTu JenyraTtoB l'ocymapctBeHHOM JlyMBlI M INpuH  Haau
3aKJIIOYEHUS CIeUaIbHON KOMUCCHH, o0pa3oBaH
I'ocynapcrBenHoit Jymoi.

3. Pemenne CoBeta ®epepanuu 06 otpemenun l[lpesune
Poccuiickoit deaepanuu OT JOMKHOCTH JIOJHDKHO OBITH NPHUHSTO
MO3JHEE HYeM B TPEXMECAYHBIM CpPOK IOCJIE  BBIJIBHXKE
locynapctBennoit /lymoii o6Bunenust mpotuB Ilpesunenta. Ecn
3ToT cpok pemenue Cosera Denepanuu He OyIeT MPUH!
ob6BuHeHUe TpoTHB [Ipe3nienTa cunTaeTcst OTKIOHEHHBIM.

" C
AndaBUTHO-NPeAMETHbIN yKasaTerb

ABBIFrAOX3UNKAIMHONPCTY ®UYA

KoHctutyums | Ontuyeckas konus | FocynapcTBeHHble CUMBOTbI |
MoctaHoBneHusa KC | MoctaHoeneHnne BC

© '"T'apant-MuTtepuer” , ropuanueckas oopadorka: HIIII "["apant-Cepsr
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ITouck: [+ ]

KoHcTtutyumsa Poccumnckon
Pepnepauun

Pas3pen I:

MaBa 1
OcCHOBBbI KOHCTUTYUMOHHOIO
cTpos
(ct. 1-16)

naBa 2
[MpaBa 1 cBo6OObI YernoBeka

KOHCTUTYIUA
POCCHUCKOM

N rpaxkgaHuHa
(cT. 17-64)

Masa 3
degepaTmBHOE YCTPONCTBO

(cT. 65-79)

naBa 4
[Mpe3ngeHT Poccuimckon
depepaunn
(cT. 80-93)

naBa 5
depepanbHoe CobpaHue

(cT. 94-109)

naBa 6

[NpaBuTENBLCTBO
Poccuickon ®epgepaumm

(ct. 110-117)

naBa 7
CynebHas BnacTtb

(ct. 118-129)

naBa 8
MecTHOEe camoynpasrieHne

(cT. 130-133)

naBa 9
KOHCTUTYLIMOHHbIE
nonpaBK/ U NepecMoTp

KoHCTUTyLIMK
(cT. 134-137)

Pasgen Il:
3aknto4nTenbHble 1

AndaBunTHO-NpeaMETHbI
ABBIrAgX3MNKITMHONPCT

Pycckun | English | Franca

OE/IEPAIIUN

. C

I'naBa 5. ®enepanbuoe Cobpanue
Crartbs 94

DenepanbHoe Cobpanue - napaameHT Poccuiickoit @enepar
SBJIAETCA  INPEACTaBUTEIBHBIM M  3aKOHOJATENbHBIM  Opral
Poccuiickoit denepanumn.

Cratba 95

1. ®enepanbaoe CobOpanme cocrouT w3 nByx mamatr - Cor
®enepannu u ['ocynapcrBeHHOM J{yMbl.

2. B Coser ®enepamuu BXOAAT 10 JBa MPEACTABUTENS
Kkaxxaoro  cyobekra Poccuiickoit ®enepauuu: 10 OIHOMY
MPEICTAaBUTEIBHOTO W WCHOJIHUTEILHOTO OPraHOB T'OCYAAapCTBEH
BJIACTH.

3. l'ocynmapctBennas yma coctout u3 450 nenyraros.
Crartbs 96

1. l'ocymapctBerHas JJyma usdbupaercst CpOKOM Ha YETHIPE TO)

2. Hopsnok ¢dopmupoBanusi CoBera Dexepanuud U MOPs
BBIOOpPOB nenmyTatoB ['ocynmapctBeHHOM JlyMbl —ycTaHaBIHBac
beneparbHBIMU 3aKOHAMHU.

Crartps 97

1. Jlemyrarom ['ocymapctBeHHON JlymMbI MOXET OBITH H30
rpaxknanuH  Poccuiickoit  ®eneparuu, pocturmmii 21 roma
MMEIOLIUI MPaBO y4acTBOBATH B BEIOOpAX.

2. OgHO M TO K€ JIMLO HE MOXET OJHOBPEMEHHO SBIIAT
yineHoM Cosera ®@enepanuu u nenyratom ['ocynapctBeHHo# [y
Henyrat ['ocynapctBeHHON JlyMbI HE MOXKET OBITH JEIYTAaTOM Hi
MPEACTABUTENBHBIX OPraHOB TOCYAAPCTBEHHOW BJIACTH U Opra

MCCTHOI'O CaMOYIIPpAaBJICHUS.

3. Jenyratet TocymapctBennoit Jlympl  pabortarot
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nepexogHble NMoJ1IoXKeHndA

CnpaBka

a 3
INTERMNET

YYACTHWEK
/

npodeccrnoHaTbHOM MMOCTOSIHHOM OCHOBE. Henyt
lNocynapctBennoit JlyMbl He MOTYT HaXxOJUThCS Ha TOCYAapCTBEH
CITy>0e, 3aHUMAaThCS JPYTOMl OIJIauMBAEMOM JIEITEIbHOCTHIO, K
MPENoIaBaTeIbCKOM, HAYYHOU U MHOW TBOPYECKOM JEATEIBHOCTH.

Cratba 98

1. YUnensl CoBera ®enepauuu u aenyrarsl ['ocynapcTBeH
JlyMbl 00J1a/1al0T HEPUKOCHOBEHHOCTBbIO B TEYEHUE BCEro CPOKa
nogHoMouuil. OHUM He MOryT OBITh 3aJepXaHbl, apecToBa
MOJIBEPTHYTHl OOBICKY, KpOME CIIydyaeB 3aJlepKaHus Ha M¢
NPECTYIUIEHNs, a TAaKKe IMOJBEPrHyThl JMYHOMY JOCMOTDY,
UCKJIIOUYEHHEM CIIy4aeB, KOI/Ia 3TO MPEeayCMOTPEeHO (Qenepabk
3aKOHOM JiJ1s1 oOecrieueHust 0€30MacHOCTH APYTHUX JIIOJIEH.

2. Bompoc o0 nuiieHMM HENPUKOCHOBEHHOCTH pEIAeTCs
npeacTaBieHuto I'eHepanbHoro npokypopa Poccuiickoit denepal
COOTBETCTBYIOMIEH nanaroii @enepaabaoro Codpanus.

Crartnpda 99

1. ®enepanpHoe CobpaHue SBISICTCS MOCTOSIHHO JIEHCTBYION
OpTaHOM.

2. lN'ocymapctBennas Jlyma cobupaetcsi Ha mepBoe 3aceqaHm¢
TPUALIATEIA  1eHb mocie u3bpanums. [Ipesugent Poccwuiic
denepan MOXKET co3BaTh 3aceganue [ocynmapcrBeHHon [l
paHee 3TOro cpoka.

3. IlepBoe 3acenmanue ['ocymapcTBeHHON JlyMbl OTKpBIE
CTapeMIINiA 110 BO3pacTy JeIyTar.

4. C momeHTa Hayana pabots! ['ocynapcTBeHHOl [ymbl HOB
co3piBa mosHOMOuYMs ['ocymapcTBeHHON JlyMbI IpexHEro cos
MIPEKPAILAIOTCS.

Cratbga 100

1. Coer @enepauuu u I'ocynapcrBennas Jlyma 3acen:
pa3iebHo.

2. 3acenanusa Cosera ®epepanuu u ['ocynapcrtBeHHoil [ly
SBJITIOTCSL OTKPBITBIMU. B ciydasx, mpeayCMOTPEHHBIX periaMeH
aJIaThbl, OHA BIIPAaBC IMPOBOAWTD 3aKPLITHIC 3aCCAAHUS.

3. IMamatel MOTyT coOMpaTbCcs COBMECTHO HJisl 3aciylINBa
nocnanuii  IIpesmnenta  Poccuiickorn  @enepauuu,  mocial
Konctutynmonnoro Cyna Poccuiickoir denepanuu, BBICTYILIE!
PYKOBOAMTEIIEH HHOCTPAHHBIX TOCYAAPCTB.

Cratbsa 101

1. CoBetr Ddeaepanun n3dupaet u3 ceoero cocrasa [Ipencenat
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CoBera @enepauuu M ero 3amectureneil. ['ocyaapcTBen
Hyma uzbupaet u3 cBoero cocrtasa [Ipencenarens ['ocynapcTBer
JIyMBI 1 €ro 3aMecTUTENEN.

2. Ilpencenarens CoBera dDenepanui U €ro 3aMECTHTE
[Ipencenarens I'ocynapcTBeHHOM Jlymbl M €ro 3aMeCTUTENN BE
3acelaHysl U BEAAOT BHYTPEHHUM PACIIOPSAAKOM HalaThl.

3. Comer ®enepammun u [ocymapcrBennast [[yma o0pa3)
KOMHUTETBI M KOMHCCHH, IMPOBOMAT IO BONPOCAM CBOETO Bele
[apJIaMEHTCKUE CIIYILIaHUS.

4. Kaxpgass u3 najar NPUHUMAET CBOM pErNaMEHT U pel
BOIIPOCHI BHYTPEHHETO PACIOpsiiKa CBOEH AESITEIbHOCTH.

5. Jnsa  oCymIecTBICHHS  KOHTPOJS 32  HCIOJHECH)
dbenepanpHOro OromKeTa CoBer denmepanmu u ['ocymapcTBeH
JHdyma o0pa3yiorT CuUeTHYI0 HajiaTy, COCTaB U MOPSIAOK JESTEIbHO
KOTOPOU OnpeenstoTes GeaepaibHbIM 3aKOHOM.

Cratbsa 102
1. K Beaenuto Corera @eaepauy OTHOCATCS:

a) YTBEpXKICHHE M3MCHEHMS TIpaHMIl MEXAY CYOBEKT:
Poccuiickoit ®eneparmy;

0) yrBepxkacHue ykaza Ilpesumenta Poccuiickoit deneparu
BBE/ICHUU BOCHHOT'O TIOJIOKEHUS;

B) yTBepxacHue ykasza Ilpesunenra Poccuiickoit @enepanu
BBEJCHUH YPE3BBIYAHOTO IIOJIOKEHNS,

I) pelIeHHe BOMpOca O BO3MOYKHOCTH  HCIOJIb30Ba
Boopyxennbix  Cuin  Poccuiickoit  ®enepauuu 3a  mpene:
teppuropun Poccuiickont deneparuu;

1) HazHaueHue BeI0opoB [pesunenta Poccuiickoit deneparmi

e) otpemenue Ilpesumenta Poccuiickoit Deneparuu
JOJHKHOCTH;

’K) Ha3Ha4YeHHE Ha JOJDKHOCTH cyned Koncrutymnumonnoro C
Poccuiickoit ®enepanuu, Bepxosrnoro Cyna Poccuiickoit @enepar
Briciero Apourpaxunoro Cyna Poccuiickoit deneparun;

3) Ha3HAYeHHE HA JOJKHOCTh U OCBOOOXKIACHHE OT JIOJKHO
I'enepansHOro npokypopa Poccuniickoin denepanuu;

I/I) Ha3HAa4YCHUEC Ha JOJIKHOCTb H 0CBO60)KI[€HI/I€ OT OOJIXKHO

3amecturens [pencenarens CueTHON manaThl U MOJOBUHBI COCTAB:
ayJIMTOPOB.
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2. Coser ®enepaniuu IpUHUMAET OCTAHOBIIEHHUS 110 BOMPOC
OTHECEHHBIM K ero BeaeHuto Koncturyuueit Poccuiickoit @enepan

3. IlocranoBnenusi CoBera Dexpepanuu  NPUHUMAK
OOJIBIIMHCTBOM TOJIOCOB OT obmero uwcna uneHoB CoE
Qenepanyy, €CIM  HWHOM MOPSAAOK IPUHATHS — PEIICHUM
npeaycMmotpeH Konctutynueit Poccutickoit @enepanuu.

Cratbs 103
1. K Benenuto I'ocynapcrBenHoi J[yMbl OTHOCSATCS:

a) maua cornacus llpesugenty Poccuiickoit ®Denepanuu
HasHauenue IIpeacenarens [IpaButenscTBa Poccuiickoi @enepartir

0) pemenue Bompoca o nosepun IIpaBurenbctBy Poccuiic
denepanuu;

B) Ha3HAYCHHE HA JIOJDKHOCTH M OCBOOOXKICHHE OT JOJKHO
[pencenarens L{enTpansHoro 6anka Poccuiickoii @enepaiui;

I') Ha3HAYeHUE Ha JOJKHOCTh M OCBOOOXKICHHE OT JIOJDKHO
Mpencenarens CueTHOM ManaThl U MOJIOBUHBI COCTAaBA €€ ayIUTOPC

1) Ha3Ha4YCHUE Ha JODKHOCTh U OCBOOOXKIEHHE OT JIOJDKHO
YIOTHOMOYEHHOTO IO  MpaBaM  4YeJOBeKa, JEHCTBYIOIIETO
COOTBCTCTBHUU C (i)ellepaJ'ILHBIM KOHCTI/ITYHI/IOHHLIM 3aKOHOM,

¢) 0OBsABIEHNE aMHUCTHH;

) BBIIBIOKCHUE 0OBMHEHHS mpotuB llpesunenra Poccwuiic
denepanun Ui OTPELIEHNS €r0 OT J0JIKHOCTH.

2. TocynapctBeHHass JlymMa mnpuHMMAeT MOCTAaHOBJICHUS
BOIMpOCaM, OTHECEHHBbIM K ee BeaeHuto Koncturynumeit Poccuiic
denepanuu.

3. TlocrtanoBnenust ['ocymapcTtBeHHOW JlymMbl NpUHUMAK
OONBIIMHCTBOM  TOJIOCOB ~ OT  OOWero  4umciaa  JEMyTa
l'ocynapcrBenHo lyMsl, €ciiu HHOM MOPSAOK MPUHATHS PEILECHUL
npeaycmotrpeH Konctutynueit Poccuiickoit @enepanunu.

Hocmanoenenue Koncmumyyuonnozo Cyoa P® no deny no oeany o moakosa
cmameu 103 (wacmo 3), 105 (vacmu 2 u 5), 107 (uacmo 3), 108 (vacmo 2),
(vacmo 3) u 135 (uacm

Crartba 104

1. IlpaBo 3aKOHOJATEJbHOW WHULMATUBBI  MPUHAIJIE:
[Ipesunenty Poccuiickoit ®@enepaunn, Coery Denepaiuu, el
CoBera  ®enepauuu, genyratam  ['ocymapctBenHoit — Jly
[IpaBurensctBy  Poccuiickoi ®denepaunu, 3aKOHOJATEJIbE
(mpencraBuTENbHBIM) OpraHaM cyObekToB Poccuiickoit denepar
[IpaBo  3aKOHOIATENbHOM HMHUIMATHBBI  MOPUHAJICKUT  Tal
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Koncturynimonnomy Cyny Poccniickoit denepar
Bepxosuomy Cyny Poccumiickoii @enepauyu  u  Bricun
Apburpaxxnomy Cyny Poccuiickoii denepanuu 1o Bompocam
BEJICHUS.

2. 3akoHoIpoeKThl BHOCSTCA B ['ocynapcTBeHHy0 Jymy.

3. 3aKOHONPOEKThl O BBEICHUM WJIM OTMEHE HaJo]
OCBOOOKJICHUH OT UX YIUIAThl, O BBIMYCKE IOCYAapCTBEHHBIX 3aiin
00 u3MeHeHMH (UHAHCOBBIX O0053aTEILCTB TOCYAApCTBa, APy
3aKOHOIPOEKTHI, MPETyCMaTPUBAIOIIUE PACXOAbl, MOKPbIBAEMBIE
cuer (emepanbHOro OMOKETAa, MOTYT OBITh BHECEHBI TOJBKO
Hanuuuu 3akiroueHus [IpasurenscrBa Poccuiickon @enepanuu.

Cratba 105

1.  ®enepanbHbie 3aKOHBI NPUHUMAIOTCS [ocymapcTBEeH
Hymoii.

2. depepalibHbIE 3aKOHBI IPUHUMAIOTCS] OOJIBLIIMHCTBOM T'0JI0
OT ob1iero yucna aemyraroB I'ocynapctBeHHON JyMbl, eciiu MHOE
npenycmotrpeno Koucturynuein Poccuiickoit deneparum.

3. [punsteie ['ocymapcTBeHHOM [lymMolt (enepalibHbIC 3aKOH
TEUCHUE NATM JHEH 1nepenarTcsi Ha paccmorpeHue Cok
denepaluu.

4. OepepanbHblii 3aK0H cuutaercs on00peHHbIM CoBe
Odenepanuy, €CIW 3a HEro MPOTOJIOCOBAIO 0Oojee MOJTOBUHBI
0o0IIero 4mciia YiIEHOB OTOM mHajarbl JMOO €eciadu B Tede
YEeThIPHAATH THEH OH He Ol paccmorpeH CoBerom Denepariut
ciydae OTKJIOHeHus GeaepanbHoro 3akona Coserom @enepal
nanxarbl MOTYT CO3AaTh COTTIACUTENLHYIO0 KOMUCCHIO TSl IPEOA0Ie
BO3HHUKIIUX Pa3HOIIACKH, TTOCIIe Yero eepaibHbIN 3aKOH MOJIJIE:
MOBTOPHOMY paccMoTpenuto ['ocynapcrsennoi [[ymoi.

5. B ciyyae mecormacus ['ocynapctBeHHOM [[ymbl ¢ pemen
Cosera ®Denepanuu deaepanbHbIl 3aKOH CUATAETCS MPUHATHIM, €
IIpY IOBTOPHOM T'0JIOCOBAHUU 3a HETO IIPOr0JI0COBAIO HE MEHEE [T
TpeTeit oT obmiero uncia aemytatoB ['ocyaapcTBeHHOM [[ymbl.

Hocmanoenenue Koncmumyyuonnozo Cyoa P® no deny no oeny o monkosa
cmamei 103 (vacmo 3), 105 (wacmu 2 u 5), 107 (vacms 3), 108 (uvacms 2),
(uacmo 3) u 135 (uacm

Tocmanoenenue Koncmumyyuonnozo Cyoa PD no deny o moakosanuu yacr
cmamou 105 u cmamou

Crartbs 106

Oo6s3aTenbHOMY paccMoTpenuto B CoBete Denepanuiu moie
npunsAteie ['ocymapctBenHont Jlymoii QenepanbHble 3aKOHBI
BOIIPOCAM:

a) ¢eaepabHOTO OIOKETA;
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0) henepanbHBIX HAIOTOB U COOPOB;

B) (UHAHCOBOTO, BaIIOTHOTO, KPEIUTHOTO, TaMOXCHH
pEryIMpOBaHus, 1EHE)KHON SIMUCCHH;

r) paTupUKAMU U JCHOHCAIIMM MEXKIYHapOJIHBIX JOTOBO
Poccuiickoit denepanuy;

1) cTaryca M 3allUThl TOCYAapCTBEHHOW rpaHuiibl Poccwuiic
®denepauuu;

€) BOWHBI U MUDA.

Ilocmanosnenue Koncmumyyuonnozo Cyoa P@ no deny o moaxkosanuu 4act
cmamou 105 u cmamou

Cratbsa 107

1. Ilpunareii denepajbHBIi 3aKOH B TEUEHWE TISATH
Hanpasisiercs IIpesunenty Poccuiickoit denepanuu s noanuca
1 00HAPOAOBAHHUS.

2. Ilpe3nnent Poccniickoit @esepaniiv B TEUEHUE YETHIPHAAL
JTHEH MOAMUCHIBAaeT (peepaabHbIN 3aKOH 1 0OHAPOIYET €ro.

3. Ecam Ilpesunent Poccmiickoit ®enepauuu B Teue
YeTHIPHAIATH JHEW ¢ MOMEHTa MOCTYIIeHUs (eepaibHOro 3aK
oTKJIOHUT ero, To I'ocynapcrBenHas /[yma m Coer ®enepaun
ycraHoBieHHOM Kouctutyruern Poccuiickoii ®enepanuu mnops
BHOBb pAacCMaTpUBAIOT [JaHHBIA 3akoH. Eciu mnpu moBTOpI
paccmoTpernn  (efiepaibHBIA  3aKOH OyJneT oJ00peH B pa
TIPUHATON pelakliiy GOJBIIMHCTBOM HE MEHEe JIByX TpeTeil roiio
or oOmero uywucna ujeHoB Coera ®Pexepauuu U JACMyTa
[F'ocynapcrBennoi dymbl, oH moanexut noanucanuto [lpesunnen
Poccwuiickoit denepaiiuu B TEUCHUE CEMH THEN 1 0OHAPOI0OBAHUIO.

Hocmanoenenue Koncmumyyuonnozo Cyoa P® no deny no ey o moakosa
cmameun 103 (wacmo 3), 105 (vacmu 2 u 5), 107 (vacms 3), 108 (uacmo 2),
(yacmo 3) u 135 (wacm

Hocmanoenenue Koncmumyyuonnozo Cyoa P® no deny no oeany o moakosa
OMOEeNbHBIX NONOIHCCHULL CINANbU

Crartbs 108

1. ®enepanbHble KOHCTUTYLIMOHHBIE 3aKOHBI MPUHUMAIOTCS
BOIIPOCAM, MPEyCMOTPEHHBIM Koncrutynueit Poccuiic
denepanuu.

2. ®denepanbHbld  KOHCTUTYLHMOHHBIM  3aKOH  CUMTAc
MPUHITBIM, €CJIM OH OJ0OpeH OOJBIIMHCTBOM HE MEHee T
YeTBepTei royiocoB oT obmiero uncia uieHoB Cosera deneparu
HE MEHee [BYyX TpeTel ToJIOCOB OT OOIIero 4mucia JemyTa
IN'ocynapcrBenHOM Jymbl. [IpunsTHIN benepanbt
KOHCTUTYLIMOHHBIM 3aKOH B TE€UYEHHE YETBHIPHAAATH JHEU MOJJIE;
MOAIHUCAHUIO IIpe3unenrom Poccutickoii denepannu
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00HaPOIOBAHHMIO.

Iocmanosnenue Koncmumyyuonnozo Cyoa P®@ no deny no deny o moakosa
cmameit 103 (wacmo 3), 105 (vacmu 2 u 5), 107 (wacmo 3), 108 (vacms 2),
(uacmb 3) u 135 (uacm

Cratbsa 109

1. TocymapctBennass Jlyma MoxeT OBITh  pacmyll
[Ipe3nnentom Poccuiickoi ®denepaunn B CITyU:
npenycMoTpeHHbIX cratbaMu 111 m 117 Konerutyuun Poccwuiic
denepanuu.

2. B cnyuae pocnycka I'ocynmapcrBennoit [ymsr Ilpesun
Poccuiickoit ®eneparuu HazHA4yaeT aaTy BBIOOPOB C TEM, YT(
BHOBB u30panHas ['ocyngapcTBenHas Jlyma cobpanack He Mo3aHee
Yyepe3 YEThIPE MecsIia C MOMEHTa POCITyCKa.

3. TocymapcrBeHHast Jlyma He MOXeT OBbITh pacmylleHa
OCHOBaHUSM, IpeaycMOTpeHHbIM cratbed 117  Koncrury:
Poccniickoii @enepanny, B TeUEHUE rojia 1ocie ee n30paHusl.

4. TocynapctBeHnas Jlyma He MOXET OBITb pacCHyIICH:
MOMEHTAa BBIIBIKEHHsI €10 O00BMHeHUs 1poTuB [Ipesuze
Poccuiickoit @enepanyiu 10 NPUHATHAS COOTBETCTBYIOLIETO peIlIe
Cogerom Deaepariuu.

5. TocynapcrBennas Jlyma He MOkeT OBITh pacmyIieHa B mep
JeicTBUs Ha Bcel Tepputopuu Poccuiickont denepauyy BOEHH
WA YPE3BBIYANHOrO MOJIOKEHUS, @ TAK)KE€ B TEUCHHUE IIECTHU MECS
JI0 OKOHYaHMs cpoka mnosHomouui IIpesunenta Poccuiic
Denepanun.

o

AndaBUTHO-NPeAMETHBIN yKasaTerb
ABBIrodX3UWKITITMHOMNPCTY ® L YA

KoHctutyums | Ontudeckas konus | FocynapCTBEHHbIE CUMBOJbI |
MoctaHoBneHus KC | MNMocTtaHosneHvne BC
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ITouck: [+ ]

KoHcTtutyumsa Poccumnckon
Pepnepauun

Pas3pen I:

MaBa 1
OcCHOBBbI KOHCTUTYUMOHHOIO
cTpos
(ct. 1-16)

naBa 2
[MpaBa 1 cBo6OObI YernoBeka

KOHCTUTYIUA
POCCHUCKOM

N rpaxkgaHuHa
(cT. 17-64)

Masa 3
degepaTmBHOE YCTPONCTBO

(cT. 65-79)

naBa 4
[Mpe3ngeHT Poccuimckon
depepaunn
(cT. 80-93)

naBa 5
depepanbHoe CobpaHue

(cT. 94-109)

naBa 6

[NpaBuTENBLCTBO
Poccuickon ®epgepaumm

(ct. 110-117)

naBa 7
CynebHas BnacTtb

(ct. 118-129)

naBa 8
MecTHOEe camoynpasrieHne

(cT. 130-133)

naBa 9
KOHCTUTYLIMOHHbIE
nonpaBK/ U NepecMoTp

KoHCTUTyLIMK
(cT. 134-137)

Pasgen Il:
3aknto4nTenbHble 1

AndaBunTHO-NpeaMETHbI
ABBIrAgX3MNKITMHONPCT

Pycckun | English | Franca

OE/IEPAIIUN

i C

I'naBa 6. ITpaButennsctBO Poccuiickoin denepanuu
Cratpa 110

1. HcnomamtenbHyro  Biacth  Poccuiickoin  Denepal
ocymectsisieT [IpaBurenscTtBo Poccuiickoit @enepannu.

2. IlpaButensctBo Poccuiickoit @Denepanyii  COCTOUT
Ipencenarens ITpaBuTenscrBa Poccuiickoit denepar
3aMECTUTEIIEN [Ipencenarens [IpaBuTenbcTBa Poccuiic
®enepanyu u heaepaabHbIX MUHHUCTPOB.

Cratpa 111

1. Ilpencemarens [IpaButensctBa Poccuiickoii @Dexnepa
HazHavaercs [Ipesunentom Poccmiickoit ®denepauun ¢ coria
I'ocyngapcreennoit JyMsl.

2. Ilpeqnoxenue o xanauparype IIpencenarens [IpaBurennc
Poccuiickoit @enepaniuyi BHOCUTCS HE TO3JHEE JABYXHEIEIbH
CpOKa TMOCJe BCTYIUIEHHS B JOJDKHOCTH BHOBb M30paHH
Ilpesunenra  Pocculickon @Depepaunu wWiIM  IOCIE  OTCTA
ITpaBurensctBa Poccuiickoit deneparuu 1ub0 B TEUCHUE HEEITE
JHS OTKJIOHEHMS KaHauaaTypsl ['ocynapcTBeHHON JlyMON.

3. TocynapctBennas Jlyma paccmaTpuBaeT IpEIACTABIICHE
IIpesunenrom Poccuiickoit denepanuu kanaunarypy Ilpencenat
[IpaButenscrBa Poccuiickoit denepanuyu B TEUECHHE HEIETU CO
BHECEHMS MIPEITIOKEHUSI O KAaHIUJIAType.

4. Ilocne  TpPEeXKpaTHOrO  OTKJIOHEHUSA  MPEICTaBJICHI
kanaunaryp Ilpencenarensa IlpasurensctBa Pocculickonn @enepal
l'ocynapcrBennoint  Jlymoinr IIpesupent Poccuiickoit ®Penepal
HasHavaer [Ipencemarens IlpaBurenscTtBa Poccuiickon ®Penepar
pacnyckaet ['ocynapcrBennyto [lyMy v Ha3Ha4aeT HOBBIE BBIOOPHI.

Iocmanosnenue Koncmumyyuonnoeo Cyoa P® no deny o monkosa
nonoxcenull yacmu 4 cmamou

Cratba 112

1. Ilpencenarens IlpaButensctBa Poccuiickoit ®enepaunn
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nepexogHble NMoJ1IoXKeHndA

CnpaBka

a 3
INTERMNET

MO3JHEE HEAEIBHOIO CpOKa IOCJIE HA3HAYEHUs NPEICTaBI
IIpesunenty Poccuniickoit Penepanuu NPEAIOKEHUS O CTPYKT
(benepanbHbIX OPraHOB MCIIOJHUTEIBHOMN BIACTH.

2. Ilpencemarens IlpaButenbctBa Poccuiickoit ®enepa
npennaraer IIpesunenty Poccuiickoir denepanunu KaHIUIATYpPBI
JOJKHOCTH 3aMeCTUTeNe IIpencenarens IIpaBurennc
Poccutiickoit deneparuu u GeaeparTbHBIX MUHUCTPOB.

Hocmanoenenue Koncmumyyuonnozo Cyoa P® no deny o moakosanuu cma
71 (nynkm "2"), 76 (wacmo 1) u 112 (vacm

Cratpa 113

[Ipencenarens IlpaBurensctBa Poccuiickont @Penepauuu
coorBerctBuM ¢  Konctutynueir  Poccuiickoit ~ @enepar
benepanbHBIMU 3aKOHaMH U ykazamu lIpesumenta Poccuiic
denepanuy  OMPEIEISECT OCHOBHBIC HAIPABICHUS JICSITEIIBHO
[IpaBurensctBa Poccuiickoit denepaiinu u opraHu3yeT ero padoTy

Cratba 114
1. [IpaButenserBO Poceniickon denepanun:

a) paspabarbiBaeT W mpenacTaBiser [ocymapcrtBeHHo# [l
dencpanpHBId  OOJKET W 00€CMEeYMBACT €ro  HCIIOJTHEE
npenacraBnser [ocymapctBeHHoW Jlyme oTueTr 00 UCHOJHE)
(henepanbHOTO OIOKETA;

0) obecneunBaeT nposeacHUe B Poccuiickoit Meneparuu eqn
(hMHAHCOBOM, KPEIUTHOW 1 JICHEKHOM MTOJIUTHKH,

B) obecrieunBaceT npoBeAcHue B Poccuiickoii Menepanuu eau
FOCYy/IapCTBEHHOW  NOJIUTUKA B  00JacTH  KYJbTYphl, Ha)
oOpa3oBaHMsI, 3[PaBOOXPAHECHUS, COIMAILHOTO  olecreyder
3KOJIOTUH;

T') OCYHIECTBIISCT yrpaBieHue (peneparbHOi COOCTBEHHOCTHIO

J) OCYIIECTBISIET MEphl MO OOECHEYeHHUI0 OOOPOHBI CTpa
rOCy/IapCTBEHHOW O€30MacHOCTH, peaju3allii BHEIIHEH IOJIHUT
Poccuiickoit ®eneparuu;

€) OCYIIECTBIISIET MEPHI MO OOCCIEYEHHIO 3aKOHHOCTH, Ipa
CBOOOJI TpaXkJlaH, OXpaHe COOCTBEHHOCTH U OOIIECTBEHHOTO MOPSI)
00pn0e ¢ MPECTYIMHOCTBIO;

) OCYILECTBISICT WHBIC IMOJHOMOYUS, BO3JIOKEHHBIE Ha E
Koncrurynueit Poccmiickoii @eneparuu, ¢enepabHBIME 3aKOHA
ykazamu [Ipesunenta Poccuiickoii @enepanym.

2. Topsinox  gesrensHocTu  [IpaButensctBa  Poccuiic
Oenepaun  onpeaensercs  (enepanbHbBIM  KOHCTUTYLIMOHE
3aKOHOM.
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Cratbsa 115

1. Ha ocHoBanuu u BO ucnonHenue Konctutynuu Poccuiic
Oenepanyn,  ¢denepaibHBIX  3aKOHOB, HOPMATHBHBIX  YK@
[Ipesunenta Poccuiickoit ®enepamuu IlpaButensctBo Poccuiic
Oenepalii U3JA€T MOCTAHOBJICHUS U PACHOPSKEHUS, 00ECIICUUE
WX UCIIOJIHEHHUE.

2. IlocranoBnenuss u  pacnopsbkeHus  I[IpaBurenbc
Poccuiickoit @enepanuu o0s3aTeabHbl K UCIONHEHUIO B Poccuiic
denepanuu.

3. IlocraHoBnenuss u  pacnopsbkeHust  IIpaBurennc
Poccuiickoit ®enepaunu B ciaydae Ux npotuBopeuuss KoHCTUTY)
Poccuiickoit  @enepanun, ¢enepaqbHbIM  3aKOHaM M yKa
[Ipesunenta Poccuiickoit ®Deneparii  MOTYT OBITh  OTMEH(
[Ipesunenrom Poccuiickoit @enepanun.

Cratbn 116

Ilepen BHOB,  um30OpanHbIM  [Ipe3sumenTtom  Poccwmiic
Oenepauun [IpaBurensctBo Poccuiickoii denepaunu ciaraer ¢
MOJTHOMOYHS.

Crarba 117

1. IlpaButensctBO Poccmiickoit denepanum MoxeT mojaar
OTCTaBKYy, KOTOpas NpUHUMAETCs Wiu OoTkIoHseTcs [lpesunen
Poccuiickoit @enepanuu.

2. Ilpesunent Poccuiickoit @enepanny MOXKET NPUHSTH peLe
00 otcraBke [IpaButensctBa Poccuiickoit @eneparuu.

3. TocynmapctBenHas Jlyma MOXeT BBIpa3UTh HEIOBE
IIpaButensctBy  Poccumiickoii  @enepanuu. IloctaHoBieHue
wenosepun IIpaBurenbcTBy Poccuiickonn denepanuu MpUHUMAE
OOJIBIIMHCTBOM  T'OJIOCOB or  oOmrero yucia  JIemyTa
I'ocynapcrBennoii Jlymbl. Ilocime Bbeipakenus I'ocynapcTseH
Hymont  nemoepusi  IlpaButensctBy  Poccuiickoii ~ Denepal
[Ipesunent Poccuiickoit ®enepanuu BOpaBe OOBSIBUTH 00 OTCTA
[IpaButensctBa Poccuiickoit ®denepaunn aubO HE COrIACUTHC
pewenrieM  ['ocynmapctBeHHOM — J[yMbl. B ciydae e
lNocynapcrBennast Jlyma B TeueHUE TPEX MECALIEB MOBTOPHO BBIPZ
Henosepue llpaButensctBy Poccuiickon @Penepaumu, IIpesun
Poccuiickoit @enepanuu 00bsBIseT 00 oTcTaBke I[IpaBuTenbC
mbo pacmyckaer ['ocyaapcTBennyio [ymy.

4. [Ilpencenatens IlpaBurensctBa Poccuiickoit ®enepa
MOXET NocTaBUTh nepen ['ocynapctBeHHoM J[yMo# BOIIpOC O JOBE
[IpaBurensctBy Poccuiickoit ®denepanuu. Ecou ['ocymapcrsen
Jyma B noBepuu OTKa3biBaeT, [Ipe3suaeHT B TEUEHHE CEMU [
npuHuMaeT pemeHne o0 orcraBke [IpaBurenbctBa Poccuiic
®enepaunn WM o pocinycke I'ocynapcrseHHon lymbl 1 Ha3Haye)
HOBBIX BBIOOPOB.
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5. B ciyyae OTCTaBKM WA  CIOXKEHHUS  TMOJHOMO
[IpaBurensctBO Poccuiickon @enepannu o nopydenuro [Ipesune
Poccuiickoi denepaunn [IPOJOJDKAET JENCTBOBATH
chopmupoBanus HoBoro [IpaButenscTBa Poccutickoit @eneparum.

0

AndaBuTHO-NpeaMeTHbIN yKasaTtenb
ABBIrgX3MUWKINTMHONPCTY ®L YA

KoHctutyumsa | Ontudeckas konus | FocyaapcTBeHHble CUMBOTbI |
MoctaHoBneHusa KC | MoctaHoeneHnne BC
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ITouck: [+ ]

KoHcTtutyumsa Poccumnckon
Pepnepauun

Pas3pen I:

MaBa 1
OcCHOBBbI KOHCTUTYUMOHHOIO
cTpos
(ct. 1-16)

naBa 2
[MpaBa 1 cBo6OObI YernoBeka

KOHCTUTYIUA
POCCHUCKOM

N rpaxkgaHuHa
(cT. 17-64)

Masa 3
degepaTmBHOE YCTPONCTBO

(cT. 65-79)

naBa 4
[Mpe3ngeHT Poccuimckon
depepaunn
(cT. 80-93)

naBa 5
depepanbHoe CobpaHue

(cT. 94-109)

naBa 6

[NpaBuTENBLCTBO
Poccuickon ®epgepaumm

(ct. 110-117)

naBa 7
CynebHas BnacTtb

(ct. 118-129)

naBa 8
MecTHOEe camoynpasrieHne

(cT. 130-133)

naBa 9
KOHCTUTYLIMOHHbIE
nonpaBK/ U NepecMoTp

KoHCTUTyLIMK
(cT. 134-137)

Pasgen Il:
3aknto4nTenbHble 1

AndaBunTHO-NpeaMETHbI
ABBIrAgX3MNKITMHONPCT

Pycckun | English | Franca

OE/IEPAIIUN

4 C

I'maBa 7. CyneOHas BIacTh
Cratb1 118

1. TlpaBocymue B Poccuiickoit denepaunn OCyLIECTBIISAE
TOJIBKO CYJIOM.

2. CyneOnast  BJIACTh  OCYIIECTBISICTCS
KOHCTATYIIMOHHOTO,  TPaKIAHCKOIO,
YTOJIOBHOT'O CYI0IPOM3BOJCTBA.

MOCPE/ICT)
aJIMHHHCTPATHBHOTO

3. Cynebnas cucrema Poccuiickoi denepannu ycTaHaBIUBag
Koncruryumeii =~ Poccuiickori ~ @enmeparun u  (enepaibr
KOHCTUTYLIMOHHBIM 3akoHOM. Co3JaHue upe3BblYaliHBIX CYZOB
JOILy CKaeTCsl.

Cratbia 119

Cyapsimu  Moryt ObiTh TpaxnaHe Poccuiickoit denepar
JOCTHUTIINE 25 jieT, UMEIOLIUe BhICIIee I0OPUINIECKOe 00pa30BaHy
CTaX pPabOTHl TO OPUAMYECKOH Npodeccur HEe MeEHee IISITH .
®denepalbHBIM 3aKOHOM MOTYT OBITh YCTAaHOBIIEHBI JOTOTHHUTEIb]
TpeOoBaHus K CyabsiM cynoB Poccuiickoit deneparmu.

Cratba 120

1. Cynpu HE3aBUCHMBI M MOMUYUHSIOTCS TOJBKO KOHCTHUTY!
Poccwiickoit @eneparuu u peneparbHOMY 3aKOHY .

2. Cya, ycTaHOBHMB TpH PACCMOTPEHUU J€Jla HECOOTBETCT
aKTa TOCYJAapCTBEHHOIO WM HWHOTO OpraHa 3aKOHY, IPHHHN
pelleHe B COOTBETCTBUH C 3aKOHOM.

Crartpsa 121
1. Cynpu HECMEHSIEMBI.
2. TlomHOMOYMSI Cynbd MOTYT OBITh IPEKPAIICHBI

MPUOCTAHOBJICHBI HE HHA4Y€ KaK B TMOPSAAKE M 1O OCHOBAHY
YCTaHOBJICHHBIM (heiepaIbHbIM 3aKOHOM.
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CnpaBka
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YYACTHWEK
/

Crartbs 122
1. Cyapu HEIPUKOCHOBEHHBI.

2. Cymps He MOXeT ObITh TPUBJICYEH K YrOJIOB
OTBETCTBEHHOCTM  MHay€ Kak B  MOpSJAKE,  Ompeesien
(benepaabHbIM 3aKOHOM.

Cratba 123

1. Pa30uparenbcTBO J1en BO BCeX cyaax OTKpwiToe. Ciyrma
Jena B 3aKpBITOM  3acelaHuM  JOMYCKaeTcsl B CIy4
MIPEIYCMOTPEHHBIX (peiepaTbHBIM 3aKOHOM.

2. 3aoyHoe pa30UpaTenbCTBO YrOJOBHBIX 1€l B CyJax
JIOITyCKAeTCsl, KpOMe CIIydaeB, IPEAyCMOTPEHHBIX (enepabE
3aKOHOM.

3. Cynonpou3BoJICTBO OCYIIIECTBIISIETCSI ~ Ha  OCH
COCTSI3aTEIBHOCTH U PaBHOMPABHSI CTOPOH.

4. B cnyuasx, NOpeAyCMOTPEHHBIX QeaepalbHbIM 3aKOH
CYJIOIIPOU3BOACTBO  OCYHIECTBISICTCS C Yy4YacTHUEM  IPUCSKI
3aceaTeieu.

Crarba 124

DuHaHCUpPOBaHHE CyJI0B MPOU3BOTUTCS TOJILKO
denepanpHOro OMROJHKETa ¥ JIOJDKHO OOCCIICUMBATH BO3MOMKHC
MOJIHOTO ¥  HE3aBUCHMOIQ  OCYIICCTBIICHUS  IIPABOCYIHS
COOTBETCTBUH C (heiepabHBIM 3aKOHOM.

Crarba 125

1. Koncturyumnonnsiit Cyn Poccutickoit denepari cocToun?
19 cyneii.

2. Kounctutyunonnsii Cyn Poccuiickoit  ®enepanuu
3anpocaM IIpesunenrta Poccuiickoit denepaunn, Cosera Penepar
l'ocynapcrBennoit [{ymbl, onHoi mstoil wieHoB CoBeta denepal
i genyratoB  locymapcteennont  Jymbl,  IIpaBurensc
Poccuiickoit @enepanuu, Bepxosnoro Cyna Poccuiickoit @enepal
u Bricmiero Apourpaxuoro Cyna Poccuiickoit denepanuu, opra
3aKOHOAATEIHHOW M MCTIONHUTENILHON BIacTu cyOnekToB Poccuiic
@enepauuy  paspemiaeT jAena O COOTBEeTCTBUU  KOHCTHTY)
Poccuitckoit denepanuu:

a) (enmepadbHBIX 3aKOHOB, HOPMATHUBHBIX akTOB IIpe3mme
Poccuiickoit ®enepanun, Coera ®enepauuu, ['ocymapcrBen
Hywmsl, IIpaBurensctBa Poccniickoit denepanuu;

0) KOHCTUTYLIMI peciyOiuK, YCTaBOB, a TaKXKe 3aKOHOB H Wl
HOPMAaTHBHBIX aKTOB CyOBeKTOB Poccuiickoit Denepanuu, u3iaHi
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Mo  BONpocaM, OTHOCSAUIMMCSA K  BEICHHIO  Opra
rocy1apcTBeHHOM BiacTu Poccuiickoi Penepanui U1 COBMECTH!
BEJICHUIO OPraHOB TOCYJapCTBEHHOM BiacTu Poccuiickoit denepal
U OpraHoB TOCYJapCTBEHHOH BiacTu cyObekToB Poccuiic
denepanuu;

B) JOrOBOPOB MEXJAy OpraHaMH TIOCYJapCTBEHHOM BIa
Poccuiickoit ®@enepanui M OpraHaMM TOCYJAapCTBEHHOW BIia
cyonrekToB Poccuiickoit ®enepaiuu, TOTOBOPOB MEXKAY OpPraH:
rocyJIapCTBEHHOM BiacT cy0ObekToB Poccuiickoii denepariuy;

I) HE BCTYNMBUIMX B CHJIY MEXIYHAPOAHBIX JOIOBO
Poccuiickoit @enepanuu.

3. Koncrurynuonnsiii Cyn Poccuiickoit denepanuu paspeir
CIIOPbI O KOMITETEHIINU:

a) MeXy (deraeparbHbIMUA OpraHAMH TOCYaPCTBEHHON BIIACTE

0) MexXIy opraHamMu rocyjaapcTBeHHOW Biactu Poccuiic
denepami M OpraHaMHM TOCYJApPCTBEHHOW BIIACTH CYOBEK
Poccuiickoii ®enepanuu;

B) MEXIy BBICIINMH TOCYIapPCTBEHHBIMU OpraHamMH CyOBek
Poccuiickoit denepanuu.

4. Koncrutyumonnsiit Cyn Poccutickoit denepanuu 1o xaio
Ha HapymeHWe KOHCTHTYIIMOHHBIX IIpaB W CBOOOJ TpaKIaH U
3ampocaM ~ CyZIOB  TIPOBEPSAET  KOHCTHUTYLIHMOHHOCTH  3aK(
MPUMEHEHHOTO WJIH TO/JIEKAUIETO MPUMEHEHUIO B KOHKPETHOM JI¢
B MOPSAKE, YCTAHOBIEHHOM (hellepaibHBIM 3aKOHOM.

5. Koucturyumonnsi  Cyn Poccuiickoit  ®enepanuu
3anpocam [IpesunenTta Poccuiickoit @enepanun, Cosera Denepar
I'ocynapcreennout [dymel, IIpaBurenscta Pocculiickoir ®enepar
OpraHOB  3aKOHOJATedbHOW  BiracTu  cyObekToB  Poccuiic
®enepanun gaet ToskoBanue Konctutynuu Poccuiickoit @enepan

6. AKTBI WIM UX OTIEIbHBIC TMOJOXKEHUSA, MPHU3HAHI
HEKOHCTUTYLUMOHHBIMH, YTPAUYMBAIOT CHIY; HE COOTBETCTBYIOL
Koncrurynun Poccuiickonn @enepanuu MeXIyHapOIHBIE JIOTOB(
Poccuiickoii denepany HE MOMJIEKAT BBEIACHUIO B JICHMCTBH!
MIPUMEHEHUIO.

7. Koncturyunonnsiii Cyn Poccuiickoit @enepanuu no 3amp
CoBera  ®enpepanuud  JaeT  3aKIIOUYEHHE O  COOJIOJE!
YCTAaHOBJICHHOTO TMOpsiAKa BbIABMKEeHUsS oOBuHeHus Ilpesune
Poccuiickoit  ®epepauyu B IOCYJAapCTBEHHOM  M3MEHE
COBEPILICHUH UHOTO TSKKOTO MPECTYILICHHUS.

I[locmanosnenue Koncmumyyuonno2o Cyoa P@ no deny o moakosa
omoenbubix noaodcenuil cmameu 125, 126 u

Cratba 126
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BepxoBubiit Cyn Poccuiickoit ®@enepanuu sBAsSE€TCS BbICH
Cy1eOHBIM OpraHom 1o TPaKIAHCKHM, YTOJIOBH
AIMUHUCTPATUBHBIM W HWHBIM JIeJIaM, TMOJCYJHBIM cyJam 001
IOPUCAHKIINHN, OCYIIECTBISIET B TPEAYCMOTPEHHBIX (emepanbr
3aKOHOM TIPOIECCYaIbHBIX (OopMax CyIeOHBI Ham30p 3a
NEeSTeNbHOCTHI0 M JIaeT PAa3bsICHEHHUS 10 BOMpocaMm cyaed
MIPAKTUKH.

I[locmanosnenue Koncmumyyuonnozco Cyoa P® no deny o moaxosa
omoenbHbix noaodcenuil cmameu 125, 126 u

Crartba 127

Beicumit Apoutpaxssiii Cya Poccuiickoit deneparyn sBisie
BBICIIMM CYyACOHBIM OpPraHOM TI0 pPa3pelICHHUI0 SKOHOMHUYEC
CIIOPOB M HHBIX [I€JI, pPaCCMAaTPUBAEMBIX APOUTPAXKHBIMHU CY/a
OCYHIECTBIIIET B NPEAYCMOTPEHHBIX  (peepanbHbIM  3aKOl
mporeccyanbHbIX (hopMax CyaeOHBIN HAI30p 33 MX JIEATEIHHOCTB)
JIaeT pa3bsACHEHUS N0 BOMPOCaM Cy/1eOHON MPAKTUKH.

locmanosnenue Koncmumyyuonnoco Cyoa P®@ no deny o monkosa
omoebhblx nonodcenut cmameti 125, 126 u

Cratba 128

1. Cyapn Koncturyumonnoro Cyna Poccuiickoit ®enepar
BepxoBHoro Cyna Poccuiickoit ®denepanuu, Bricin
Apbutpaxxnoro Cyna Poccuiickoit ®enepanuy  Ha3zHAYAK
Cosetom ®Denepanuu 1o npeacraBieHuto [Ipesunenta Poccuiic
denepaunu.

2.  Cympn  gpyrux  GdeaepalbHBIX CYJIO0B  Ha3HAYaK
IIpesunenrom Poccuiickont denepanuu B MOPSAKE, YCTAaHOBIICH]
(benepaabHBIM 3aKOHOM.

3. IlomHomoums, MOpPSAAOK 0Opa3oBaHUs M JEATEIBHO
Kouncruryumonnoro Cyna Poccuiickoii ®eneparnuu, BepxoBn
Cyna Poccuiickoit ®enepanuu, Beicmero ApOutpaxsoro C
Poccuiickoit ~ ®epepaumu W WHBIX  (QeOepaibHBIX  Cy
yCTaHaBJIMBAIOTCS (e/lepaabHbIM KOHCTUTYIIMOHHBIM 3aKOHOM.

Cratba 129

1. Ilpokyparypa Poccuiickoit denepand COCTABISET €IUF
LEHTPATU30BaHHYIO CHUCTEMY C TOJAYMHEHUEM  HMKECTOSL
IIPOKYpPOPOB  BhIIIECTOAIIMM U ['eHepambHOMY  HPOKYp
Poccuiickoit ®enepanuu.

2. T'enepanbHblii  mpokypop  Poccumiickoii ~ denepa
Ha3HayaeTcsl Ha JODKHOCTh M OCBOOOXKIAeTCs OT JOJIKHO
Coserom Depepauuu 1no npeacrtasieHuto Ilpesunenra Poccuiic
denepanuu.

3. [Ipoxypopsl cyobekToB Poccuiickoit denepanuy Ha3HAYAK
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I'enepansubiM  mipokypopoM  Poccumiickoit  ®Denepannn
COTJIACOBAHUIO C €€ CYObEeKTaMH.

4. Nuble mpoKypopbl Ha3HA4dalOTCsA ['€HepallbHBIM MPOKYPO]
Poccuiickoit denepanuu.

5. [TlomHomouwMsi, opraHuzanus W TOPSAOK JESITEIbHO
npokyparypsl Poccuiickoit @enepamnuu onpenenstores penepanbe
3aKOHOM.

"
AndaBuTHO-NpeaMeTHbIN yKasaTtenb

ABBIraX3MKIMHONPCTY®UL YA

KoHctutyumsa | Ontudeckas konus | FocyaapCTBeHHbIE CUMBOTbI |
MoctaHoBneHus KC | MNMocTtaHosneHvne BC
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ITouck: [+ ]

KoHcTtutyumsa Poccumnckon
Pepnepauun

Pas3pen I:

MaBa 1
OcCHOBBbI KOHCTUTYUMOHHOIO
cTpos
(ct. 1-16)

naBa 2
[MpaBa 1 cBo6OObI YernoBeka

KOHCTUTYIUA
POCCHUCKOM

N rpaxkgaHuHa
(cT. 17-64)

Masa 3
degepaTmBHOE YCTPONCTBO

(cT. 65-79)

naBa 4
[Mpe3ngeHT Poccuimckon
depepaunn
(cT. 80-93)

naBa 5
depepanbHoe CobpaHue

(cT. 94-109)

naBa 6

[NpaBuTENBLCTBO
Poccuickon ®epgepaumm

(ct. 110-117)

naBa 7
CynebHas BnacTtb

(ct. 118-129)

naBa 8
MecTHOEe camoynpasrieHne

(cT. 130-133)

naBa 9
KOHCTUTYLIMOHHbIE
nonpaBK/ U NepecMoTp

KoHCTUTyLIMK
(cT. 134-137)

Pasgen Il:
3aknto4nTenbHble 1

AndaBunTHO-NpeaMETHbI
ABBIrAgX3MNKITMHONPCT

Pycckun | English | Franca

OE/IEPAIIUN

. C

I'maBa 8. MectHOE caMOyIIpaBIICHUE
Cratpsa 130

1. MectHoe camoynpasienue B Poccuiickonn ®enepa
o0ecreuuBacT CaMOCTOATENIBHOE PpEIIEHUE HACEIEHHEM BOIIPO
MECTHOTO 3HAYCHUS, BJIAJCHHE, II0Jb30BAHUE M PACIOPSIKE
MYHULUIATLHOW COOCTBEHHOCTHIO.

2. MecTHOE CaMOYNpABICHNE OCYILECTBISIETCS TPaxAaH:
nyreM  pedepeHayma,  BBIOOPOB, Apyrux  GopM  mpsaM
BOJICU3BSIBIICHUS, Yepe3 BBIOOPHBIE M Jpyrue OpraHbl MECTH
CaMOYIPaBIICHMUS.

Cratba 131

1. MecTtHOEe caMOyNpaBJIeHUE OCYLIECTBISAETCS B TOPOJICE
CeJIbCKUX TMOCENeHUAX U Ha JPYTUX TEPPUTOPHUIX C  yde
HUCTOPMYECKMX M WMHBIX MECTHBIX Tpaauuui. CTpykTypa opra
MECTHOTO CaMOyIIpaBJIEHHS oIpeieNnseTcs HaceJIeH!
CaMOCTOSITENTBHO.

2. I3MeHeHue TpaHull TEPPUTOPHIA, B KOTOPBIX OCYIIECTBIISIE
MECTHOE CaMOYIIpaBjICHNE, JOIYCKAeTCsl C yUeTOM MHEHHUs Hacese
COOTBETCTBYIOINX TEPPUTOPHIL.

Cratba 132

1. Opraasl MECTHOTO CaMOYIIPABJIEHUS CaMOCTOATEN
YOPABISAIOT  MYHUIMNAIBHOM  COOCTBEHHOCTBIO,  (hopmupy
YTBEP)KJAIOT M HUCHOJHAIOT MECTHBIH OIOJKET, YCTaHaBIIUB:
MECTHBIC HAJOTW U COOpBI, OCYIIECTBISIOT OXpaHy OOIIECTBCHH
MOps/IKa, @ TAK)KE PEIIalOT MHbIE BOIPOCH MECTHOI'O 3HAUYEHUS.

2. Opradbl MECTHOTO CaMOYIIpaBJICHHUS MOTYT HaJels1
3aKOHOM  OTJENbHBIMH  TOCYJapCTBEHHBIMH  MOJHOMOYHUSIMHU
nepefayeii He0OOXOAUMBIX ISl UX OCYIIECTBICHUS MaTEpUAIbHBI
(uHAHCOBBIX cpeacTB. Peanuszanus mnepeJaHHbIX —MOJHOMO
MIOJIKOHTPOJIbHA TOCYIaPCTBY.

Crartba 133
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nepexogHble NMoJ1IoXKeHndA

CnpaBka

a 3
INTERMNET

MectHoe  camoymnpaBinenue B Poccuiickoin  ®enepa
rapaHTHpyeTCsl NMpaBOM Ha CyJIeOHYyIO 3allUTy, Ha KOMIIEHcal
JIOTIOJIHUTENBHBIX PAacXOJOB BO3HHUKIIMX B pE3yJIbTaTe pELICE
IPUHATBIX OPraHaMU TOCYAAPCTBEHHOW BIJIACTH, 3alPETOM
OTpaHUYEHUE IIpaB MECTHOTO CaMOYIIPaBJICHMs, YCTAHOBJICHI
Koncrurynueit Poccuiickoit @enepannu u peneparbHBIMUA 3aKOHAl

o

AncaBuUTHO-NpeaMeTHbIN yKkasaTenb
ABBIOX3UWKINTMHONPCTY ®UL YA
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KoHcTtutyumsa Poccumnckon
Pepnepauun

Pas3pen I:

MaBa 1
OcCHOBBbI KOHCTUTYUMOHHOIO
cTpos
(ct. 1-16)

naBa 2
[MpaBa 1 cBo6OObI YernoBeka

KOHCTUTYIUA
POCCHUCKOM

N rpaxkgaHuHa
(cT. 17-64)

Masa 3
degepaTmBHOE YCTPONCTBO

(cT. 65-79)

naBa 4
[Mpe3ngeHT Poccuimckon
depepaunn
(cT. 80-93)

naBa 5
depepanbHoe CobpaHue

(cT. 94-109)

naBa 6

[NpaBuTENBLCTBO
Poccuickon ®epgepaumm

(ct. 110-117)

naBa 7
CynebHas BnacTtb

(ct. 118-129)

naBa 8
MecTHOEe camoynpasrieHne

(cT. 130-133)

naBa 9
KOHCTUTYLIMOHHbIE
nonpaBK/ U NepecMoTp

KoHCTUTyLIMK
(cT. 134-137)

Pasgen Il:
3aknto4nTenbHble 1

AndaBunTHO-NpeaMETHbI
ABBIrAgX3MNKITMHONPCT

Pycckun | English | Franca

OE/IEPAIIUN

0

I'maBa 9. KOHCTUTYLIMOHHBIC TOMTPABKU U MEPECMOTP
Koncrurynnmn

Crarba 134

IlpennokeHuss O IONpaBKax M IEPECMOTPE  IOJIOKE
Konctutynuun Poccuiickoii @enepanun MoryT BHOcUTh [Ipesnn
Poccuiickoit ®Depepammn, Coser dDenepanuu, [ocymapcTBeH
Hyma, [IpaBurensctBo Poccuiickoit denepanuu, 3aKOHOJATENbI
(pencTaBUTENBHBIC) OpraHbl cyObekToB Poccuiickoit denepar
TaKXe TPYIIa YUCICHHOCThIO HE MEHEee OJIHOM naToi wieHOB CoE
Oenepannu uinu aenyraros ['ocynapcrsennoit JlyMsl.

Cratba 135

1. Tlomoxenuss rnaB 1, 2 m 9 Konctutynuu Poccuiic
@Denepanui  He  MOTYT  OBITh  HepecMoTpeHbl  Denepaibk
CobOpanuem.

2. Ecnu npeyloxKeHne 0 NEPECMOTPE MOJIOKEHUN ras 1, 2
Koncrurynuu Poccutickoii @enepanuu OyAeT MOIAEpKaHO TP
MATBIMU [OJIOCOB OT o0miero uucia wieHoB CoBeta Depepanu
genytaroB  I'ocymapctBeHHOM  J[ymbl, TO B COOTBETCTBUU
dbenepaibHBIM KOHCTUTYLIUOHHBIM 3aKOHOM CO3bIBAE
Koncturynnonnoe Cobpanue.

3.  Koncturynuonnoe CoOpanue 7100  MOATBEPKI
HensMeHHOCTh  Konctutynmu — Poccmiickoit  ®enepanuu, 11
paspabateiBaeT  mpoekT  HoBoW  Kouctutymum — Poccuiic
®eneparun, kotopslii mpuHumaercss Koncruryunonusiv CoOpan)
JIBYMsI TpPETSMU TOJIOCOB OT OOIIEro 4Yucia €ero 4JeHOB
BBIHOCHUTCS Ha BCEHapoaHoe rosocoBanue. llpu mnposene:
BceHapoaHoro rosiocoanus Koncrurynus Poccuiickoni @enepal
CUNTAETCs NMPHUHAITOM, €ClU 3a Hee MPOrojocoBajo 0oJiee MOJIOBL
n30upaTeneil, MpUHABIINX y4acTHE B TOJIOCOBAHUH, IIPH YCIOBHH,
B HEM IPHUHSJIO yyacTre OoJiee OJOBUHBI H30UpaTesei.

Cratbsa 136
[TonpaBku k rnaBam 3 - 8 Koncrtutynuu Poccutickoit @enepa:

NPUHUMAIOTCSL B MOPSAKE, MPEAYCMOTPEHHOM Ui  IPHHS
(beneparbHOr0 KOHCTUTYIIMOHHOTO 3aKOHA, U BCTYMAIOT B CHILY IIC
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nepexogHble NMoJ1IoXKeHndA

CnpaBka

a 3
INTERMNET

X OMOOpEeHMs OpraHaMM 3aKOHOJATEIHHOW BIACTH HE Me
4yeM JIByX Tpereii cyOnekToB Poccuiickoit deneparuu.

Tocmanosnenue Koncmumyyuonnoeo Cyoa P®@ no deny o moakosanuu cma

Cratba 137

1. Wsmenenuss B crateio 65 Koncturynuu Poccuiic
®enepauun, omnpenensonyo cocraB  Poccuiickoin  Denepar
BHOCSITCSI HA OCHOBaHUU (heJIepaTbHOTr0 KOHCTUTYIIMOHHOTO 3aKOF
npussaTuu B Poccuiickyto @enepanuio U oOpa3oBaHUM B €€ COCT
HOBoro cyOwekta Poccuiickoit ®enepanuu, 00 u3MEHE!
KOHCTUTYLIMOHHO-IIPAaBOBOTO  craryca  cyObekra  Poccwiic
denepanuu.

2. B cayuyae u3MeHEHMsSI HaWMEHOBaHUS pecnyOHKH, K|
obmactu, ropona (GemepanbHOTO 3HAYEHHS, aBTOHOMHOUN 00ac
aBTOHOMHOTO OKpyra HOBOE HamMeHOBaHHE cyObekTa Poccwiic
@enepal MOJJICKUT BKIOYEHHIO B cratbio 65 KoHcTuTy!
Poccuniickoit enepanuu.

Hocmanosnenue Konemumyyuonnozo Cyoa P® no deny o moakosanuu yacr
cmamoil

i

AndaBUTHO-NPEAMETHbIN yKasaTesb
ABBITOX3UWKINIMHONPCTY ® L YA
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